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KATA PENGANTAR  
 

 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya 

Ringkasan Eksekutif Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Kawasan 

Industri Kemingking. Ringkasan eksekutif ini disusun dengan muatan antara lain 

pendahuluan, aspek kebijakan, gambaran umum wilayah, gambaran umum 

infrastruktur PUPR, analisis wilayah, analisis kinerja dan kebutuhan infrastruktur 

PUPR, serta konsep pengembangan kawasan. RPIW sebagai dasar untuk 

memadukan kebijakan nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota) ke dalam 

rencana pengembangan wilayah yang dilengkapi dengan Rencana Aksi 

Pengembangan dalam jangka waktu 10 tahun, acuan pemrograman dalam menyusun 

Rencana Kerja Kementerian PUPR melalui mekanisme perencanaan dan 

pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR,serta masukan dalam penyusunan 

RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, dan dokumen perencanaan PUPR lainnya. 

Besar harapan kami agar produk ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan sasaran 

yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. 

Atas bantuan dan saran-saran yang telah diberikan, maka kami ucapkan terima kasih 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Arah pembangunan kewilayahan 

tahun 2020-2024 menekankan 

keterpaduan pembangunan 

dengan memperhatikan 

pendekatan spasial yang 

didasarkan pada bukti data, 

informasi dan pengetahuan yang 

baik, akurat dan lengkap, 

skenario pembangunan nasional, 

serta lokasi yang jelas sesuai 

rencana tata ruang dan daya 

dukung lingkungan. Dalam 

mewujudkan keunggulan 

kompetitif di berbagai wilayah, 

pendekatan pengembangan 

wilayah tidak hanya mengenai 

pertumbuhan ekonomi, tetapi 

juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, 

pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan 

pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor 

pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah.   

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 – 2024 telah 

menetapkan di Pulau Sumatera terdapat 4 (empat) kawasan industri sebagai KI berbasis 

energi terbarukan dan 10 (sepuluh) KI/KEK untuk hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), salah 

satunya adalah Kawasan Industri Kemingking yang akan dikembangkan dalam kerangka 

industrialisasi dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun, kerja sama regional, 

serta diversifikasi perekonomian daerah. KI Kemingking ditetapkan pula dalam kebijakan 

provinsi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 2 tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi 2020-2040.  

 

 

Kawasan Industri Hilirisasi Sumber Daya Alam 
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Dengan adanya urgensi/percepatan untuk mendukung infrastruktur kawasan industri 

sebagaimana dinyatakan diatas, maka Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), 

Kementerian PUPR sebagai institusi yang memiliki kewenangan tersebut perlu menyiapkan 

dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Infrastruktur Wilayah (RPIW) untuk 

mendukung Kawasan Industri Kemingking. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan 

perencanaan dan pemograman infrastruktur PUPR serta memastikan adanya keterpaduan 

antar sektor dan antar wilayah sehingga KI Kemingking dapat menjadi salah satu pusat 

pertumbuhan baru yang dapat memacu pertumbuhan wilayah Sumatera Bagian Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2. LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN 

Lingkup wilayah perencanaan yang termasuk 

kedalam dokumen RPIW ini yaitu meliputi :  

a. Wilayah inti, yaitu wilayah yang lahanya 

telah dikuasai oleh pengelola KI dan 

ditetapkan dalam Master Plan KI 

Kemingking seluas 1.250 Ha meliputi 

beberapa kelurahan/desa di sebagian 

Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kecamatan 

Taman Rajo.  

 

 

 

W I L A Y A H  I N T I  
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b. Wilayah Penyangga yaitu wilayah sekitar KI dengan radius dari titik pusat KI maksimum 

10 km terhadap pusat kota, dengan melingkupi deliniasi administrasi batas kecamatan 

yaitu meliputi: kecamatan Kumpeh Ulu, 

Kecamatan Maro Sebo dan Kecamatan Taman 

Rajo di kabupaten Muaro Jambi; 

c. Wilayah Pengaruh yaitu wilayah-wilayah 

terkait rantai pasok industri yang 

merupakan sumber bahan baku, sumber 

air baku, maupun kawasan perkotaan 

dengan mempertimbangkan infrastruktur 

pendukung konektivitas bandara, pelabuhan, dan kereta api terkait KI Kemingking yang 

meliputi a) Kabupaten Muaro Jambi, b) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, c) Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat, d) Kota Jambi dan e) Kabupaten Batanghari.  

 

1.3. LOKASI DAN AKSESIBILITAS 

Lokasi: Kec. Taman Rajo dan Kec. Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi  

Koordinat: -1.522405, 103.702918 

Aksesibilitas: 

Aksesibilitas menuju KI Kemingking dapat dicapai melalui beberapa moda yaitu: 

1. Transportasi darat melalui:  

a. Kota Jambi melalui jalan lingkar timur 2 yang berjarak 11 Km menuju pintu gerbang 1 

(direncanakan sebagai pintu gerbang utama disisi selatan kawasan); dan 

b. Trans Sumatera highway dan jalur kereta api (rencana) yang berjarak 14 Km menuju 

pintu gerbang 1. 

2. Transportasi sungai melalui: 

a. Pelabuhan Wahyu Sarana Indah (WSI) (rencana) sebagai pelabuhan yang terintegrasi 

dengan KI Kemingking (di pintu gerbang 2 eksisting berlokasi disisi barat kawasan); 

dan 

b. Pelabuhan pengumpul Talang Duku (eksisting) yang berjarak 5,9 Km menuju pintu 

gerbang 2 kawasan industri; 

WILAYAH PENGARUH 

PPK Pudak 

PPK Kemingking 

Dalam 

WILAYAH PENYANGGA 
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3. Transportasi udara melalui Bandar Udara Sultan Thaha – Kota Jambi dilanjutkan dengan 

transportasi darat melalui jalan lingkar timur 2 yang berjarak 19 Km. 

 

Gambar 1. 1 Aksesibilitas Menuju KI Kemingking 
Sumber: Jambi Integrated City, PT. Jambi Kemingking Eco Park, Juni 2021. 

 

1.4. DASAR HUKUM 

Dasar hukum pelaksanaan RPIW yang terkait langsung untuk mendukung kawasan industrI 

di wilayah Sumatera bagian Selatan, adalah sebagai berikut : 

1. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri 

Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035; 

2. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024; 

3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan 

Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040; 

4. Perda – Perda tentang RTRW Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur dan Kota Jambi. 

 

1.5. URGENSI PENYUSUNAN 

Tujuan penyusunan RPIW KI Kemingking di wilayah Sumatera Bagian Selatan adalah: 

1 Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur sebagai penjabaran dan  

penyelarasan  dokumen  rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang, dokumen 

perencanaan sektoral, dan kebijakan lainnya pada tingkat nasional dan daerah ke dalam 

rencana pembangunan infrastruktur PUPR untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan 

lintas sektor strategis dan program tematik strategis nasional; 

2 Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan 

mempercepat tercapainya tujuan pengembangan wilayah melalui perencanaan dan 

pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR. 



RINGKASAN EKSEKUTIF RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (RPIW)  
KAWASAN INDUSTRI KEMINGKING, PROVINSI JAMBI 

5 
 

Kebijakan pengembangan wilayah dalam lokus perencanaan KI yang diarahkan RPJMN 

2020-2024, berupa pengembangan sektor unggulan dan pengembangan kawasan strategis 

maka Sasaran penyusunan RPIW KI Kemingking di wilayah Sumatera Bagian selatan 

adalah “Mendukung terwujudnya beberapa sasaran RPJMN 2020-2024”  yaitu meliputi:  

1. Pengembangan Sektor Unggulan di Provinsi Jambi, Wilayah Sumatera Bagian Selatan 

melalui pengembangan KI Kemingking dengan focus hilirisasi hasil perkebunan tebu, karet, 

kelapa sawit, kopi, perikanan budidaya, serta hilirisasi hasil tambang batubara; 

2. Pemenuhan Infrastruktur Pelayanan Dasar pada wilayah penyangga dan wilayah 

pengaruh sekitar KI Kemingking, meliputi: 

a. 70% Rumah Tangga menempati Hunian Layak; 

b. 50m3/detik tambahan Air Baku Industri dan Domestik; 

c. 100% Hunian dengan Akses Air Minum Layak (termasuk Akses Aman 15%); 

d. 30% Hunian dengan Akses Air Minum Perpipaan; dan 

e. 90% Hunian dengan Akses Sanitasi Layak (termasuk Akses Aman 15%). 

3. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan 

yang  tersebar di  wilayah pengaruh guna mendukung keberlanjutan rantai pasok untuk KI 

kemingking. 

4. Peningkatan indikator ekonomi regional dan lokal pada wilayah penyangga dan wilayah 

pengaruh sekitar KI Kemingking. 

 

1.6. MUATAN RPIW 

Muatan RPIW untuk dukungan infrastruktur KI Kemingking di Provinsi Jambi adalah sebagai 

berikut: 

1. Pendahuluan, meliputi uraian latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi 

penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, dan kerangka pikir penyusunan RPIW; 

2. Arah  Kebijakan,  meliputi  sintesa  analisis kebijakan dan strategi nasional dan daerah 

terkait spasial, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis. Arah kebijakan nasional juga 

memuat uraian sasaran dan target jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Visium 

PUPR 2030 serta agenda global; 

3. Profil Wilayah dan Potensi Daerah, meliputi kondisi fisik dan kebencanaan, demografi, 

ekonomi, lingkungan, sosial-budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah 

perencanaan; 

4. Profil dan Kinerja Infrastruktur, meliputi uraian profil dan kinerja infrastruktur sumber 

daya air, jalan dan jembatan serta permukiman dan perumahan. Bagian ini juga memuat 

profil dan kinerja infrastruktur non-PUPR; 

5. Permasalahan dan Isu Strategis, meliputi daya dukung dan daya tampung serta simpulan 

potensi dan kendala wilayah dan sektoral; 
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6. Skenario Pengembangan Wilayah, meliputi proyeksi pertumbuhan, perumusan visi dan 

strategi pengembangan wilayah, tahapan pengembangan, serta prioritisasi kawasan 

pengembangan 

7. Analisis Kebutuhan Infrastruktur, meliputi analisis kesenjangan infrastruktur wilayah dan 

analisis keterpaduan infrastruktur; dan 

8. Rencana   Aksi   Pembangunan Infrastruktur,   meliputi   rencana   aksi   kegiatan   

pembangunan infrastruktur PUPR tahunan beserta pembagian kewenangan dan sumber 

pendanaan. 

 

1.7. MANFAAT PENYUSUNAN RPIW 

Terdapat beberapa manfaat daru penyusunan RPI, yaitu :  

1. Sebagai dasar memadukan kebijakan nasional dan daerah ke dalam rencana 

pengembangan wilayah yang dilengkapi dengan Rencana Aksi Pengembangan dalam 

jangka waktu 10 tahun, pada semua tingkatan pemerintahan. 

2. Sebagai   acuan   pemrograman   dalam   menyusun   Rencana   Kerja Kementerian PUPR 

melalui mekanisme perencanaan dan pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR; 

3. Sebagai masukan dalam penyusunan RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, dan dokumen 

perencanaan PUPR lainnya.  

 

1.8. KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RPIW 

Bagian Kerangka Pikir Penyusunan RPIW memuat tahapan persiapan, pengumpulan data 

dan informasi, pengolahan dan analisis data, serta implementasi dan pemutakhiran yang 

ditunjukkan pada gambar berikut: 

 
Gambar 1. 2 Aksesibilitas Menuju KI Kemingking 
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BAB II ARAH KEBIJAKAN 
 

 

2.1. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG  

1. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang 

Dukungan kebijakan penataan ruang yang memberikan arahan bagi pengembangan KI 

Kemingking secara eksplisit dinyatakan dalam RTR Pulau Sumatera yaitu: Pengembangan 

sentra perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau serta pengembangan kawasan 

perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan 

dan Peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan peruntukan industri yang berdaya 

saing di kawasan perkotaan nasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang dinyatakan 

dalam RTRW Provinsi Jambi yaitu: pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan  

tersier sesuai daya  dukung wilayah dan Pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budi    

daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, sedangkan RTRW Kabupaten 

Muaro Jambi menyatakan: Pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra 

produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan 

terpadu. 

Kebijakan tersebut diatas didukung dengan strategi antara lain: 

S1: mengembangkan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, 

karet, kopi, dan tembakau yang ramah lingkungan 

S2: mengembangkan kawasan agrobisnis perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan 

tembakau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

S3: merehabilitasi, meningkatkan fungsi, dan mengembangkan kawasan peruntukan industri 

yang didukung prasarana dan sarana 

S4: merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan industri yang bernilai tambah 

tinggi dan ramah lingkungan 

S5: mengembangkan kawasan perkotaan nasional untuk kegiatan industri kreatif. 

S6: meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas 

perhubungan, jaringan air bersih, jaringan energi, telekomunikasi dan jaringan sumberdaya 

air (irigasi) yang terpadu dan merata; 

S7: meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan 

permukiman secara seimbang; 

S8: meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, industri 

dan perdagangan; dan 

S9: meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan kebutuhan dan 

rencana pengembangannya. 
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2. Sistem Perkotaan 

Sistem perkotaan yang akan memberikan dukungan bagi kelancaran distribusi hasil produksi 

KI Kemingking dan kemungkinan/berpotensi menjadi hub system perhubungan meliputi 

beberapa jenjang yaitu: 

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jambi, Kota Jambi;  

b. PKW Kuala Tungkal. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

c. PKW Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 

d. PKWp Sengeti di Desa Sengeti Kecamatan Sekernan, berjarak +/- 52,6 km dari KI 

Kemingking Via Lintas Sumatera; 

e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Muaro Jambi, terdiri dari: 

• PKL Tanjung di Desa Tanjung, Kecamatan Kumpeh, berjarak +/- 52,6 km dari KI 

Kemingking; 

• PKL Sebapo di Desa Sebapo Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi; berjarak 

+/- 39,6 km dari KI Kemingking Via Lintas Sumatera/jl. Raya Palembang - Jambi; dan 

• PKL Pijoan di Desa Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota, berjarak +/- 38,6 km dari KI 

Kemingking Via Lintas Sumatera; 

• PKL Marga di Perkotaan Marga Kecamatan Sungai Bahar.   

f. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) terdiri dari:  

• PKLp Perkotaan Arang–Arang di Kecamatan Kumpeh Ulu,  

• PKLp Perkotaan Tempino di Kecamatan Mestong,  

• PKLp Perkotaan Petaling Jaya di Kecamatan Sungai Gelam,   

g. PPK berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum 

skala kecamatan atau beberapa desa, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah 

tangga meliputi:  

• Perkotaan Pudak di Kecamatan Kumpeh Ulu;  

• Perkotaan Jambi Kecil di Kecamatan Maro Sebo;  

• Perkotaan Mudung Darat di Kecamatan Maro Sebo;  

• Perkotaan Kemingking Dalam di Kecamatan Taman Rajo;  

• Perkotaan Rukam di Kecamatan Taman Rajo;  

• Perkotaan Sungai Gelam di Kecamatan Sungai Gelam;  

• Perkotaan Tanjung Mulya di Kecamatan Bahar Selatan;  

• Perkotaan Talang Bukit di Kecamatan Bahar Utara;  

• Perkotaan Kedemangan di Kecamatan Jambi Luar Kota;  

• Perkotaan Pematang Gajah di Kecamatan Jambi Luar Kota;  

• Perkotaan Bukit Baling di Kecamatan Sekernan;  

• Perkotaan Puding di Kecamatan Kumpeh; dan 
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• Perkotaan Matra Manunggal di Kecamatan Kumpeh.  

3. Arahan Pengembangan Jaringan Prasarana Nasional 

1) Jalan dan Jembatan 

a. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan: Jambi – Rengat dan Betung 

(Simpang Kayu) – Tempino – Jambi; 

b. Pemantapan Bandar Udara Pengumpul Tersier Sultan Thaha; dan 

c. Pemantapan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau 

Sumatera; 

d. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKN Jambi 

dengan Pelabuhan Kuala Tungkal; dan 

e. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi 

kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan 

bencana dilakukan pada ruas Jambi – Rengat. 

2) Kereta Api 

a. Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Timur Pulau Sumatera Bagian 

Utara Pekanbaru-Rengat-Sengeti-Jambi; dan 

b. Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Tengah Pulau Sumatera Bagian 

Selatan, Sengeti-Jambi-Muara Sabak. 

3) Pelabuhan 

a. Pelabuhan Pengumpul Ujung Jabung dengan indikasi program pemantapan 

pelabuhan pengumpul; 

b. Pelabuhan Agkutan Penyebrangan Kuala Tungkal dengan indikasi program 

pengembangan pelabuhan angkutan penyeberangan; 

c. Pelabuhan Pengumpul Kuala Tungkal dengan indikasi program pemantapan 

pelabuhan pengumpul; 

d. Pelabuhan Pengumpul Talang Duku dengan indikasi program pemantapan 

pelabuhan pengumpul; dan 

e. Pelabuhan Pengumpul Muara Sabak dengan indikasi program pemantapan 

pelabuhan pengumpul. 

4) Bandar Udara 

Pemantapan fungsi Bandar Udara Sultan Thaha sebagai bandar udara pengumpul 

dengan skala pelayanan tersier. 

 

 

 

 

4. Arahan Pengembangan Jaringan Prasarana Provinsi dan Kabupaten/Kota 
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Arahan pengembangan infrastruktur kewenangan Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro 

Jambi terkait KI Kemingking meliputi jalan dan jembatan, SDA, persampahan, kepelabuhanan 

dan bandar udara dapat dijabarkan pada tabel 2.1 

Tabel 2. 1 Arahan Pengembangan Jaringan Prasarana Provinsi Jambi dan Kabupaten 
Muaro Jambi 

RTRW Provinsi Jambi RTRW Kabupaten Muaro Jambi 

Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) – Pemanfaatan Air 

1) Pengembangan dan pengolahan sumber air 
baku yang berada di Sungai Batanghari; 

2) Pengembangan dan pengolahan sumber 
mata air meliputi seluruh wilayah 
kabupaten/kota di Provinsi Jambi. 

Pengembangan Jaringan air baku untuk air bersih merupakan 

sumber air permukaan yang meliputi; 

1) Sungai Batanghari untuk melayani Kecamatan Sekernan, 
Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Maro Sebo, 
Kecamatan Taman Rajo, Kecamatan Kumpeh, Kecamatan 
Kumpeh Ulu dan Kecamatan Sungai Gelam.  

2) Sungai Kumpeh di Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir 
untuk melayani Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kumpeh Ilir; 

Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) – Pengendalian Daya Rusak Air 

 1) Pembangunan kanal primer di Kecamatan Sekernan, 
Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Maro Sebo, 
Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, dan Kecamatan 
Taman Rajo; dan 

2) Pembangunan turap lengsengan di sepanjang Sungai 
Batanghari yang melalui Kecamatan Sekernan, Kecamatan 
Jambi Luar Kota, Kecamatan Maro sebo, Kecamatan Taman 
Rajo, Kecamatan Kumpeh Ulu, dan Kecamatan Kumpeh. 

Infrastruktur Jalan dan Jembatan 

1) Jalan Lingkar Kota Jambi Tidak ada kebijakan pengembangan yang direncanakan dalam 

dokumen RTRW 

2) Jalan Akses Bandara Tidak ada kebijakan pengembangan yang direncanakan dalam 

dokumen RTRW 

3) Jalan Akses Pelabuhan 1) Jalan Akses Pelabuhan; 

4) Jalan bebas hambatan meliputi ruas jalan 
Batas Provinsi Jambi/Provinsi Sumatera 
Selatan – Tempino – Kabupaten Muaro 
Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Barat – 
Batas Provinsi Riau yang merupakan 
bagian dari Jalan Bebas Hambatan ruas 
Indralaya (Provinsi Sumatera Selatan) – 
Betung – Tempino – Kota Jambi – Rengat 
(Provinsi Riau) 

2) Jalan bebas hambatan meliputi ruas jalan Batas Provinsi 
Jambi/Provinsi Sumatera Selatan – Tempino – Kabupaten 
Muaro Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Batas 
Provinsi Riau yang merupakan bagian dari Jalan Bebas 
Hambatan ruas Indralaya (Provinsi Sumatera Selatan) – 
Betung – Tempino – Kota Jambi – Rengat (Provinsi Riau) 

Infrastruktur Persampahan 

Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir 

(TPA) sampah regional di Kabupaten Muaro 

Jambi 

Tidak ada kebijakan pengembangan yang direncanakan dalam 

dokumen RTRW 

Infrastruktur Pelabuhanan 

1) Pelabuhan utama rencana pengembangan 
Pelabuhan Samudera Ujung Jabung di 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 

2) Pelabuhan pengumpul meliputi: 
a) Pelabuhan Kuala Tungkal di Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat; 
b) Pengembangan Pelabuhan Muara 

Sabak di Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur; dan 

c) Pengembangan Pelabuhan Talang 
Duku di Kabupaten Muaro Jambi. 

Tidak ada kebijakan pengembangan yang direncanakan dalam 

dokumen RTRW 

Infrastruktur Bandar udara 
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RTRW Provinsi Jambi RTRW Kabupaten Muaro Jambi 

Pengembangan Bandar Udara Umum Sultan 

Thaha Jambi di Kota Jambi sebagai bandar 

udara utama. 

1) Pengembangan Bandar Udara Umum Sultan Thaha Jambi di 
Kota Jambi sebagai bandar udara utama; dan 

2) Pengembangan bandar udara di Kecamatan Taman Rajo. 

Sumber:  
1. Peraturan  Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Jambi Tahun 2013 – 2033; dan 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 – 2034 
 

5. Arahan Pengembangan Kawasan Prioritas Nasional dan Provinsi 

1. Arahan pengembangan Kawasan Prioritas Nasional dari sudut kepentingan ekonomi 

yang berada di cakupan wilayah perencanaan KI Kemingking, antara lain Kawasan 

Wisata Candi Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi; 

2. Arahan pengembangan kawasan prioritas provinsi dari sudut kepentingan ekonomi 

yang berada di cakupan wilayah perencanaan KI Kemingking, antara lain: 

a. Kawasan Perkotaan Kota Jambi, Muara Bulian, Sengeti dsk dan 

b. Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi. 

6. Arahan Pengembangan Ruang Kabupaten/kota 

Arahan pengembangan pola ruang berdasarkan RTRW Provinsi Jambi dan kabupaten/kota 

terkait dengan KI Kemingking, dijabarkan sebagai berikut: 

a) Pengembangan perkebunan yang diarahkan di: 

• Kabupaten Muaro Jambi: Kecamatan Sekernan, Kecamatan Muaro Sebo, 

Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Taman   Rajo,  Kecamatan,   Kumpeh   Ulu,   

Kecamatan   Kumpeh, Kecamatan Sungai Gelam dan Kecamatan Mestong 

• Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kecamatan Merlung, Kecamatan Renah 

Mendaluh, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Muara 

Papalik, Kecamatan Betara, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Tebing Tinggi, 

Kecamatan Senyerang, dan Kecamatan Bram Itam. 

• Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan 

Muara Sabak Barat; Kecamatan Dendang, Kecamatan Berbak, Kecamatan Geragai, 

Kecamatan Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Rantau Rasau. 

b) Pengembangan kawasan industri dalam skala provinsi diarahkan di Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur; 

c) Pengembangan  industri  besar  lainnya  pada  Kawasan  Industri  di kecamatan Taman 

Rajo dan kecamatan Maro Sebo, dan pengembangan klaster industri (partikel board, 

minyak kelapa, pengergajian kayu, industri kayu lapis) 
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7. Arahan Pengembangan Kawasan Prioritas Kabupaten Muaro Jambi 

Arahan pengembangan kawasan prioritas Kabupaten Muaro Jambi dari sudut kepentingan 

ekonomi yang berada di cakupan wilayah perencanaan KI Kemingking, antara lain kawasan 

strategis pertanian  tanaman  pangan,  hortikultura dan perikanan di  Kecamatan Maro Sebo, 

Kacamatan Taman Rajo, Kecamatan Kumpeh Ulu, dan Kecamatan Sungai Gelam. 

 

2.2. KEBIJAKAN SEKTOR 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 

Arahan pengembangan industri dan sektor unggulan KI Kemingking berdasarkan RPJMN 

2020-2024 adalah:  

a. Pengembangan Kawasan Industri (KI) dalam kerangka industrialisasi dengan 

memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun, kerja sama regional, serta diversifikasi 

perekonomian daerah; 

b. Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam 

perkebunan, perikanan, dan pertambangan; 

c. Pengembangan komoditas unggulan karet Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Batanghari; 

d. Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Batanghari; 

e. Pengembangan komoditas unggulan kopi Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan 

f. Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan (optmalisasi produksi batubara) 

Kabupaten Muaro Jambi. 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 

RPJMD Provinsi Jambi 2016 – 2021 mencanangkan: 

Visi: Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 

Pemerintah Provinsi Jambi menurunkan Visi tersebut kedalam 6 (enam) Misi. Adapun misi 

yang terkait dengan kebijakan pengembangan dukungan terhadap KI Kemingking meliputi 

MISI 4 → Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi 

kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi 

(IPTEKIN) berwawasan lingkungan dan MISI 5 → Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas 

infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan 

berkelanjutan 

3. Visium Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 

Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030:  
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a. Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m
3
/kapita/tahun;  

b. Jalan Mantap 99%, Pembangunan Jalan Tol 2.000 Km, Pembangunan Jalan Baru 3.000 

Km, Pembangunan jembatan baru/fly over 70.000 m yang terintegrasi antar moda dengan 

memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi recycle;  

c. 100% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4% 

(menjadi 0 ha), dan 100% Pelayanan Sanitasi  

d. Zero Backlog rumah bagi MBR 3 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 4,88 juta 

unit. 

4. Target Utama Kementerian PUPR 2020-2024 (Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, 

dan Perumahan  

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, 

berikut merupakan target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR di bidang 

sumber daya air, konektivitas, keciptakaryaan, dan perumahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Target Utama Kementerian PUPR 2020 - 2024 
Sumber: Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 

 

5. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan SDA 

1) Arah kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah, air baku berkelanjutan adalah 

percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan 

keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam 

pengelolaan air baku.  

2) Arah kebijakan dan strategi waduk multi purpose dan modernisasi irigasi, adalah 

adalah penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan pemanfaatan fungsi 

tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks risiko 
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bendungan, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air 

untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.  

3) Arah kebijakan dan strategi ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, mencakup 

pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, 

pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah 

aliran sungai.  

6. Arah Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 

Arah kebijakan penyelenggaraan jalan adalah peningkatan konektivitas jalan nasional, 

sementara strategi yang digunakan yakni peningkatan kinerja pelayanan jalan nasional yang 

dijabarkan dalam: preservasi jalan, pembangunan jalan dan jembatan, penataan jalan 

nasional di kawasan perkotaan, dan pemenuhan gap funding melalui skema pembiayaan 

alternatif.  

7. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 

1) Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman  

Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman terkait dukungan 

infrastruktur untuk kawasan industri adalah peningkatan cakupan pelayanan dan 

pemenuhan standar kualitas air minum 

2) Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Layak dan Aman  

Kebijakan peningkatan akses sanitasi layak dan aman terkait dukungan infrastruktur 

untuk kawasan industri adalah peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem 

pengelolaan sanitasi. 

3) Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman:  

Kebijakan peningkatan kualitas permukiman terkait dukungan infrastruktur untuk 

Kawasan industri adalah Pengembangan kawasan permukiman secara 

komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.  

8. Arah Kebijakan Strategi Pembangunan Perumahan 

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui 

penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif.  Arah kebijakan dan strategi terkait dukungan 

infrastruktur untuk kawasan industri adalah mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni 

dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah. 

9. Arah Kebijakan Sektor Perhubungan Darat, Laut, dan Udara. 

a. Provinsi Jambi memiliki 4 (empat) terminal tipe A. Lokasi terminal yang terdekat dengan 

KI Kemingking adalah Terminal Alam Barajo di Kota Jambi berjarak +/- 25,8 km dengan 

waktu tempuh +/- 46 menit dengan mobil. Kota Jambi terdapat 2 (dua) terminal tipe B 

yakni Terminal Sijenjang dan Terminal Paal 10 yang sudah siap operasi. 
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b. Program pengembangan jaringan Kereta Api (KA) yang direncanakan hingga tahun 

2030 di Pulau Sumatera yang terkait dengan aksesibilitas KI Kemingking, jaringannya 

dimulai dari Kota Banda Aceh hingga Kota Jambi.  

c. Pengembangan Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) di Provinsi Jambi 

− Kuala Tungkai kelas I di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan status operasional  

− Tanah Tumbuh Kelas III di Kabupaten Bungo dengan status rencana.  

d. Pengembangan pelabuhan sungai dan danau di Provinsi Jambi 

e. Arahan pengembangan bidang transportasi sungai meliputi: 

− Pelabuhan Talang Duku dan Terminal Peti kemas Muaro Jambi di kabupaten Muaro 

Jambi; 

− Pelabuhan Kuala Tungkal, Kuala Mendahara, Muara Sabak, Nipah Panjang, Ujung 

Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 

f. Arahan pengembangan bidang transportasi udara meliputi: Bandar udara Sultan Thaha 

dengan peran sebagai simpul, gerbang ekonomi, alih moda transportasi, perindustrian 

dan perdagangan serta wawasan nusantara. Adapun fungsinya adalah Pemerintahan 

dan Pengusahaan dengan penggunaan penerbangan domestik, hierarki PS dan 

klasifikasi 4C. 

10. Kebijakan Sektor Pariwisata  

Arahan pengembangan pariwisata yang berada di cakupan wilayah perencanaan KI 

Kemingking, yaitu  

a. pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Muaro Jambi dengan 

daya tarik wisata utama adalah situs sejarah Candi Muaro Jambi 

b. pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Jambi Kota dan 

sekitarnya dan KPPN Berbak dan sekitarnya 

 

11. Kebijakan Sektor Industri 

Arahan pengembangan industri berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri nasional 

(RIPIN) 2015 – 2035, KI Kemingking berada dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) 

Sumatera Bagian Selatan, dengan arahan Program Pembangunan Kawasan Industri Tahun 

2020-2035 sebagai berikut: 

a. Pembangunan kawasan industri; 

b. Pengoperasian bank tanah (land bank) untuk pembangunan kawasan industri; 

c. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (jalan, kereta api, 

pelabuhan, bandara); 

d. Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri; 

e. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM; 
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f. Pembangunan sarana  dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi  dan Inovasi 

(RISTEKIN) 

Arahan pengembangan industri dan komoditas unggulan berdasarkan Rencana 

Pembangunan Industri Provinsi Jambi (RPIP) 2020-2040 adalah sebagai berikut:  

a. Pembangunan Industri KPI di Kabupaten Muaro Jambi dengan industri unggulan yang 

berbasis industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, industri transportasi, industri hulu agro, 

industri kimia dasar berbasis migas dan batubara;  

b. Pengembangan Kawasan Industri Kemingking; dan 

c. Pengembangan komoditas unggulan adalah Sawit, Karet dan Kelapa Dalam, Hasil Hutan 

(kayu gelondongan , kayu lapis, pulp, kertas), Hasil Laut, Batubara, Kopi). 

 

2.3. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS 

Kebijakan Pengembangan Kawasan Prioritas memuat identifikasi tematik pengembangan 

kawasan prioritas yang ditetapkan dalam kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 

dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini. 

Tabel 2. 2  Kebijakan Kawasan Prioritas 

KAWASAN PRIORITAS TEMATIK PENGEMBANGAN KAWASAN SUMBER 

1. KI Kemingking 
Pengembangan kawasan strategis dan 
industri pengolahan berbasis sumber daya 
alam perkebunan, perikanan, pertambangan 

RPJMN 2020-
2024) 

2. KPPN Muaro Jambi 
Pengembangan sentra produksi pertanian RPJMN 2020-

2024 

3. KSPN Candi Muaro Jambi 
Perlindungan dan pelestarian Kawasan 
Candi Muaro Jambi sebagai Kawasan Cagar 
Budaya nasional 

RTRWN 

4. Kawasan Perkotaan Jambi 
(Kota Jambi, Muara Bulian, Sengeti dsk) 

Pengembangan kawasan perkotaan RPJMN 2024, 
RTRWP 

5. Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi 
terdiri dari: 

Pengembangan Komoditas Unggulan 
Wilayah Pantai Timur Provinsi Jambi 

RTRWP, RTRWK 

a. Kabupaten Muara Jambi berada di perkotaan 
Jambi Kecil di Kecamatan Maro Sebo, 
perkotaan Kemingking Dalam di Kecamatan 
Taman Rajo, perkotaan Rukam di 
Kecamatan Taman Rajo, perkotaan Mudung 
Darat di Kecamatan  Maro  Sebo 

Pengembangan Komoditas Unggulan 
Wilayah Pantai Timur Provinsi Jambi 

b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di 
Perkotaan Nipah Panjang di Kecamatan 
Nipah Panjang, Perkotaan Mendahara Ilir di 
Kecamatan Mendahara, Perkotaan Muara 
Sabak Timur di Kecamatan Muara Sabak 
Timu 

Pengembangan Komoditas Unggulan 
Wilayah Pantai Timur Provinsi Jambi 

c. Perkotaan Pandan Jaya di Kecamatan 
Geragai berfungsi sebagai pusat sumber 
daya energi 

Pengembangan Komoditas Unggulan 
Wilayah Pantai Timur Provinsi Jambi 

d. Kawasan strategis pertanian  tanaman  
pangan,  hortikultura dan perikanan di  
Kecamatan Maro Sebo, Kacamatan Taman 
Rajo, Kecamatan Kumpeh Ulu dan 
Kecamatan Sungai Gelam 

Pengembangan Komoditas Unggulan 
Wilayah Pantai Timur Provinsi Jambi 

RTRWK 
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KAWASAN PRIORITAS TEMATIK PENGEMBANGAN KAWASAN SUMBER 

e. Kawasan pertambangan minyak dan gas 
bumi di Kecamatan Betara 

Pengembangan Komoditas Unggulan 
Wilayah Pantai Timur Provinsi Jambi 

RTRWK 

f. Kawasan strategis industri pertambangan 
minyak dan gas Geragai di Kecamatan 
Geragai 

Pengembangan Komoditas Unggulan 
Wilayah Pantai Timur Provinsi Jambi 

RTRWK 

6. Terminal Petikemas Muaro Jambi 
terminal umum yang merupakan bagian dari 
pelabuhan umum Talang Duku 

Rencana Induk 
Sektoral 

Sumber: Hasil Analisis, 2021 

 

2.4. AGENDA GLOBAL 

1. Sustainable Development Goals (SDG) 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya 

disingkat TPB merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 

sampai tahun 2030. Terdapat 17 tujuan global dan sasaran global serta sasaran nasional 

yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan. Tujuan yang memiliki relevansi 

dengan dukungan infrastruktur pada kawasan industri terdiri dari tujuan 6, 9, dan 11. Rincian 

tujuan dan target yang harus dicapai sebagaimana dirinci berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. New Urban Agenda (NUA) 

NUA dan SDGs memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena NUA sejatinya adalah 

penjabaran lebih lanjut dari tujuan-tujuan global yang tercantum dalam SDGs, khususnya 

Tujuan 11 mengenai Sustainable Cities and Communities.  

New Urban Agenda (NUA) merupakan komitmen global, sesuai dengan kesepakatan yang 

disusun oleh delegasi dari 140 negara, termasuk Indonesia, untuk mewujudkan 

pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (Sustainable Urbanization). NUA berupaya 

untuk mendorong aksi-aksi di tingkat lokal dalam menghadapi tantangan pembangunan, 

khususnya tantangan yang muncul seiring dengan semakin meningkatnya urbanisasi. 

Komitmen global ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan dan 

TUJUAN 11 
Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. 

 

TUJUAN 9 
Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, 

serta mendorong inovasi. 

TUJUAN 6 
Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk 

semua. 
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aktor-aktor pembangunan perkotaan di tingkat nasional dan lokal, agar kemudian dapat 

diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan masing-masing daerah. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah memuat sintesis dari berbagai kebijakan yang telah 

diuraikan pada subbab 2.1 sampai dengan subbab 2.4 berupa rumusan sasaran dan target 

jangka panjang. 

Tabel 2. 3  Resume Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah 
Tema Kebijakan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah 

Tematik 

Pengembangan 

Wilayah  

Pengembangan kawasan industri pengolahan berbasis sumberdaya  alam    

perkebunan,  perikanan, dan pertambangan 

Sentra Produksi Pengembangan komoditas unggulan 

a) Pengembangan komoditas unggulan karet Kabupaten Muaro Jambi dan 
Kabupaten Batanghari; 

b) Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit Kabupaten Muaro Jambi 
dan Kabupaten Batanghari; 

c) Pengembangan komoditas unggulan kopi Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 

VISI BERSAMA 
Cities for all / kota untuk semua  

Equal rights and opportunities / hak dan peluang yang sama bagi semua 

Sustainable cities and human settlements / kota dan permukiman yang berkelanjutan  

  

 

 
PRINSIP DAN KOMITMEN 

Leave no one behind / tidak menelantarkan seorang pun  

Sustainable and inclusive urban economies / ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan  

Environmental sustainability / keberlanjutan lingkungan hidup  
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Tema Kebijakan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah 

d) Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan (optmalisasi produksi 
batubara) Kabupaten Muaro Jambi 

Major Project Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera: Aceh-Lampung Koridor III 

Pekanbaru-Palembang (Pekanbaru-Rengat; Rengat-Jambi; Jambi-Tempino-

Betung; Betung-Palembang-Kayu Agung) 

Proyek Prioritas (1) Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung 
(2) Jembatan akses Pelabuhan Ujung Jabung 

(3) Jalan akses KI Kemingking 
(4) Pengembangan Bandara Sultan Thaha 
(5) Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) KI Kemingking   
(6) Pengembangan komoditas unggulan 

Sistem Perkotaan PKN Jambi; Pengembangan/ peningkatan fungsi 

PKW Kuala Tungkal; Mendorong Pengembangan Kota-Kota sentra produksi 

PKW Muara Sabak; Pengembangan/ peningkatan fungsi 

PKL Sengeti, PKL Tanjung, PKL Sebapo, PKL Pijoan di Kabupaten Muaro 

Jambi 

Sistem Jaringan 

Prasarana 

1) Jalan bebas hambatan Koridor III Pekanbaru-Palembang (Pekanbaru-
Rengat; Rengat-Jambi; Jambi-Tempino-Betung; Betung-Palembang-Kayu 
Agung) 

2) Pelabuhan 
a) Ujung Jabung PP 
b) Kuala Tungkal PR 
c) Talang Duku PP 
d) Muara Sabak PP 

3) Bandara Sultan Thaha 
4) Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Timur Pulau Sumatera Bagian Utara 

Pekanbaru-Rengat-Sengeti-Jambi; 2030 
Sumber: Hasil Analisis 2021 
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Gambar 2. 2 Arahan Kebijakan Pengembangan KI Kemingking 
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BAB 3 PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH 
 

 

3.1. PROFIL KI KEMINGKING 
Profil KI Kemingking secara rinci dapat dipaparkan sebagaimana tabel berikut ini. 

Tabel 3. 1 Profil KI Kemingking 

Pengelola PT Jambi Kemingking Ecopark  

Lokasi dan koordinat Kecamatan Taman Rajo dan Kecamatan Kumpeh Ulu, 
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi  
-1.522405, 103.702918  

Luas 2150 Ha KI + 20 Ha Kerjasama Pelabuhan WSI 

Kesiapan Lahan 100% lahan telah dikuasai 

Fokus Industri Industri Agro dan Hilirisasi Agro ((kelapa sawit, karet, kelapa, 
pinang, kopi, dll)  
Industri Hilirisasi Gas dan Batubara;  
Industri Alat Berat dan perbengkelan. 

Tema pengembangan 
kawasan 

Eco – smart industrial city dengan konsep kota pintar modern 
terpadu berbasis industri yang hijau dan ramah lingkungan,  
Pengembangannya meliputi 4 kunci utama :  

1. Pembangunan yang berkelanjutan,  
2. Energi yang terbarukan,  
3. Konsep smart-city  
4. Implementer dari Industri 4.0.  

Sarana  - Area Industri, 
- Pergudangan Modern, 
- Pelabuhan Internasional, 
- Pusat Riset dan 
Pengembangan,  
- Pusat Rekreasi  

- Pusat Kawasan Berikat, 
- Komersial dan Residensial, 
- Techno Park & Theme Park,  
- Pusat Edukasi, 
- Area Tanki Timbun  

Status KI − Land clearing: 55 ha (46,9%) 

− Pembentukan kaveling industri: 30 ha (36,5%) 

− Jalan primer: 4 km (65%) 

− Jalan sekunder: 7 km (65%) 

− Drainase: 5 km (29%)  

Penyelesaian Perizinan KKPR seluas 117 Ha (2021) 

Potensi Nilai 
Pengembangan 

77 (tujuh puluh tujuh) Triliun 

Tenaga Kerja Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja: 147.500 Orang  

Kesesuaian Penggunaan 
Lahan dengan RTRW 
Kabupaten Muaro Jambi 

Belum sesuai. Saat ini RTRW Provinsi Jambi dan Kabupaten 
Muaro Jambi sedang disesuaikan untuk mengakomodir 
peruntukan industri. 

Tahapan Pengembangan Tahap Persiapan: 2017 – 2021 
Pembangunan Tahap 1: 2022-2024 (300 ha) 
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Pembangunan Tahap 2: 2023-2025 (860 ha) 
Pembangunan Tahap 3: 2026-2029 (910 ha) 

Sumber: Dukungan Infrastruktur KI Kemingking, Jambi Integrated City, PT. Jambi Kemingking Eco 

Park, Jambi, Juni 2021 dan Survey Lapangan 2021 

Gambar 3. 1 Site Plan KI Kemingking 

Sumber: Dukungan Infrastruktur KI Kemingking, Jambi Integrated City, PT. Jambi Kemingking Eco 
Park, Jambi, Juni 2021 

 

3.2. PROFIL FISIK DAN KEBENCANAAN 

1. Kondisi Geografis Wilayah Penyangga 

Wilayah Penyangga KI Kemingking terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kumpeh Ulu, Maro 

Sebo, dan Taman Rajo dengan total luas  1.383,14km2 (138.314 hektar) dengan 

kondisi topografi didominasi oleh dataran rendah. Tiga kecamatan ini merupakan 

bagian dari 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi.  

Tabel 3. 2 Luas Kecamatan Wilayah Penyangga KI Kemingking Tahun 2020 

No Kecamatan 
Jumlah 

Kel/Desa 
Luas Daerah 

(km²) 
Luas Daerah 

(hektar) 

1. Kumpeh Ulu 18 530,21 53.021 

2. Maro Sebo 12 359,92  35.992  
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No Kecamatan 
Jumlah 

Kel/Desa 
Luas Daerah 

(km²) 
Luas Daerah 

(hektar) 

3. Taman Rajo 10 493,01 49.301 

Total Wilayah Penyangga 40 1.383,14 138.314 
Sumber: Kecamatan Maro Sabo Dalam Angka 2021 

2. Kondisi Geografis Wilayah Pengaruh 

Masing-masing luas geografis 5 kabupaten/kota dalam wilayah pengaruh KI 

Kemingking memiliki luas yang hampir mendekati yaitu seluas +/- 5000 km2 (500 

ribu hektar), kecuali Kota Jambi yang luasnya hanya +/- 170,68 km2 (17 ribu 

hektar).  

Gambar 3. 2 Peta Geografis Wilayah Pengaruh 

Tabel 3. 3 Luas Kabupaten/kotaWilayah Pengaruh KI Kemingking 

No Kabupaten/Kota Jumlah Kec. 
Luas Daerah 

(km²) 

Luas Daerah 

(hektar) 

1 Batanghari 8 5.465,21 546.521 

2 Muaro Jambi 11 5.413,85 541.385 

3 
Tanjung Jabung 

Timur 

12 
4.934,64 493.464 

4 
Tanjung Jabung 

Barat 

13 
4.928,41 492.841 

5 Kota Jambi 8 170,68 17.068 

Total Wilayah Pengaruh 52 20.912,81 2.091.281 
Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2021 
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3. Kondisi Topografi Provinsi Jambi 

Provinsi Jambi berada di bagian tengah Pulau Sumatera memiliki topografi wilayah 

yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketinggian 

di atas 1.000 m dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian 

barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan 

Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang juga merupakan bagian dari kawasan 

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Topografi Provinsi Jambi dapat 

dikelompokan menjadi 3, yaitu: 

1. Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. 

KI Kemingking berada pada dataran ini yang didominasi oleh tanah-tanah yang 

penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar 

dan kecil yang melewati wilayah ini.  

2. Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah 

tengah.  

3. Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat.  

Provinsi Jambi juga didominasi oleh kelerengan rendah yaitu 0-8% dengan 

persentase wilayah dengan kondisi ini lebih dari 87%. 

4. Kondisi Geologi Provinsi Jambi 

Geologi susunan batuan di wilayah Provinsi Jambi terdiri dari: endapan permukaan, 

batuan sedimen, batuan malihan, batuan gunung api dan batuan terobosan. Struktur 

geologi di Provinsi Jambi adalah sturuktur regional yang merupakan bagian dari sesar 

utama Sesar Besar Sumatera yang lebih dikenal dengan Patahan Semangko berarah 

barat laut tenggara.  
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Gambar 3. 3 Peta Geologi Wilayah Pengaruh  

5. Kondisi Iklim Provinsi Jambi 

Provinsi Jambi memiliki suhu udara yang panas dan kering atau beriklim tropis. 

Terletak di bagian barat Indonesia, Provinsi Jambi mengalami puncak musim 

penghujan pada bulan April dengan rata-rata curah hujan bulan April 282 milimeter. 

Suhu rata-rata maksimum terjadi pada bulan April dengan suhu yaitu 32 °C, dan suhu 

rata-rata minimum terjadi pada bulan September dengan suhu 22°C. Kelembaban 

rata-rata tertinggi pada bulan Desember sebesar 86,1% dan terendah pada bulan 

November sebesar 75,5%. Sinar matahari rata-rata maksimum berada pada bulan 

Juni sebesar 61,17%, sedangkan rata-rata terendah pada bulan Oktober sebesar 

41,17%, sehingga dari data tersebut didapat bahwa Provinsi Jambi mendapatkan 

musim hujan pada bulan Oktober sampai April dan musim kering pada bulan Mei 

sampai September.  

Berdasarkan kondisi wilayah yang terlihat dari pemaparan di atas, dapat dijelaskan 

bahwa Provinsi Jambi selain memiliki sumber daya alam yang memadai juga 

menyimpan potensi bencana yang tinggi. Dilihat dari kondisi iklim dan topografi, 
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Provinsi Jambi menyimpan beberapa jenis bencana yang berpotensi, diantaranya 

bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, letusan gunungapi dan bencana lainnya. 

Jika tidak dilakukan upaya pengurangan risiko bencana secepatnya, maka akan 

berdampak pada luas daerah dan jumlah penduduk terpapar bencana serta kerugian 

harta benda maupun lingkungan yang rusak. 

6. Kondisi Penggunaan Lahan Wilayah Pengaruh 

Penggunaan lahan di 5 kabupaten/kota wilayah pengaruh KI Kemingking terbagi 

menjadi 15 jenis dengan dominasi penggunaan sebagai perkebunan/ kebun 

(40,81%), hutan rimba (37,35%), semak belukar 11,54%), dan tegalan/ladang 

(7,36%).  

Gambar 3. 4 Peta Tutupan Lahan Wilayah Pengaruh 
 

7. Kondisi Lahan Gambut Wilayah Pengaruh 

Luas lahan gambut di Provinsi Jambi yaitu 716.839 ha (termasuk tanah mineral 

bergambut) merupakan penyebaran ketiga terluas di Pulau Sumatera. Sebarannya 

yang relatif luas berada di wilayah tiga kabupaten, yaitu: Tanjung Jabung Timur 266 

ribu ha (37,2%), Batanghari 258 ribu ha (35,9%), Tanjung Jabung Barat 142 ribu ha 

(19,8%). 
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Gambar 3. 5  Sebaran Lahan Gambut  Wilayah Pengaruh 

Sumber : (http://jambi.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/berita/1226-identifikasi-lahan-gambut-skala-
1-50-000-di-kota-jambi-kabupaten-kerinci-dan-kabupaten-merangin)  

8. Kondisi Daya Dukung Lingkungan/Jasa Ekosistem  

Selain melihat kepada kondisi fisik dasar dan potensi kebencanaan pada wilayah KI 

dan sekitarnya, perlu dilakukan identifikasi daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup di KI dan sekitarnya. Empat jenis jasa ekosistem yang digunakan 

dalam RPIW ini merupakan jenis jasa ekosistem yang memiliki keterkaitan penuh 

dengan isu pengembangan industri pengolahan pada KI Kemingking dan sekitarnya, 

yaitu: 1) JE penyediaan air, 2) JE pemurnian limbah, 3) JE perlindungan bencana 

serta 4) JE tata kelola air dan banjir. Berikut ini adalah kondisi jasa ekosistem yang 

merepresentasikan secara umum kondisi daya dukung lingkungan KI Kemingking 

dan sekitarnya adalah sebagai berikut: 

a) Jasa ekosistem penyediaan air  kategori penyediaan sedang hingga sangat 

rendah.  

b) Jasa ekosistem pemurnian limbah kategori kemampuan sangat rendah hingga 

sedang.  

c) Jasa ekosistem perlindungan bencana kategori rendah hingga sedang  

d) Jasa ekosistem tata kelola air dan banjir kategori sedang hingga sangat tinggi.  
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9. Kondisi Daya tampung Kawasan Permukiman Perkotaan Wilayah Penyangga  

Standar kepadatan penduduk untuk menghitung daya tampung penduduk pada 

wilayah perkotaan menggunakan asumsi kepadatan sedang yaitu: 151-200 

Jiwa/hektar (SNI 03-1733-2004-Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di 

perkotaan). Dalam RPIW KI Kemingking dan kondisi/karakteristik fisik Kabupaten 

Muaro Jambi maka digunakan angka kepadatan 200 Jiwa/hektar.  

Dalam RTRW Kabupaten Muaro Jambi ditetapkan 23 (dua puluh tiga) kawasan 

permukiman perkotaan yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan, 5 (lima) kecamatan 

diantaranya berada di wilayah penyangga KI Kemingking. 

Berikut ini adalah daya tampung penduduk di enam kawasan permukiman perkotaan 

yang berada di tiga kecamatan wilayah penyangga KI Kemingking yang terdampak 

langsung atas penambahan penduduk karena penambahan tenaga kerja. 

Tabel 3. 4 Daya Tampung Kawasan Perkotaan Wilayah Penyangga 

Kabupaten Muaro Jambi 

No. Kawasan Permukiman Perkotaan 
Total Luas 

(Hektar) 

Luas 

Budidaya 

(Hektar) 

Daya 

Tampung 

Penduduk 

(Jiwa) 

1.  

Kawasan 
Permukiman 
Perkotaan Rukam  

Kec. Taman Rajo 6.821 4092,6 818.520 

2.  

Kawasan 
Permukiman 
Perkotaan 
Kemingking Dalam 

Kec. Taman Rajo 4.134 2480,4 496.080 

3.  

Kawasan 
Permukiman 
Perkotaan Jambi 
Kecil  

Kec. Maro Sebo 5.627 3376,2 675.240 

4.  

Kawasan 
Permukiman 
Perkotaan Mudung 
Darat  

Kec. Maro Sebo 1.778 1066,8 213.360 

5.  

Kawasan 
Permukiman 
Perkotaan Arang - 
Arang  

Kec. Kumpeh Ulu 3.101 1860,6 372.120 

6.  

Kawasan 
Permukiman 
Perkotaan Pudak  

Kec. Kumpeh Ulu 1.654 992,4 198.480 

 TOTAL          23.115          13.869      2.773.800  

Sumber: RTRW Kabupaten Muaro Jambi 

 

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa daya tampung penduduk pada 

wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu, Kecamatan Taman Rajo dan Kecamatan Maro 

Sebo memiliki daya tampung yang besar yaitu 2.773.800 jiwa. 
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10. Kawasan Rawan Bencana Banjir Wilayah Pengaruh  

Banjir merupakan salah satu bencana disebabkan oleh faktor hidrometeorologi yang 

paling sering terjadi di Provinsi Jambi. Salah satu penyebab terjadinya bencana 

tersebut adalah akibat rusaknya daerah hulu sungai salah satunya adalah S. 

Batanghari akibat ulah manusia seperti perambahan hutan secara liar serta pendirian 

bangunan yang tidak mengikuti kaidah tata ruang yang ada, sehingga mengurangi 

daerah resapan air (catchment area). Selain itu, aspek cuaca turut berpengaruh 

terhadap potensi bencana tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir di sebagian 

wilayah Provinsi Jambi telah terjadi banjir dengan skala yang bervariatif, dari ringan, 

sedang sampai dengan berat. Disamping banjir rutin, di Kabupaten Batanghari 

pernah terjadi banjir bandang dengan wilayah terdampak hingga 8.693 hektar. 

Gambar 3. 6 Peta Rawan Bencana banjir Wilayah Pengaruh 

Tabel 3. 5 Potensi Luas Bahaya Banjir Wilayah Pengaruh KI Kemingking 

No Kabupaten/Kota Bahaya 

Luas (Ha) Kelas 

1 Batanghari 372.328 Tinggi 

2 Muaro Jambi 498.419 Tinggi 

3 Tanjung Jabung Timur 404.756 Tinggi 

4 Tanjung Jabung Barat 379.261 Tinggi 
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No Kabupaten/Kota Bahaya 

Luas (Ha) Kelas 

5 Kota Jambi 16.542 Tinggi 

Wilayah Pengaruh 1.671.306 Tinggi 

 

11. Zona Rawan Gerakan Tanah Wilayah Pengaruh KI Kemingking 

Zona Gerakan tanah di wilayah pengaruh KI Kemingking dibagi menjadi 3 klasifikasi 

yaitu: 

a. Zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah; 

b. Zona kerentanan gerakan tanah rendah; dan  

c. Zona kerentanan gerakan tanah  menengah. 

Wilayah pengaruh di dominasi oleh  zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah, 

sedangkan lokasi KI Kemingking berada pada zona kerentanan gerakan tanah 

rendah. 

Gambar 3. 7 Peta Rawan Rawan Gerakan Tanah Wilayah Pengaruh 
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3.3. PROFIL DEMOGRAFI  

1. Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Wilayah Penyangga  

Penduduk Kecamatan Kumpeh Ulu tahun 2020 tercatat sebanyak 58.645 jiwa. 

Apabila dilihat dari segi kepadatan penduduk, pada tahun 2020 kepadatan penduduk 

brutto rata-rata kecamatan ini adalah 224 jiwa per km2 dengan kepadatan tertinggi di 

Desa Karang Pudak yaitu sebesar 1.625 jiwa per km2. Kepadatan penduduk netto 

rata-rata kecamatan ini adalah 373 jiwa per km2 dengan kepadatan tertinggi di Desa 

Karang Pudak yaitu sebesar 2.708 jiwa per km2. Gap antara kepadatan bruto dan 

netto berkisar 67%.  

Penduduk Kecamatan Maro Sebo tahun 2020 tercatat sebanyak 21.368 jiwa. 

Kepadatan penduduk rata-rata bruto pada tahun 2020 di Kecamatan Maro Sebo 

adalah 78 jiwa per km2. Kepadatan Penduduk tertinggi ada di Desa Muaro Jambi yaitu 

sebesar 161 jiwa per km2. Kepadatan penduduk netto rata-rata kecamatan ini adalah 

130 jiwa per km2 dengan kepadatan tertinggi di Desa Muaro Jambi yaitu sebesar 269 

jiwa per km2. Gap antara kepadatan bruto dan netto berkisar 67%.  

Penduduk Kecamatan Taman Rajo tahun 2020 tercatat sebanyak 13.164 jiwa. 

Kepadatan penduduk bruto rata-rata pada tahun 2020 di Kecamatan ini adalah 33 

jiwa per km2. Kepadatan Penduduk tertinggi ada di Desa Talang Duku yaitu sebesar 

132 jiwa per km2. Kepadatan penduduk netto rata-rata kecamatan ini adalah 56 jiwa 

per km2 dengan kepadatan tertinggi di Desa Talang Duku yaitu sebesar 220 jiwa per 

km2. Gap antara kepadatan bruto dan netto berkisar 67%.  

Tabel 3. 6 Kondisi Kependudukan Wilayah Penyangga Tahun 2020 

NO KECAMATAN 

LUAS WILAYAH 

(km²) 

JUMLAH 

PENDUDUK 

(JIWA) 

KEPADATAN PENDUDUK 

PER KM² 

TOTAL BUDIDAYA BRUTO NETTO 

1 Kumpeh Ulu 530,21 318,13 58.645 224 373 

2 Maro Sebo 359,92 215,95 21.368 78 130 

3 Taman Rajo 493,01 295,806 13.164 33 56 

 
Total Wilayah 

Penyangga 
1.383,14 829,886 93.177 112 186 

 Catatan: 

Dalam RTRW Kabupaten Muaro Jambi direncanakan luas Kawasan 

lindung +/- 44% dari total luas wilayahnya. Pada perhitungan kepadatan 

netto luas wilayah budidaya diperhitungkan sebesar 60% dari luas total 

wilayah 

 Kepadatan Bruto = Jumlah Penduduk dibagi luas wilayah total 

 Kepadatan Netto = Jumlah Penduduk dibagi luas wilayah budidaya 

Sumber: Kecamatan Kumpeh Ulu Dalam Angka 2021, Kecamatan Maro Sabo Dalam Angka 2021, 
Kecamatan Taman Rajo Dalam Angka 2021 
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Gambar 3. 8 Peta Jumlah Penduduk Tahun 2020 Wilayah Pengaruh 

 

2. Jumlah Dan Kepadatan Pendudukan Wilayah Pengaruh  

Jumlah penduduk di wilayah pengaruh KI Kemingking tahun 2020 sebanyak 

1.857.228 jiwa. Selama kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan per tahun sebesar 

1,38 persen. Tingkat kepadatan rata-rata bruto sebesar 7,58 jiwa/hektar atau 758 

jiwa/km2 sedangkan kepadatan rata-rata netto sebesar 12,64 jiwa/hektar atau 1.264 

jiwa/km2. Pada kondisi saat ini Gap antara kepadatan brutto dan netto cukup tinggi 

(sekitar 67%). Hal ini perlu diantisipasi pada masa mendatang mengingat luas 

wilayah budidaya tidak akan bertambah namun jumlah penduduk akan terus 

meningkat terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Jambi. 

Tabel 3. 7 Kondisi Kependudukan Wilayah Pengaruh KI Kemingking Tahun 2020 

NO 
DESA / 

VILLAGE 

LUAS WILAYAH 

(hektar) 

JUMLAH 

PENDUDUK 

(Jiwa) 

KEPADATAN 

PENDUDUK 

(Jiwa/hektar) 

TOTAL BUDIDAYA BRUTTO NETTO 

1 Batanghari 546.521 327.913 301.700 0,55 0,92 

2 Muaro Jambi 541.385 324.831 402.017 0,74 1,24 

3 
Tanjung 

Jabung Timur 
493.464 296.078 229.813 0,47 0,78 
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4 
Tanjung 

Jabung Barat 
492.841 295.705 317.498 0,64 1,07 

5 Kota Jambi 17.068 10.241 606.200 35,52 59,19 

Wilayah Pengaruh 2.091.280 1.254.768 1.857.228 7,58 12,64 
Catatan: Dalam RTRW Kabupaten Muaro Jambi direncanakan luas Kawasan lindung 

+/- 44% dari total luas wilayahnya. Pada perhitungan kepadatan netto luas 

wilayah budidaya diperhitungkan sebesar 60% dari luas total wilayah 

Kepadatan Bruto = Jumlah Penduduk dibagi luas wilayah total 

Kepadatan Netto = Jumlah Penduduk dibagi luas wilayah budidaya 

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka 2021 diolah Konsultan 2021 

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Pengaruh  

IPM wilayah pengaruh tahun 2020 sebesar 71,29 berada dibawah rata-rata IPM 

Nasional yaitu 71,9. Secara umum untuk IPM pada wilayah KI dan sekitarnya 

mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakat di setiap tahunnya. IPM di 

Kabupaten Muaro Jambi sebesar 69,18 pada tahun 2020 masih dibawah rata-rata 

IPM Nasional dan IPM Jambi. Secara umum untuk IPM di wilayah pengaruh KI 

Kemingking mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakat di setiap tahunnya. 

Gambaran rinci perkembangan IPM di Provinsi Jambi dapat diikuti pada tabel berikut. 

Tabel 3. 8 Perkembangan IPM Wilayah Pengaruh Tahun 2010 – 2020 

Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Batanghari 65.67 66.32 66.97 67.24 67.68 68.05 68.70 68.92 69.33 69.67 69.84 

Muaro Jambi 62.84 63.39 64.17 65.14 65.71 66.66 67.55 67.86 68.34 69.01 69.18 

Tanjung Jabung 

Timur 
57.21 57.77 58.63 59.41 59.88 61.12 61.88 62.61 63.32 63.92 64.43 

Tanjung Jabung 

Barat 
61.49 61.98 62.86 63.54 64.04 65.03 65.91 66.15 67.13 67.54 67.54 

Kota Jambi 72.23 72.96 73.78 74.21 74.86 75.58 76.14 76.74 77.41 78.26 78.37 

Provinsi Jambi 65.39 66.14 66.94 67.76 68.24 68.69 69.62 69.99 70.65 71.26 71.29 

Nasional 66,50 67,10 67,70 68,30 68,9 69,6 70,2 70,8 71,4 71,9 71,9 

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021 
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Gambar 3. 9 Perkembangan IPM Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2020 

 

4. Gini Rasio Wilayah Pengaruh  

Indeks gini dijelaskan sebagai suatu ukuran kesenjangan pembangunan yang dapat 

merepresentasikan kesenjangan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data BPS 

Provinsi Jambi, gini rasio pada kabupaten/kota di wilayah pengaruh KI Kemingking 

pada tahun 2019, secara umum berada diatas indeks gini ratio nasional. Namun 

demikian, gini rasio pada wilayah KI dan sekitarnya memiliki nilai yang fluktuaktif 

dengan tingkat kesenjangan paling tinggi pada tahun 2019 terdapat di Kota Jambi 

0,33 

Tabel 3. 9 Gini Ratio Wilayah Pengaruh KI Kemingking Tahun 2011 – 2019 

Kabupaten/Kota 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Batang Hari 0,32 0,30 0,29 0,29 0,26 0,30 0,25 0,30 0,31 

Muaro Jambi 0,26 0,30 0,28 0,24 0,34 0,34 0,32 0,31 0,27 

Tanjab Timur 0,30 0,28 0,28 0,36 0,29 0,26 0,28 0,29 0,29 

Tanjab Barat 0,34 0,32 0,31 0,33 0,36 0,33 0,29 0,36 0,29 

Kota Jambi 0,36 0,36 0,34 0,33 0,39 0,38 0,39 0,33 0,33 

Wilayah 

Pengaruh 
0,34 0,35 0,35 0,33 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 

Nasional 0,41 0,41 0,413 0,406 0,408 0,397 0,393 0,389 0,38 

Sumber: https://jambi.bps.go.id/, 2021 
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Gambar 3. 10 Gini Ratio Wilayah Pengaruh KI Kemingking Tahun 2011 – 2019 

5. Angkatan Kerja Wilayah Pengaruh  

Keadaan angkatan kerja dalam kaitannya pengembangan wilayah KI dan sekitarnya 

penting untuk diketahui kondisinya, hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

merencanakan kebutuhan angkatan kerja dalam pengembangan KI dan sekitarnya 

dengan segala aktivitas baik di KI dan sekitarnya maupun di pusat-pusat produksi 

komoditas. 

Tabel 3. 10  Kondisi Angkatan Kerja Wilayah Pengaruh KI Kemingking Tahun 2020 

Kabupaten/Kota Bekerja 

Pengangguran Terbuka 
Jumlah 

Angkatan Kerja Pernah 
Bekerja 

Tidak 
Pernah 
Bekerja 

Jumlah 

Batang Hari 128.274 3.010 2.925 5.935 134.209 

Muaro Jambi 194.705 4.134 7.050 11.184 205.889 

Tanjab Timur 119.896 403 1.307 1.710 121.606 

Tanjab Barat 179.842 1.702 2.276 3.978 183.820 

Kota Jambi 265.205 20.595 10.473 31.068 296.273 

Wilayah Pengaruh 887.922 29.844 24.031 53.875 941.797 
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Provinsi Jambi 2020 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jumlah angkatan kerja pada wilayah 

pengaruh KI Kemingking terbesar pada Kota Jambi sebesar 296.273 jiwa, da 

Kabupaten Muaro Jambi sebesar 205.889 jiwa. Jumlah angkatan kerja terkecil 

terdapat pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumah 121.606 jiwa. 

Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2020 di wilayah KI dan sekitarnya merupakan 

kabupaten/kota dengan jumlah angkatan kerja 194.705 namun dengan jumlah 
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pengangguran terbuka sejumlah 11.184. Sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur merupakan kabupaten/kota yang memiliki jumlah angkatan kerja terendah, 

dengan Kota Jambi  yang memiliki nilai tertinggi untuk presentase bekerja. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang tinggi tidak selalu 

berbanding lurus dengan presentase bekerja yang tinggi dan presentase 

pengangguran terbuka yang rendah, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

didalamnya. 

Kabupaten Muaro Jambi sebagai kawasan perkotaan yang tentu didukung dengan 

ketesediaan prasarana pendidikan yang memadai ditujukan dengan jumlah angkatan 

kerja tingkat pendidikan terakhir diploma sederajat yang relatif tinggi yaitu 18.396 

dibandingkan dengan kabupaten lainnya. 

Gambar 3. 11 Peta Angkatan Kerja Tahun 2020 Wilayah Pengaruh 

6. Kondisi Kemiskinan Tingkat Kabupaten/Kota 

Kemiskinan berkaitan dengan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu 

mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi sebagai kebutuhan minimal dari standar 

hidup tertentu. Kemiskinan terjadi karena kurangnya pendapatan dan aset untuk 

memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat 

kesehatan, dan tingkat pendidikan yang dapat diterima. Berdasarkan perkembangan 
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tingkat kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010 sampai 

dengan 2020, bahwa yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi di provinsi ini 

yaitu wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan rata-rata sebesar 12%, 

kemudian urutan kedua Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rata-rata sebesar 

11%, dan yang paling rendah tingkat kemiskinannya yaitu Kota Sungai Penuh rata-

rata sebesar 3%. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jambi agar 

wilayah Kabupaten/Kota yang menyumbang tingkat kemiskinan relative tinggi untuk 

didorong tingkat pertumbuhan sektoral dan kinerja sektor-sektor yang menjadi sektor 

basis dalam wilayah tersebut agar dapat mendorong pertumbuhan, pendapatan, dan 

kesejateraan masyarakat wilayah, sehingga pada gilirannya dapat mengurangi 

tingkat kemiskinan. 

Tabel 3. 11 Perkembangan Tingkat Kemisikan Menurut Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jambi, 2010-2020 (dalam persen) 

Sumber: Diolah BPS (2021) 

 

3.4. PROFIL EKONOMI WILAYAH PENGARUH 

1. Kontribusi Sektoral dalam Pembentukan PDRB 

Mengacu pada data PDRB kabupaten/kota pada KI dan sekitarnya terlihat dalam 

enam tahun terakhir peranan sektor pertanian masih belum tergantikan oleh sektor 

ekonomi lain dalam pembentukan struktur perekonomian wilayah. Kabupaten 

Sarolangun, Muaro Jambi, dan Batanghari adalah daerah otonom dengan karakter 

utama wilayah pertanian. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan 

perekonomian wilayah pada ketiga kabupaten tersebut dalam enam tahun terakhir 

masih diatas 30%. Sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung 

Jabung Barat memiliki karakter perekonomian yang bertumpu pada sektor 

pertambangan. Keberadaan tambang migas di kabupaten tersebut menjadikan sektor 

Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend-line

Tanjung Jabung Timur 12.40 11.60 12.50 13.42 13.55 14.17 12.76 12.58 12.38 11.54 10.95

Tanjung Jabung Barat 11.08 10.43 10.92 11.61 11.64 12.63 11.81 11.32 11.10 10.56 10.29

Indonesia 13.33 12.49 11.96 11.37 11.25 11.22 10.86 10.64 9.82 9.41 9.78

Batanghari 10.19 9.56 10.13 10.42 10.50 10.69 10.79 10.33 10.23 9.75 9.65

Merangin 8.07 7.68 8.09 9.31 9.37 9.80 9.95 9.43 8.88 8.48 8.63

Sarolangun 9.66 9.10 9.46 10.51 10.17 10.29 9.33 8.87 8.73 8.45 8.42

Kota Jambi 9.90 9.27 9.80 8.91 8.94 9.67 8.87 8.84 8.49 8.12 8.27

Provinsi Jambi 8.40 7.90 8.28 8.41 8.39 8.86 8.41 8.19 7.92 7.60 7.58

Kerinci 7.83 7.36 7.71 7.35 7.43 8.16 7.48 7.45 7.07 7.13 7.30

Tebo 6.42 6.05 6.35 6.86 6.89 7.12 6.87 6.79 6.58 6.47 6.26

Bungo 5.70 5.35 5.55 5.25 5.12 5.70 5.99 5.82 5.78 5.60 5.80

Muaro Jambi 5.29 4.98 5.08 4.58 4.45 4.63 4.30 4.37 4.05 3.83 3.83

Kota Sungai Penuh 3.64 3.42 3.66 3.30 3.33 3.43 3.13 2.78 2.76 2.81 3.03
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pertambangan menjadi sektor ekonomi utama dalam menopang perekonomian 

wilayah. 

Peranan sektor tersier berupa kegiatan perdagangan dan jasa untuk saat ini hanya 

berkembang pada wilayah Kota Jambi yang notabene merupakan pusat perkotaan 

utama di Provinsi Jambi. Kontribusi sektor perdagangan dan jasa mencapai 75% dari 

total perekonomian wilayahnya dan nilai ini adalah terbesar jika dibandingkan dengan 

sektor yang sama pada wilayah kajian. Gambaran lebih rinci struktur perekonomian 

pada wilayah kajian selengkapnya dapat diikuti pada tabel berikut. 

Tabel 3. 12 Kontribusi Sektoral dalam Pembentukan PDRB Wilayah Pengaruh 
KI Kemingking (ADHK 2010, Milyar) 

LAPANGAN USAHA 
BATANG 

HARI 
MUARO 
JAMBI 

TANJUNG 
JABUNG 
TIMUR 

TANJUNG 
JABUNG 
BARAT 

KOTA 
JAMBI 

A Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

4.545,54 6.738,67 2.756,09 6.760,69 190,88 

B Pertambangan dan Penggalian 1.858,42 2.055,44 10.367,37 13.146,14 425,97 

C Industri Pengolahan 1.340,23 2.645,82 1.220,21 5.479,71 2.272,93 

D Pengadaan Listrik dan Gas 6,02 5,70 2,20 4,10 35,61 

E Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

9,65 14,97 10,41 16,02 46,50 

F Konstruksi 793,23 917,74 801,53 1.401,79 1.943,29 

G Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

929,01 854,24 1.017,23 988,58 5.505,78 

H Transportasi dan Pergudangan 177,64 566,75 187,03 234,89 2.530,30 

I Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

47,66 105,93 58,77 130,59 476,26 

J Informasi dan Komunikasi 349,86 409,38 239,44 527,66 1.037,68 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 193,32 267,80 124,38 304,68 1.104,82 

L Real Estat 139,50 204,84 98,87 197,08 510,07 

M,N Jasa Perusahaan 8,61 194,90 188,59 330,56 558,90 

O Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

466,56 503,07 298,33 446,45 1.402,20 

P Jasa Pendidikan 556,12 304,81 496,62 520,03 924,88 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

167,07 168,89 81,59 142,06 534,36 

R,S,T,U Jasa lainnya 130,76 226,25 49,47 163,14 155,35 
Sumber: data BPS diolah Konsultan (2021) 

2. Distribusi PDRB Kabupaten Kota Terhadap Provinsi Jambi 

Distribusi PDRB menunjukkan peranan masing-masing wilayah kabupaten/kota 

dalam perekonomian Provinsi Jambi. Semakin besar distribusi PDRB wilayah 

kabupaten/kota maka semakin besar peranan kabupaten/kota tersebut dalam 

perekonomian Provinsi Jambi. Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 

persentase distribusi PDRB paling besar diantara kabupaten/kota lainnya. Hal ini 

menjelaskan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai wilayah yang memiliki 
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peranan paling besar di Provinsi Jambi. Kemudian yang paling rendah persentase 

PDRB-nya ialah Kota Sungai Penuh, yang mana wilayah tersebut memiliki peranan 

paling minim dalam perekonomian Provinsi Jambi. Untuk lebih lengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3. 13 Distribusi PDRB Provinsi Jambi Menurut Wilayah, 2010-2020 
(dalam persen) 

Sumber: data BPS diolah Konsultan (2021) 

 

3. Sumber Pertumbuhan Ekonomi 

Rata-rata sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2011 sampai dengan 

2020 sebesar 5.12%, dengan kontribusi kabupaten/kotayang paling tinggi yaitu 

Kabupaten Tanjung Jabung barat rata-rata sebesar 0.97%, yang kedua yaitu Kota 

Jambi rata-rata sebesar 0.70%, selanjutnya yaitu Kabupaten Muaro Jambi rata-rata 

sebesar 0.60%, dan yang paling rendah yaitu Kota Sungai Penuh rata-rata sebesar 

0.17%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 

kontribusi paling tinggi sumber pertumbuhan Provinsi Jambi, sehingga dapat menjadi 

wilayah prioritas untuk peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Jambi. Tren perkembangan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 

2011-2020 terus mengalami penurunan, dan pada tahun 2020 menyentuh angka 

negatif sebesar -0.46%. Tren yang menurun tersebut perlu menjadi perhatian 

pemerintah Provinsi Jambi dalam peningkatan kinerja sektor-sektor penyumbang 

kontribusi tinggi pada sumber pertumbuhan, sehingga dapat memperbaiki 

pertumbuhan dan peningkatan pendapatan perekonomian wilayah. Untuk lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

 

 

Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend-line

Tanjung Jabung Barat 21.32 21.23 20.92 20.71 20.58 20.44 20.12 20.07 20.39 20.44 20.50

Kota Jambi 12.22 12.18 12.32 12.51 12.64 12.73 12.98 12.97 13.00 13.07 12.70

Tanjung Jabung Timur 14.05 13.96 13.47 13.19 13.03 12.71 12.46 12.26 12.01 11.95 11.59

Muaro Jambi 10.32 10.35 10.42 10.45 10.54 10.63 10.70 10.72 10.72 10.74 10.87

Bungo 7.75 7.87 8.10 8.27 8.24 8.30 8.35 8.42 8.39 8.35 8.39

Batanghari 7.55 7.65 7.78 7.76 7.79 7.79 7.78 7.78 7.76 7.78 7.83

Sarolangun 7.17 7.21 7.35 7.40 7.27 7.22 7.18 7.18 7.16 7.15 7.20

Tebo 6.32 6.38 6.45 6.50 6.61 6.67 6.71 6.76 6.76 6.76 6.82

Merangin 6.43 6.38 6.37 6.35 6.36 6.42 6.51 6.55 6.54 6.51 6.62

Kerinci 4.02 3.95 3.98 3.96 4.03 4.11 4.19 4.23 4.23 4.21 4.40

Kota Sungai Penuh 2.86 2.83 2.84 2.89 2.90 2.98 3.03 3.06 3.06 3.06 3.09

∑ (PDRB Prov. Jambi) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Tabel 3. 14  Analisis Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Menurut 
Wilayah, 2011-2020 (dalam persen) 

Sumber: data BPS diolah Konsultan (2021) 

Sektor primer merupakan sektor yang berkontibusi paling tinggi  dalam struktur 

perekonomian Provinsi Jambi tahun 2010-2020. Adapun komposisi rata-rata struktur 

ekonomi Provinsi Jambi antara lain paling tinggi sektor primer sebesar 51%, yang 

kedua ialah sektor tersier rata-rata sebesar 31%, dan paling rendah sektor sekunder 

rata-rata sebesar 18%. Sektor primer yang berbasis sumber daya alam yakni berasal 

dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan. Kemudian 

sektor sekunder yang sebagian besar disumbang oleh sektor industri pengolahan, 

serta sektor tersier yang berbasis sektor jasa. Hal ini menjelaskan bahwa sektor 

primer yang merupakan sektor berbasis sumber daya alam menjadi sektor yang 

dominan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Provinsi Jambi. 

4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2010-2020 memiliki 

kecenderungan yang terus menurun, dan pada tahun 2020 LPE Provinsi Jambi 

mencapai angka negatif sebesar -0.5%. hal ini perlu menjadi perhatian, terutama 

pada sektor yang memiliki kontribusi paling besar pada struktur ekonomi karena 

sangat berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Wilayah 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend-line Rata-Rata

Tanjung Jabung Barat 1.63 1.05 1.20 1.32 0.75 0.64 0.90 1.36 1.03 -0.13 0.97

Kota Jambi 0.95 0.94 1.04 1.02 0.64 0.87 0.61 0.68 0.70 -0.49 0.70

Muaro Jambi 0.87 0.75 0.74 0.84 0.55 0.58 0.53 0.54 0.53 0.03 0.60

Bungo 0.75 0.76 0.73 0.56 0.42 0.45 0.47 0.39 0.36 -0.03 0.49

Batanghari 0.72 0.64 0.50 0.58 0.33 0.36 0.37 0.38 0.38 -0.02 0.43

Tanjung Jabung Timur 1.03 0.39 0.61 0.76 0.23 0.34 0.38 0.36 0.51 -0.47 0.42

Tebo 0.57 0.49 0.49 0.57 0.35 0.36 0.37 0.34 0.32 0.00 0.39

Sarolangun 0.63 0.61 0.56 0.38 0.26 0.31 0.34 0.35 0.33 -0.02 0.37

Merangin 0.47 0.41 0.41 0.45 0.34 0.40 0.35 0.32 0.28 0.05 0.35

Kerinci 0.25 0.30 0.24 0.36 0.26 0.28 0.25 0.21 0.18 0.16 0.25

Kota Sungai Penuh 0.20 0.20 0.24 0.22 0.20 0.19 0.18 0.15 0.15 0.00 0.17

∑ (LPE Prov. Jambi) 7.86 7.03 6.84 7.36 4.21 4.37 4.60 4.69 4.37 -0.46 5.12



RINGKASAN EKSEKUTIF RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (RPIW)  
KAWASAN INDUSTRI KEMINGKING, PROVINSI JAMBI 

41 
 

 

Gambar 3. 12 Perkembangan Struktur Ekonomi dan Laju Pertumbuhan 

Ekonomi (LPE) Provinsi Jambi Tahun 2010-2020 

Sumber: data BPS diolah Konsultan (2021) 

5. Perkembangan Investasi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi 

Dalam pembangunan ekonomi suatu daerah untuk melaksanakan semua unit usaha 

dalam bidang sektor ekonomi maka di perlukannya pemasukan modal atau investasi 

kedalam daerah tersebut. Dari kegiatan pemasukan modal atau investasi maka 

memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi 

dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf 

kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari 

kegiatan investasi, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran 

agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat 

pendapatan nasional serta kesempatan kerja adapula pertambahan barang modal 

sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan yang terakhir 

investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. 

Perkembangan penanaman modal asing di Provinsi Jambi telah mengalami 

penurunan sampai dengan tahun terakhir ini. Pada 2010 jumlah investasi asing di 

Provinsi Jambi adalah sebesar US$ 37,2 juta, sedangkan pada 2020 jumlah investasi 

asing di Provinsi Jambi adalah sebesar US$ 26,7 juta. Investor asing di Provinsi 

Jambi didominasi pada sektor Pertanian dan Perkebunan yang berjumlah US$ 229,8 

juta selama 11 tahun terakhir ini. Kemudian peringkat ke-dua adalah Sektor Industri 

Makanan yang berjumlah US$ 105,1 juta, disusul oleh Sektor Perdagangan sebesar 
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US$ 64,9 juta. Berdasarkan data ini maka dapat dilihat bahwa minat investor asing 

dominan pada Sektor Primer.  Data mengenai tingat investasi dapat dibagi menjadi 

dua bagian yaitu, realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan 

realisasi investasi penanaman modal asing (PMA). 

Tabel 3. 15 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)  Menurut Lapangan 

Usaha Provinsi Jambi Tahun 2010-2020 (dalam ribu US$) 

Sumber: data BKPM-RI  (2021) 

Berbeda dengan perkembangan penanaman modal asing, perkembangan jumlah 

penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang 

signifikan dari Rp 223,2 milyar pada 2010 meningkat menjadi Rp 3,5 triliun. Jika dilihat 

dari strukturnya, maka berbeda pula dengan investasi asing, investor dalam negeri 

justru lebih berminat pada Sektor Sekunder di mana lapangan usaha industri 

makanan, industri kayu, industri kertas memiliki jumlah penanaman modal yang 

cukup besar selama 11 tahun terakhir ini, yaitu berjumlah antara Rp 3,2 triliun sampai 

dengan Rp 4,4 triliun. Sedangkan Sektor Primer secara sub sektor memang paling 

tinggi nilai investasinya selama ini, yaitu sebesar Rp 6,3 triliun namun masih jauh 

lebih rendah jika dibandingkan penjumlahan investasi pada lapangan usaha di Sektor 

Sekunder. 

Dalam realisasi PMDN ada 3 (tiga) sektor unggulan yang realisasi PMDN berjumlah 

besar, diantaranya sektor ekonomi pertama pertanian dan pertambangan, yang 

kedua perindustrian, dan yang ketiga listrik, gas, dan air. Sedangkan dalam realisasi 

PMDN yang paling terendah pada tiga sektor ekonomi jasa lainnya, kedua pada 

sektor konstruksi, ketiga pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi.  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah

Pertanian Tanaman Pangan; Perkebunan; dsb 0.0 756.0 127,938.7 5,875.3 786.6 40,043.4 6,975.6 21,190.5 15,997.3 4,579.6 5,679.2 229,822.2

Kehutanan Pemanenan kayu; hasil hutan selain kayu 0.0 0.0 0.0 0.0 2,438.0 0.0 2,153.9 1,951.6 23,156.6 2,989.1 2,270.6 34,959.8

Pertambangan batu bara; lignit 208.9 1,788.7 1,216.3 2,369.3 8,422.3 20,043.5 1,614.2 22,296.2 4,714.2 722.8 25.8 63,422.2

Aktivitas jasa penunjang pertambangan 35,500.0 1,700.0 500.0 5,081.8 2,306.5 8,094.9 3,238.4 10.0 8.3 1.0 0.0 56,440.9

Minyak bumi; gas alam; panas bumi 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1,455.9 0.0 665.8 2,422.5

Industri makanan 0.0 0.0 341.8 3,352.3 7,810.7 6,493.2 29,610.4 13,749.5 18,035.7 16,171.6 9,553.3 105,118.5

Industri kayu; barang dari kayu; dsb 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,100.0

Industri bahan kimia; barang bahan kimia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,494.7 100.0 0.0 0.0 0.0 13,594.7

Industri karet; barang karet-plastik 0.0 7,886.9 11,790.3 2,392.5 5,023.8 11.8 44.6 9,449.7 50.5 150.3 4,195.1 40,995.5

Industri logam dasar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30.0

Industri barang logam; bukan mesin; dsb 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 17.8 84.8 158.7 15.3 34.7 3.7 315.7

Industri peralatan listrik 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 595.4 0.0 657.4

Pengelolaan air limbah 0.0 0.0 7.2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2

Listrik; Gas; Air Pengadaan listrik; gas; dsb 0.0 888.9 0.0 0.0 23,449.5 15.0 1,012.0 4,653.1 8,052.2 27.4 0.4 38,098.5

Perdagangan eceran; bukan mobil-motor 0.0 0.0 155.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.2

Perdagangan besar; bukan mobil-motor 1,498.4 4,618.7 4,072.3 14,304.1 296.3 32,868.3 453.1 1,355.8 314.4 637.3 4,540.6 64,959.3

Hotel; Restoran Penyediaan makanan-minuman 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 376.5 9.3 24.6 244.7 8.7 663.8

Angkutan perairan 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0

Pergudangan; aktivitas angkutan 0.0 0.0 0.0 914.3 709.4 0.0 0.0 80.2 4,042.4 70.2 0.0 5,816.5

Telekomunikasi 0.0 0.0 0.0 0.0 203.3 0.0 0.0 1,744.1 24,818.9 24,331.3 0.0 51,097.6

Perum; KI; dsb Real estat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143.8 1,856.9 55.0 1,124.0 360.0 10.0 3,549.7
Aktivitas produksi  video; program tv; dsb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,636.9 0.0 3,636.9

Aktivitas kesehatan manusia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 14.2 14.7

Aktivitas keinsinyuran; analisis/uji teknis 0.0 833.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 833.3

Aktivitas agen perjalanan; dsb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 0.0 17.6

37,207.3 19,472.5 156,321.8 34,293.3 51,446.4 107,731.7 61,015.1 76,834.5 101,872.3 54,570.4 26,967.4

Perdagangan; 

Reparasi

Jasa Lainnya

Pertambangan

Jumlah Provinsi Jambi

Lapangan Usaha

Transportasi; 

Gudang; 

Telekomunikasi

Industri 

Pengolahan
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Tabel 3. 16 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  Menurut 

Lapangan Usaha Provinsi Jambi, 2010-2020 (dalam juta Rp) 

Sumber: Diolah dari data BKPM  (2021) 

6. Perkembangan Pendapatan per Kapita Kabupaten/Kota 

Pendapatan perkapita sebagai pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau 

wilayah pada suatu periode  tertentu. Pendapatan perkapita ini sering digunakan 

sebagai ukuran kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara maupun 

daerah. Berdasarkan perkembangan tingkat pendapatan perkapita wilayah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010 sampai dengan 2020 bahwa 

kabupaten/kota dengan tingkat pendapatan perkapita paling tinggi di provinsi ini yaitu 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tahun 2020 mencapai 109.51 Juta Rupiah. 

Kemudian diurutan kedua dengan tingkat pendapatan perkapita tinggi di Provinsi 

Jambi ini yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tahun 2020 mencapai 87.99 

Juta Rupiah. Dan wilayah kabupaten/kota dengan tingkat pendapatan perkapita 

paling rendah di provinsi ini yaitu Kabupaten Merangin, pada tahun 2020 sebesar 

39.80 Juta Rupiah. Kemudian tren perkembangan tingkat pendapatan perkapita 

disetiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi ini mengalami kenaikan disetiap tahunnya. 

Hal ini menjelaskan bahwa pendapatan perkapita dibeberapa wilayah kabupaten/kota 

sudah dalam keadaan relatif baik, namun bersamaan tingkat pendapatan perkapita 

yang baik, terdapat tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Hal ini perlu menjadi 

perhatian Pemerintah Provinsi Jambi, agar indikator kesejahteraan wilayah tersebut 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah

Pertanian Tanaman Pangan; Perkebunan; dsb 41,427.0 69,599.5 86,483.6 256,079.7 553,549.2 262,433.8 461,795.2 998,007.8 976,299.6 1,659,227.1 969,989.4 6,334,891.9

Kehutanan Pemanenan kayu; hasil hutan selain kayu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 204,383.3 0.0 0.0 0.0 14,120.5 304,069.2 522,573.0

Pertambangan batu bara dan lignit 0.0 0.0 0.0 0.0 3,083.9 43,407.3 5,360.4 0.0 0.0 218,242.1 67,399.7 337,493.4

Aktivitas jasa penunjang pertambangan 0.0 242.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.5 381.0

Minyak bumi; gas alam; panas bumi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,480,843.7 0.0 1,480,843.7

Industri makanan 102,778.6 15,140.5 219,872.2 19,963.7 145,410.0 116,090.9 842,491.5 896,747.5 1,284,699.1 541,264.9 276,461.5 4,460,920.4

Industri minuman 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,373.8 2,204.3 112.7 462.7 21,153.5

Industri pakaian jadi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 3.6

Industri kayu, barang dari kayu; dsb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 926,199.3 2,124,741.1 112,891.1 47,630.4 41,143.0 11,119.5 3,263,724.4

Industri kertas dan barang dari kertas 0.0 1,891,066.1 637,247.3 1,440,320.8 0.0 1,210,610.8 437,035.8 18,520.3 0.0 0.0 5,021.4 5,639,822.5

Industri produk batu bara; minyak bumi 0.0 0.0 0.0 55,136.2 0.0 0.0 5,065.6 1,239.0 1,055.5 472.0 0.0 62,968.3

Industri bahan kimia; barang bahan kimia 0.0 0.0 0.0 1,016,379.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 752.8 1,017,131.8

Industri karet, barang karet-plastik 0.0 0.0 500,227.5 2,869.2 0.0 514,977.8 668.1 4,022.7 280,963.3 9,513.9 5,250.2 1,318,492.7

Industri barang galian bukan logam 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0

Industri alat angkutan lainnya 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0 4,723.8 5,173.8

Industri pengolahan lainnya 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,422.4 3,143.8 6,566.2

Listrik; Gas; Air Pengadaan listrik; gas; uap; dsb 0.0 158,878.6 1,848.1 0.0 200,022.8 253,803.8 0.0 292,808.0 93,851.5 248,538.7 1,349,236.1 2,598,987.6

Konstruksi gedung 0.0 0.0 0.0 0.0 1,770.0 335.0 2,244.5 6,298.5 7,452.4 2,423.1 150.0 20,673.5

Konstruksi bangunan sipil 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,572.8 25,189.7 30,762.5

Perdagangan; reparasi mobil-motor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,321.4 0.0 1,321.4

Perdagangan eceran; bukan mobil-motor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,397.0 25,047.8 23,922.2 40,558.9 41,310.4 132,236.3

Perdagangan besar; bukan mobil-motor 0.0 0.0 0.0 6,347.5 0.0 8,000.0 1,450.0 96,169.6 6,053.0 27,373.4 38,756.1 184,149.6

Penyediaan makanan dan minuman 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,524.1 11,924.1 24,448.2

Penyediaan akomodasi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 292,686.4 67,187.6 98,059.0 1,722.2 459,655.2

Angkutan darat; angkutan saluran pipa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,546.4 2,162.8 3,424.0 11,133.2

Angkutan perairan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,650.7 120.0 0.0 9,770.7

Pergudangan; aktivitas angkutan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,597.8 5,624.5 912.4 14,134.7

Telekomunikasi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,200.0 1,100.0 2,773.8 1,100.0 951.7 8,125.5

Angkutan udara 0.0 0.0 0.0 2,519.7 4,104.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,624.1

Perum; KI; dsb Real estat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 233,040.9 45,443.1 14,313.5 345,462.7 638,260.2

Aktivitas produksi  video; program tv; dsb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,150.0 0.0 0.0 2,150.0

Aktivitas penyiaran dan pemrograman 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 150.0

Aktivitas ketenagakerjaan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 226.2 11.1 237.3

Aktivitas administrasi kantor; dsb 79,074.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79,074.3

Aktivitas kesehatan manusia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,213.4 320.0 7,525.9 13,059.3

Aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,657.4 6,829.4 6,182.3 460.0 23,129.1

Aktivitas jasa perorangan lainnya 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,129.6 0.0 1,129.6

Aktivitas keamanan dan penyelidikan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.9 2.4 82.3

Aktivitas keinsinyuran; analisis/uji teknis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 628.6 146.5 775.1

Aktivitas penyewaan; dsb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,743.8 35,743.8

Aktivitas agen perjalanan; dsb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 45.0

Aktivitas jasa keuangan; dsb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 20.6 26.1

223,279.9 2,134,927.2 1,445,678.7 2,799,615.8 907,940.3 3,540,242.0 3,884,449.2 3,006,610.8 2,876,523.5 4,437,380.2 3,511,677.2

Hotel; Restoran

Transportasi; 

Gudang; 

Telekomunikasi

Jasa Lainnya

Konstruksi

Pertambangan

Perdagangan; 

Reparasi

Jumlah Provinsi Jambi

Lapangan Usaha

Industri 

Pengolahan
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dapat didorong kearah yang lebih baik lagi, guna meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.   

Tabel 3. 17 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar 

Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2010-2020 (juta Rp) 

Sumber: data BPS  (2021) 

7. Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota 

Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah 

yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang 

penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kemudian untuk 

menggambarkan kemampuan keuangan daerah, maka dikelompokkan berdasarkan 

indeks kapasitas daerah dengan peta kapasitas fiskal daerah. Peta kapasitas fiskal 

daerah dapat digunakan untuk: pertimbangan dalam penetapan daerah penerima 

hibah, penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika 

dipersyaraktkan, dan/atau penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend-line

Tanjung Jabung Barat 68.95 76.10 82.35 90.00 95.89 94.78 99.25 110.82 128.98 129.68 109.51

Tanjung Jabung Timur 61.86 68.55 75.00 82.38 88.55 83.20 86.91 97.15 110.63 112.26 87.99

Kota Sungai Penuh 31.38 35.22 39.78 44.15 50.04 57.21 65.15 71.80 77.81 82.37 82.47

Batang Hari 28.21 32.05 35.10 38.59 42.70 46.28 50.62 55.13 58.20 60.34 59.64

Indonesia 28.78 32.36 35.11 38.37 41.92 45.12 47.94 51.89 55.92 59.06 56.94

Provinsi Jambi 29.16 32.68 35.66 39.55 43.30 45.58 49.49 54.02 58.36 60.07 56.24

Muaro Jambi 27.09 30.10 32.15 35.96 39.62 42.71 46.64 50.61 53.67 55.04 53.92

Kota Jambi 20.71 23.59 26.50 29.60 33.41 36.96 41.83 44.48 48.37 51.02 48.77

Sarolangun 26.23 29.71 32.55 35.45 38.35 40.17 43.06 46.43 49.52 50.86 47.15

Bungo 23.03 25.49 30.04 32.51 35.11 37.74 40.84 44.58 47.58 47.74 45.45

Kerinci 15.81 18.21 20.50 23.10 26.67 30.11 34.15 37.88 40.15 42.41 43.60

Tebo 19.14 21.66 23.02 25.85 28.42 31.17 34.52 37.89 39.80 41.25 40.98

Merangin 17.40 19.65 21.76 23.92 26.50 28.90 32.59 35.84 37.88 39.54 39.80
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Tabel 3. 18 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) 

Sumber: data Kemenkeu-RI (2021) 

 

Terdapat lima kategori KFD yang digunakan, mulai dari yang sangat tinggi hingga 

yang sangat rendah. Berdasarkan perkembangan indeks KFD se- Provinsi Jambi 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 bahwa Kota Jambi merupakan daerah 

dengan indeks kapasitas fiskal tertinggi di Provinsi Jambi sebesar 1,370 atau 

termasuk ke dalam kategori tinggi, serta perkembangannya pun semakin meningkat 

sampai pada tahun terakhir ini. Berbeda dengan Provinsi Jambi yang 

perkembangannya semakin rendah dan mencapai angka 0,249 atau termasuk dalam 

kategori sangat rendah. Sedangkan Kota Sungai Penuh merupakan daerah yang 

memiliki nilai indeks terendah di Provinsi Jambi dengan angka 0,443 atau termasuk 

kategori sangat rendah serta perkembangannya pun semakin menurun. 

8. Komoditas Unggulan Provinsi Jambi 

Perekonomian wilayah menggambarkan kondisi kemajuan pembangunan dari sisi 

ekonomi yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Profil 

perekonomian wilayah dapat diukur berdasarkan pada aspek pertumbuhan ekonomi, 

struktur perekonomian serta komoditas unggulan yang akan mampu 

menggambarkan secara utuh potensi pengembangan wilayah. Pulau Sumatera 

memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dengan rata-rata 

pertumbuhan ekonomi mendekati kinerja perekonomian nasional yaitu pada kisaran 

6% per tahun. Kajian perekonomian wilayah dalam pembahasan pada bagian ini akan 

mengacu pada kajian ekonomi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bappenas 

pada tahun 2015 dan awal 2016.  

 

Nama Daerah 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend-line

Kota Jambi 0.426 0.283 0.233 0.347 0.380 0.480 1.040 1.264 1.155 1.285 1.370

Tanjung Jabung Barat 1.114 1.330 1.382 1.162 1.060 0.700 0.740 1.102 1.130 0.825 0.885

Batanghari 0.803 0.652 0.817 0.879 0.870 0.700 0.420 0.416 0.827 0.987 0.854

Muaro Jambi 1.517 0.898 0.893 1.044 1.260 1.120 0.820 0.756 0.720 0.978 0.834

Bungo 1.464 0.921 0.793 0.755 1.060 1.070 0.500 0.548 0.710 0.661 0.704

Sarolangun 1.035 0.862 0.779 0.734 0.690 0.660 0.560 0.874 0.629 0.571 0.680

Tanjung Jabung Timur 1.344 1.365 1.169 1.026 1.020 0.850 0.540 0.488 0.650 0.725 0.667

Tebo 1.648 1.048 0.860 0.869 0.890 0.860 0.640 0.605 0.675 0.657 0.616

Merangin 0.910 0.626 0.574 0.574 0.550 0.570 0.550 0.320 0.682 0.562 0.560

Kerinci 0.723 1.007 0.724 0.681 0.840 0.930 0.450 0.540 0.629 1.035 0.547

Kota Sungai Penuh 0.559 0.403 0.391 0.457 0.430 0.470 0.405 0.427 0.477 0.443

Provinsi Jambi 0.937 0.949 0.936 0.733 0.650 0.620 0.460 0.446 0.350 0.357 0.249
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Analisis Shift-Share 

Pada analisis Leading Sector Shift-Share dapat dijelaskan bahwa pada sektor 

primer yang berbasis sumber daya alam yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan berada pada kuadran IV, hal ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki 

pertumbuhan yang lambat, tetapi daya saing untuk sektor-sektor tersebut tergolong 

baik. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi ketersediaan bahan baku untuk 

pengembangan industry pengolahan, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian demi 

keberlangsungan hilirisasi komoditas-komoditas sampai pada produk akhir. 

Kemudian untuk sektor sekunder industri pengolahan berada pada kuadran IV 

menunjukkan bahwa sektor ini juga memiliki pertumbuhan yang lambat, tetapi daya 

saing untuk sektor-sektor tersebut tergolong baik. Sector sekunder ini memang 

menjadi sector yang berkontribusi paling rendah pada struktur ekonomi Provinsi 

Jambi, namun tetap pada sektor sekunder ini perlu ditingkatkan kinerja dan 

pertumbuhannya, agar dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah 

Provinsi Jambi. Selanjutnya sektor tersier, yang meliputi sektor jasa konstruksi, real 

estate, jasa perusahaan,  jasa pendidikan, dan jasa lainnya berada pada kuadran II 

menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki pertumbuhannya cepat, tetapi 

daya saing untuk sektor-sektor tersebut tidak baik. Hal ini perlu menjadi perhatian 

karena sektor tersier ini sebagai sektor yang berkontribusi rata-rata 31% pada struktur 

ekonomi masyarakat Provinsi Jambi, sehingga dapat menjadi ancaman pada 

pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat bila terus menerus memiliki daya saing 

yang tidak baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 13 Analisis Shift-Share Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi, 
Tahun 2010-2020 
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Analisis Location Quotient (LQ) 

Pada analisis Leading Sector Location Quotient Provinsi Jambi periode tahun 2010 

sampai dengan 2020, yang menjadi sector basis dan unggulan di wilayah ini yaitu 

sector primer meliputi sector pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sector 

pertambangan dan penggalian. Kemudian sector sekunder yaitu sector  pengadaan 

air dan pengelolaan sampah, dan sector tersier meliputi sector administrasi 

pemerintahan, sector jasa pendidikan, dan sector jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 

Hal ini mengindikasikan bawa sector-sektor yang menjadi sector basis tersebut dapat 

memenuhi permintaan dalam lingkup domestiknya, juga berpeluang diekspor ke luar 

wilayah, sehingga membuka kesempatan untuk menciptakan nilai tambah dengan 

mendorong kemajuan pada sector-sektor basis tersebut, dan menjadi modal dasar 

untuk ketahan ekonomi wilayah Provinsi Jambi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat 

pada table berikut ini. 

Tabel 3. 19 Analisis Location Quotient (LQ) Menurut Lapangan Usaha Provinsi 

Jambi, Tahun 2010-2020 

 

Sumber: data BPS diolah Konsultan (2021) 
Keterangan:  sektor basis 

 

Analisis Sumber Pertumbuhan Ekonomi 

Rata-rata source of growth atau sumber pertumbuhan pada Provinsi  Jambi tahun 

2010 sampai dengan 2020 sebesar 5.09%, dengan komposisi antara lain: paling 

tinggi sector primer yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-

rata sebesar 1.39% dan sector pertambangan dan penggalian dengan rata-rata 

0.98%, namun memiliki tren menurun, tahun 2020 sektor pertambangan dan 

penggalian menyentuh angka negative -0.53%. Kemudian yang kedua, sector tersier 

meliputi sector jasa konstruksi dengan rata-rata sebesar 0.51%, dan sector 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend-line

A 1.87 1.86 1.88 1.89 1.97 2.01 2.09 2.12 2.12 2.12 2.08

B 2.56 2.71 2.74 2.74 2.78 2.89 2.89 3.00 3.12 3.25 3.19

C 0.52 0.52 0.52 0.54 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 0.51

D 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

E 1.88 1.86 1.79 1.75 1.70 1.66 1.69 1.67 1.65 1.62 1.55

F 0.64 0.61 0.67 0.74 0.74 0.72 0.72 0.72 0.72 0.73 0.75

G 0.63 0.61 0.63 0.64 0.65 0.70 0.72 0.73 0.74 0.75 0.74

H 0.85 0.81 0.82 0.81 0.80 0.81 0.82 0.80 0.79 0.78 0.77

I 0.32 0.31 0.31 0.31 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37 0.38

J 0.87 0.84 0.79 0.76 0.72 0.73 0.73 0.71 0.72 0.70 0.68

K 0.56 0.63 0.62 0.63 0.62 0.58 0.59 0.58 0.56 0.54 0.55

L 0.55 0.53 0.52 0.51 0.48 0.49 0.49 0.49 0.50 0.51 0.49

M,N 0.83 0.76 0.73 0.68 0.64 0.63 0.62 0.60 0.58 0.55 0.54

O 0.94 0.91 0.91 0.92 1.00 1.02 1.03 1.04 1.02 1.03 0.99

P 1.21 1.15 1.12 1.08 1.02 1.02 1.05 1.06 1.07 1.07 1.06

Q 1.03 0.96 0.96 0.95 0.99 1.03 1.05 1.04 1.03 1.02 0.96

R,S,T,U 0.73 0.69 0.67 0.65 0.62 0.63 0.62 0.60 0.58 0.55 0.55

Lapangan 

Usaha
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perdagangan besar dan eceran rata-rata 0.57%, juga memiliki tren yang menurun. 

Dan sector yang berkontribusi paling rendah pada sumber pertumbuhan yaitu sector 

sekunder meliputi sektor industri pengolahan dengan rata-rata sebesar 0.47%, dan 

memiliki tren yang  menurun. 

Sektor primer sebagai sektor yang menyumbang sumber pertumbuhan ekonomi 

paling tinggi ini mengindikasikan bahwa sector pertanian, kehutanan, dan perikanan, 

dan sector pertambangan & penggalian menjadi sector yang diunggulkan sebagai 

sumber pertumbuhan Provinsi Jambi, sehingga dapat menjadi modal utama untuk 

peningkatan pendapatan, kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi wilayah ini. 

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada table dibawah ini. 

Tabel 3. 20 Analisis Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Menurut 

Lapangan Usaha, Tahun 2011-2020 (dalam persen) 

Sumber: data BPS diolah Konsultan (2021) 

Komoditas Kelapa Sawit 

Perkebunan kelapa sawit tersebar di seluruh Provinsi Jambi kecuali Kabupaten 

Kerinci dan Kota Jambi dengan total produksi 1,018,768 Ton pada tahun 2006 dan 

angka produktifitas lahan sebesar 3,301 Ton/Ha. Dilihat dari persebarannya diketahui 

bahwa hasil produksi kelapa sawit terbesar adalah di Kabupaten Muaro Jambi 

dengan produksi sebesar 210,064 Ton atau 20,61% sedangkan yang terkecil adalah 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend-line Rata-Rata

A 1.23 1.72 1.57 2.75 1.42 1.67 1.44 0.90 0.78 0.40 1.39

B 3.32 1.36 1.05 1.13 -0.06 0.11 0.91 1.39 1.13 -0.53 0.98

C 0.95 0.83 0.94 0.56 0.26 0.26 0.29 0.36 0.27 0.02 0.47

D 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

F 0.32 0.98 1.23 0.63 0.24 0.25 0.51 0.38 0.50 0.07 0.51

G 0.71 0.75 0.71 0.77 0.92 0.65 0.42 0.57 0.57 -0.35 0.57

H 0.18 0.25 0.24 0.25 0.20 0.26 0.19 0.17 0.12 -0.47 0.14

I 0.06 0.07 0.06 0.17 0.07 0.08 0.09 0.07 0.06 -0.08 0.06

J 0.24 0.24 0.21 0.23 0.32 0.29 0.23 0.27 0.23 0.32 0.26

K 0.41 0.22 0.27 0.09 0.05 0.23 0.07 0.00 0.04 0.15 0.15

L 0.10 0.09 0.08 0.03 0.06 0.06 0.07 0.07 0.10 -0.01 0.06

M,N 0.02 0.05 0.02 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 -0.06 0.03

O 0.15 0.14 0.15 0.44 0.23 0.11 0.09 0.15 0.19 -0.08 0.16

P 0.09 0.21 0.18 0.04 0.23 0.19 0.14 0.18 0.19 0.11 0.16

Q 0.04 0.08 0.08 0.15 0.11 0.07 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08

R,S,T,U 0.04 0.03 0.05 0.05 0.08 0.07 0.05 0.06 0.04 -0.04 0.04

7.86 7.03 6.84 7.36 4.21 4.37 4.60 4.69 4.37 -0.46 5.09

Lapangan 

Usaha

LPE 

Provinsi
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produksi dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 13.930 Ton atau 1,37% dari 

keseluruhan produksi.   

Permintaan akan kelapa sawit akan terus meningkat sejalan dengan digunakannya 

CPO sebagai bahan bakar nabati. Kegiatan pengolahan CPO memang dapat 

dilakukan di dalam Provinsi Jambi namun untuk pemasaran berskala ekspor saat ini 

harus dilakukan melalui Padang, Pekanbaru, dan Medan dengan menggunakan jalur 

darat.  Hal tersebut dikarenakan di Provinsi Jambi belum adanya prasarana yang 

lebih baik untuk ekspor CPO langsung dari Provinsi Jambi ke negara tujuan.   

Oleh karena itu untuk memperkirakan produksi kelapa sawit pada tahun 2019 diambil 

asumsi angka pertumbuhan sebesar 12% pertahun.  Adapun pada periode tahun 

2019-2029 angka pertumbuhan kelapa sawit diperkirakan akan mencapai 

pertumbuhan yang relatif stagnan, yaitu rata-rata sebesar 12% per tahun.   

\Angka ini diambil dengan asumsi bahwa semua lahan untuk kelapa sawit sudah 

berproduksi secara optimal secara optimal dan adanya gerakan pecinta lingkungan 

yang menentang pembukaan hutan untuk produksi kelapa sawit.  

Gambar 3. 14 Persebaran Produksi Kelapa Sawit Provinsi Jambi 

Sumber: data BPS diolah Konsultan (2021) 
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Tabel 3. 21 Perkiraan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Wilayah Pengaruh 
Tahun 2019 dan 2029 

Kabupaten/ Kota  
Produksi (Ton) 

2019 2029 

Kabupaten Batanghari 419.406 531.908 

Kabupaten Muaro Jambi 533.765 676.943 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur 38.654 49.023 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat 545.140 691.370 

Jumlah 1.949.244 1.949.244 

            Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 

Pola distribusi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah menuju ke Pabrik 

pengolahan Kelapa Sawit (PKS) yang umumnya berlokasi tidak terlalu jauh dari areal 

perkebunan.  Hal ini juga memperhatikan sifat TBS yang jika dibiarkan terlalu lama 

akan mengganggu kandungan minyaknya.  Adapun minyak mentah CPO hasil 

pengolahan kelapa sawit hampir semua dikirim melalui pelabuhan di luar Provinsi 

Jambi, antara lain: Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat dan Pelabuhan Dumai 

di Provinsi Riau.  Cara pengiriman dari lokasi PKS di Provinsi Jambi menuju lokasi 

pelabuhan-pelabuhan diatas biasanya ditempuh menggunakan kendaraan truk tangki 

(jalan darat). 

Komoditas Kelapa Dalam 

Produk kelapa yang dihasilkan diperdagangkan dalam bentuk kelapa butir,  kopra 

dan juga diolah menjadi minyak kelapa.  

Tabel 3. 22 Luas areal, Produksi dan Jumlah Petani Komoditas Kelapa Dalam 
di Provinsi Jambi 

Rerata Jumlah

PROVINSI / KABUPATEN T B M / TM / TTM/TR/ Jumlah / Produksi / Produksi / Petani /

Province / District Immature Mature Damaged Total Production Yield Farmers

( Ton ) (Kg/Ha) ( KK )

Kab. Kerinci -             27                 13                 40                     13                 481            370               

Kab. Merangin 242            1.051           69                 1.362               740               704            9.398           

Kab. Sarolangun 77               396               126               599                   354               894            15.763         

Kab. Batang Hari -             305               17                 322                   328               1.075        1.238           

Kab. Muaro Jambi 42               585               265               892                   543               928            5.829           

Kab. Tanjung Jabung Timur 5.886         44.456         8.390           58.732             51.398         1.156        22.743         

Kab. Tanjung Jabung Barat 5.799         40.773         8.777           55.349             54.430         1.335        21.265         

Kab. Tebo 125            735               181               1.041               459               624            1.451           

Kab. Bungo 90               618               51                 759                   521               843            13.511         

Kota Jambi -             -               -               -                    -               -            -               

Kota Sungai Penuh -             3                   1                   4                       3                   1.000        22                 

PR 2019 12.261       88.949         17.890         119.100           108.789       1.223        91.590         

PR 2020*) 12.303       88.993         17.671         118.967           109.483       1.230        91.485         

PR 2021**) 12.134       88.026         17.704         117.864           106.422       1.209        90.634         

LUAS  AREAL /  AREA  (Ha)   

 

Sumber: paparan “Pemaparan Dan Diskusi Aspek Legal, Teknis Dan Pasar Untuk Proyek 

Pengembangan Ki Kemingking, Jambi”, Penyusunan Dokumen Pre Feasibility Proyek Prioritas 

Strategis Sektor Kawasan Industri / KEK, 2021 
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Sebaran Industri Pengolahan 

Provinsi Jambi terdapat 4 perusahaan pengolahan kelapa menjadi minyak kelapa 

dengan rincian sebagai berikut. 

PERUSAHAAN LOKASI 

PT. Pelita Sari Prima Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur 

PMK. Sumber 

Waras 

Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur 

PMK. Sumber Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur 

PT. Prima Makmur Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur 

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi terdapat 79 Pabrik Kelapa Sawit di 

Provinsi Jambi, sedangkan Pabrik Kelapa Sawit yang berada dalam radius sektiar 7 

Km dari KI Kemingking, antara lain: 

(1) Pabrik PT. Erasakti Wira Forestama dengan radius jarak +/- 4,9 Km. 

(2) Pabrik PT. Ersakti Wira Forestama dengan radius jarak +/- 5,4  Km.  

(3) Pabrik PT. Sungai Bahar Pasifik dengan Jarak +/- 6,5 Km. 

(4) Pabrik PT. Era Sakti Wira Forestama dengan  jarak +/- 4,1 Km. 

Berdasarkan Data Dinas Perkebunan Provinsi terdapat 10 Pabrik Crumb Rubber di 

Provinsi Jambi, sedangkan Pabrik Crumb Rubber yang berada dalam radius sektiar 

11 Km dari KI Kemingking, antara lain: 

(1) Pabrik PT. Jambi Waras dengan radius jarak +/- 7,2 Km. 

(2) Pabrik PT. Remco dengan radius jarak +/- 8,4  Km.  

(3) Pabrik PT. Batanghari Tembesi dengan Jarak +/- 9,1 Km. 

(4) Pabrik PT. Hoktong dengan radius   jarak +/- 9,2 Km.  

(5) Pabrik PT. Angkasa Raya dengan radius jarak +/- 11,1 Km 

 

3.5. PROFIL SOSIAL BUDAYA 

1. Lokasi Peninggalan Budaya Atau Adat Istiadat 

a) Kawasan Muarajambi, Peringkat Cagar Budaya Nasional ditetapkan dengan 

No SK : 259/M/2013 Tanggal SK : 30 Desember 2013 dan No SK : 045/M/2000 

Tanggal SK : 3 Maret 2004. 

b) Situs Candi Soloksipin. Situs Soloksipin terletak di Kelurahan Kampung Baru, 

Kecamatan Legok, Kota Jambi. Situs ini berasal dari periode klasik Hindu-

Budha.  

c) Makam Taman Rajo-Rajo. Taman Rajo-Rajo terletak di Kelurahan Kampung 

Baru, Kecamatan Legok, Kota Jambi.  

d) Kawasan Cagar Budaya Jambi Seberang. Kawasan cagar budaya Jambi 

Seberang terletak di tepian Sungai Batanghari, tepatnya di seberang kawasan 

perniagaan modern Kota Jambi meliputi: 

− Madrasah Nurul Islam, terletak di Jl. KH. Qodir Ibrahim Kelurahan 

Tanjungpasir Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi.  
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− Makam Bangsawan Melayu, terletak di Kelurahan Tahtulyaman, 

Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi.  

− Rumah Batu Olak Kemang, terletak di Kelurahan Olak Kemang, 

Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi.  

− Makam Sayyid Idris (Pangeran Wiro Kusumo), terletak tidak jauh dari 

tempat tinggalnya di Rumah Batu Olak Kemang, berada di lingkungan 

kompleks Masjid Ak-Ikhsaniyah.  

Gambar 3. 15 Sebaran Cagar Budaya Muaro Jambi 
Sumber: Diolah dari Data BPS, 2021 
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e) Makam Raden Muhammad Thahir (Raden Mattaher), merupakan salah satu 

pejuang Jambi saat melawan masuknya kolonialisme Belanda di Jambi.  

f) Klenteng Hok Tek, terletak di Jl. Husni Thamrin, Kelurahan Beringin, 

Kecamatan Pasar, Kota Jambi.  

g) Kawasan Kota Lama Kolonial Belanda, terletak di Kelurahan Pasar, 

Kecamatan Pasar, Kota Jambi.  

h) Menara Air, menara yang kini menjadi reservoir PDAM Jambi ini merupakan 

salah satu peninggalan Belanda. Terletak di Kelurahan Murni, Kecamatan 

Telanaipura, Kota Jambi atau berada di depan Museum Perjuangan Rakyat 

Jambi dan berada di belakang Masjid Agung.  

i) Makam Belanda/Kerkhof (1900 – 1950), terletak di Kelurahan Beringin, 

Kecamatan Beringin, Kota Jambi. Kerkhof ini merupakan bagian dari saksi 

sejarah ketika Belanda berkuasa di Jambi sejak tahun 1833-1945.  

j) Bunker Jepang, terletak di Kelurahan Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan, 

Kota Jambi. Lokasi bunker saat ini berada di dalam kompleks Bandar Udara 

Sultan Thaha Syaifudin.  

 

2. Masyarakat Adat 

Keberadaan masyarakat adat di Provinsi Jambi saat ini yang diregistrasi hanya 

berada di sebagian wilayah Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun dengan 

rincian lokasi sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 3. 23 Lokasi Masyarakat Adat Provinsi Jambi 

No. Nama Wilayah Adat Kab/Kota Kecamatan Status 

1 
Orang Rimba 
Makekal Hulu 

Tebo 
Muara Tabir 
dan Muarosebo 
Ulu 

Teregistrasi 

2 Marga Bathin VIII Sarolangun - Teregistrasi 

3 
Talang Mamak 
Simarantihan 

Tebo Masumay Teregistrasi 

 

1. Pola Hidup Sehat Masyarakat 

Dalam rangka mendorong kebiasaan hidup sehat masyarakat di seluruh Provinsi 

Jambi maka pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan Gubernur Jambi nomor 

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Adapun kegiatan-

kegiatan yang terkait dengan penyediaan infrastruktur permukiman adalah sebagai 

berikut: 
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1. Kegiatan Menurunkan kebiasaan buang air besar sembarangan dengan indikator 

Jumlah Kabupaten/Kota Bebas Open Defecation Free (ODF)/Buang Air Besar 

Sembarangan (BABS).  

2. Kegiatan Mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan 

permukimandan sarana fasilitas umum dengan indikator Jumlah unit satuan 

rumah susun (sarusun) yang dilngkapi dengan sarana dan prasarana Umum 

pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan.  

3. Kegiatan Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan 

RTH publik di wilayahnya dengan indicator Luas RTH di Perkotaan 

4. Kegiatan Memfasilitasi penyediaan air dengan indikator Jumlah fasilitasi 

penyediaan air bersih dan sanitasi dasar. 

5. Kegiatan Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni dengan 

indikator Jumlah rumah sehat dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

(BSPS).  

6. Kegiatan Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day) untuk 

memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat dengan indikator Jumlah 

pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dan Jumlah pembangunan 

fasilitas pejalan kaki.  

7. Kegiatan Mengendalikan pencemaran lingkungan dengan indicator 

meningkatnya Persentase dan Jumlah perusahaan yang taat dan memenuhi 

syarat administrasi dan pengelolaan limbah yang berpotensi terhadap 

pencemaran limbah B-3  dan Jumlah perusahaan yang menghasilkan limbah B3 

yang dilakukan pembinaan dan diawasi.  

Pengembangan KI Kemingking memiliki keterkaitan yang erat dengan kebiasaan 

hidup sehat masyarakat sejalan dengan peningkatan kondisi ekonomi yang 

merupakan dampak dari kegiatan industri. 

 
3.6. PROFIL INTERAKSI ANTAR KAWASAN 

Gerbang Wilayah Jambi adalah simpul-simpul wilayah atau jalur-jalur utama wilayah 

yang menghubungkan Jambi dengan Propinsi lain dan dengan luar negeri.  Untuk 

gerbang utama pergerakan penumpang moda jalan adalah seluruh terminal tipe-A, 

seperti Terminal Alam Barajo di Kabupaten Muaro Jambi.  Adapun untuk moda laut, 

gerbang utamanya adalah Pelabuhan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan 

untuuk pergerakan penumpang moda udara, gerbang utamanya adalah Bandara 

Sultan Thaha.    
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Untuk barang, outlet utama pergerakan dengan moda laut adalah dua pelabuhan 

utama, yaitu Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi dan Muara Sabak di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur. Untuk moda udara gerbang utamanya sama dengan 

pergerakan penumpang, yakni Bandara Sultan Thaha. 

Kondisi interaksi antarkawasan terkini pada wilayah perencanaan, meliputi: 

1) Pergerakan Internal Orang 

a) wilayah dengan pergerakan internal orang melalui moda jalan yang cukup 

tinggi adalah Muaro Jambi ke Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur ke Kota 

Jambi, Muaro Jambi ke Batanghari, Batanghari ke Muaro Jambi, dan Kota 

Jambi ke Muaro Jambi 

b) Wilayah dengan pergerakan eksternal orang melalui moda jalan yang paling 

tinggi adalah Kota Jambi ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera 

Selatan dan Lampung. Wilayah lain yang cukup tinggi pergerakan 

eksternalnya adalah Muaro Jambi ke Sumatera Utara 

c) Wilayah dengan pergerakan orang melalui moda laut yang cukup tinggi 

adalah Kota Jambi ke Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa 

Timur, Banten dan Sumatera Utara.  Sebaliknya, pergerakan dari luar yang 

besar adalah dari Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten ke Kota 

Jambi.  Selain itu juga menonjol pergerakan dari Propinsi Kepulauan Riau ke 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur 

d) Wilayah dengan pergerakan orang melalui moda sungai yang cukup tinggi 

adalah internal Kota Jambi.  Selain itu beberapa wilayah lain yang memiliki 

aktivitas pergerakan dengan moda sungai adalah, Tanjung Jabung Timur, 

Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat 

e) Wilayah dengan pergerakan orang melalui moda udara yang cukup tinggi 

adalah dari Kota Jambi ke Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan 

Sumatera Utara. 

2) Pergerakan internal barang yang paling tinggi adalah dari Kota Jambi ke 

Kabupaten Muaro Jambi dan sebaliknya. Hal ini wajar karena notabene keduanya 

adalah wilayah dengan aktivitas penduduk terbesar di Propinsi Jambi.  Selain 

keduanya, pergerakan yang cukup besar juga terjadi antara Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat.  Sebagai kabupaten yang ada di 

wilayah pantai, keduanya memang sudah diarahkan untuk memegang posisi 
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strategis sebagai outlet utama Provinsi Jambi sehingga wajar jika terjadi 

peningkatan aktivitas dan pergerakan di daerah tersebut. Sedangkan pergerakan 

barang eksternal, bahwa umumnya wilayah yang mendominasi adalah Kota 

Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat sebagai outlet-outlet 

utama Propinsi Jambi.  Adapun sebagai daerah tujuan utama pergerakan barang 

adalah Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah. 
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BAB 4 PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR  
 

 

4.1. SUMBER DAYA AIR  

1. Wilayah Administrasi dan Lingkungan WS Batanghari 

Wilayah administrasi WS Batanghari meliputi dua provinsi yaitu Provinsi Sumatera 

Barat dan Provinsi Jambi. Luas terbesar ada di Provinsi Jambi meliputi DAS 

Batanghari Hulu, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Merangin-Tembesi, dan 

Batanghari Hilir. Rincian luas wilayah administrasi pada tiap DAS dapat disimak 

pada tabel 4.1.  

Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten WS Batanghari 

Sumber: Draft PSDA WS Batanghari, 2021 
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Tabel 4. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten WS Batanghari 

DAS PROVINSI KABUPATEN/KOTA 

Batanghari Hulu 
(1.277.947 Jambi Ha) 

Jambi Bungo, Tebo, Kerinci  

Sumatera 

Barat 

Solok, Solok Selatan, Sawah-
lunto/Sijunjung, Dharmasraya 

Batang Tebo (538.725 
Ha) 

Jambi 
Bungo, Tebo, Kerinci  

Batang Tabir (381.329 
Ha) 

Jambi 
Merangin, Tebo, Batanghari, Kerinci, 
Batanghari, Sarolangun  

Batang Merangin-
Tembesi (1.281.907 Ha) 

Jambi 
Merangin, Kerinci  

Batanghari Hilir (979.559 
Ha) 

Jambi 
Kota Jambi, Tebo, Tanjung Jabung Timur, 
Muaro Jambi, Batanghari  

Sumber: Draft PSDA WS Batanghari, 2021 

Tinjauan kondisi lingkungan dan Permasalahan WS Batanghari dikelompokkan 

menjadi 3 aspek yaitu: 

a. Aspek Konservasi Sumber Daya Air meliputi: kualitas air, erosi, sedimentasi, 

sempadan/bantaran sungai; 

b. Aspek Penatagunaan Sumber Daya Air meliputi: kuantitas air, pemanfaatan 

SDA yang tumpang tindih dan kurang terkoordinasi, menurunnya tingkat 

fungsi pelayanan/kinerja sarana dan prasana irigasi dan rawa; dan  

c. Aspek Pengendalian Daya Rusak Air.  

Kondisi lingkungan dan Permasalahan WS Batanghari meliputi: 

1) Kualitas Air. Secara umum kualitas air pada WS Batanghari relatif masih cukup 

baik. Di kota Jambi penurunan kualitas air bersih (PDAM) dirasakan masyarakat 

pada musim kemarau, dimana permukaan sungai Batanghari rendah (debit kecil), 

ini memberi indikasi bahwa penurunan debit sungai menyebabkan kemampuan 

fresh water untuk mencuci/menggelontor kotoran rendah.  

2) Erosi. Pada WS Batanghari bagian upstream umumnya terjadi erosi lahan terjadi 

sebagai akibat telah rusaknya DAS sebagai akibat berubahnya penutupan lahan 

pada DAS dari hutan menjadi daerah yang tandus. Sedangkan erosi alur sungai 

terjadi karena morfologi sungai yang berkelok-kelok dengan kemiringan yang 

curam serta tingginya debit yang lewat. Berdasarkan Intensitas Lahan Kritis dari 

kehutanan tahun 1985 diperoleh data bahwa lahan kritis pada DAS Batanghari 

seluas 39.245 Ha dan lahan kritis dalam kawasan hutan 21.900 Ha. 

3) Sedimentasi. Efek lain dari terjadinya erosi pada bagian upstream WS Batanghari 

adalah terjadinya sedimentasi pada bagian hilir. Sedimentasi ini telah 

menyebabkan pendangkalan pada sebagian alur sungai (utamanya bagian hilir). 
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4) Sempadan / Bantaran Sungai. Okupasi sempadan/bantaran sungai untuk 

membangun permukiman pada lahan di sepanjang/pinggir sungai merupakan 

permasalahan yang serius karena dapat menyebabkan penyempitan sungai dan 

mengganggu fungsi sungai, utamanya kemampuan/kapasitas pengaliran pada 

musim hujan yang biasanya disertai dengan peningkatan debit/banjir.  

5) Kuantitas Air. Secara umum Neraca Air WS Batanghari masih cukup, namun 

demikian pada musim kemarau di sebagian wilayah di Provinsi Jambi terjadi 

kelangkaan air minum (PDAM), utamanya di Kota Jambi.  

6) Pemanfaatan SDA yang tumpang tindih dan kurang terkoordinasi. Belum 

adanya keterpaduan antarsektor dan bidang, sehingga tidak semua pemanfaatan 

dan pengelolaan sumber daya air dalam WS Batanghari dapat di kontrol dan 

dimonitor dengan baik.  

7) Menurunnya Tingkat Fungsi Pelayanan/Kinerja Sarana dan Prasana Irigasi 

dan Rawa. Dalam kurun waktu +/- 3-4 tahun terakhir telah terjadi penurunan fungsi 

pelayanan/kinerja sarana dan prasarana jaringan irigasi dan rawa jambi yang 

berdampak kepada menurunnya produktifitas areal irigasi dan rawa di Provinsi 

Jambi, sehingga berdampak kepada penurunan produksi padi pada khususnya 

dan tanaman pangan pada umumnya.  

8) Pengendalian Daya Rusak Air. Dalam beberapa tahun terakhir di sebagian 

wilayah Provinsi Jambi telah terjadi banjir dengan skala yang bervariatif, dari 

ringan, sedang sampai dengan berat, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten 

Kerinci dan sebagian wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten 

Muaro Jambi serta Kota Jambi. Sebagai contoh banjir yang terjadi pada akhir 

tahun 2002 sampai dengan awal tahun 2003 telah menyebabkan kerusakan 

wilayah pertanian dan pemukiman (wilayah pertanian + 62.410 ha, wilayah 

pemukiman + 5.504 Ha yang meliputi + 222 desa dan + 29.502 kepala keluarga).  

 

2. Aspek Konservasi 

Aspek konservasi WS Batanghari di wilayah administrasi Provinsi Jambi terdiri dari 

waduk, danau dan embung.Salah satu bendungan/waduk/Dam di Provinsi Jambi 

adalah Dam Betuk memiliki luas mencapai 100 hektar merupakan sebuah bendungan 

atau waduk yang sejatinya dibangun untuk keperluan irigasi sawah/ladang dan kebun 

karet disekitarnya namun karena keindahan yang dimiliki, waduk ini kini semakin 

ramai dikunjungi wisatawan karena memiliki panorama yang mempesona. 
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Dalam wilayah administrasi WS Batanghari di Provinsi Jambi terdapat 1 danau di 

Kabupaten Kerinci dan 5 danau di Kabupaten Merangin, dengan karakteristik 

sebagaimana tabel dan visual dibawah ini. 

Tabel 4. 2 Danau-Danau Di Provinsi Jambi Yang Berfungsi Sebagai 
Konservasi SDA 

NO DANAU KABUPATEN LUAS (Ha) 
VOLUME 

(1.000 m3) 

1. Danau GunungTujuh Kerinci 1.100 350.000 

2. Danau Dipati Empat Merangin 250 20.000 

3. Danau Pauh Merangin 75 8.500 

4. Danau Kecil Merangin 50 4.500 

5. Danau Kumbang Merangin 50 4.500 

6. Danau Cermin Merangin 50 5.000 

Sumber: Basis Data Lingkungan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Dalam Pola PSDA  WS Batanghari 
Tahun 2012 

 

Di WS Batanghari terdapat 2 embung di Kabupaten Bungo, 2 embung di Kabupaten 

Tebo, 2 embung di Kabupaten Merangin, 1 embung di Kota Jambi,  9 embung di 

Dharmasraya, 5 embung di Kabupaten Solok Selatan, 1 embung di Kabupaten Solok, 

dan 2 embung di Kabupaten Sarolangun. Embung terdekat yang berada dalam 

wilayah pengaruh KI Kemingking adalah yang berada di Kota Jambi, Kecamatan 

Alam Barajo dengan debit 0,0086 m3/det (8,6 lt/dtk). 

3. Aspek Pengendaliaan Daya Rusak Air WS Batanghari 

Daya rusak air WS Batanghari di wilayah pengaruh KI Kemingking terdiri dari banjir 

dari Sungai Batanghari dan abrasi pantai. Potensi rawan banjir akibat luapan sungai 

Batanghari tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan variasi 

kerawanan rendah hingga menengah dengan total luas mencapai lebih dari 2.5 juta 

hektar (total 18 kab/kota). Kabupaten dengan luas ancaman banjir terbesar (diatas 

300 ribu hektar) adalah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten 

Sarolangun dan Kabupaten Tebo. Sedangkan potensi banjir di wilayah pengaruh KI 
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Kemingking dengan kerawanan menengah dengan total luas mencapai lebih dari 400 

ribu hektar (total 5 kab/kota).  

Gambar 4. 2 Peta  Bahaya Banjir di Wilayah Pengaruh KI Kemingking 
 

Tabel 4. 3 Potensi Rawan Banjir WS Batanghari di Wilayah Pengaruh 

No. KABUPATEN 
LUAS POTENSI BANJIR 

MENENGAH (hektar) 

1 Batanghari 328.808,95 

2 Kota Jambi 16.737,62 

3 Muaro Jambi 65.276,91 

4 Tanjung jabung Barat 1.666,99 

5 Tanjung jabung Timur 1.128,72 

TOTAL 413.619,19 

Sumber : Draft Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari, 2021 

Panjang pantai di WS Batanghari adalah 270 km. Sebagian pantai ini berpotensi 

rawan abrasi. Rawan abrasi pantai ini utamanya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 

dengan panjang hingga 12 km. 
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Gambar 4. 3 Peta  Lokasi Kerusakan Pantai di Wilayah Pengaruh 

Sumber : Draft Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari, 2021 

4. Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air (Irigasi, Air Baku dan Air Tanah) 

a. Air Baku 

KI Kemingking masuk dalam wilayah Kabupaten Batanghari dan DAS Batanghari 

(Luas DAS = 44.247,09 km2). Debit Rata-Rata Q90% DAS Batanghari = 50,903 

m3/det. Rencana Sumber Air Baku KI Kemingking adalah Air Permukaan (Sungai) 

Batanghari  dengan Debit DAS Batanghari = 1.887,45 m3/det. 

Infrastruktur sumber daya air (SDA) pada wilayah penyangga KI Kemingking 

(Kecamatan Kumpeh Ulu, Kecamatan Taman Rajo dan Kecamatan Maro Sebo) 

terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: a) prasarana penyedia air baku (intake dan jaringan 

pipa transmisi), dan b) sumur air tanah. Sedangkan sumber air baku untuk 3 (tiga) 

kecamatan ini dipasok dari 2 (dua) Sub DAS yaitu Sub DAS Batang Kumpeh, dan 

Sub DAS Kaos. 

Pelayanan air baku berasal dari intake dan jaringan pipa transmisi IKK Jaluko, dan 

IKK Sungai Duren, sedangkan penyediaan air bersih yang berasal dari sumur air 

tanah, terdapat di 2 (dua) desa, yaitu Desa Lopak Alai, dan Desa Tangkit Baru. PDAM 

yang melayani wilayah penyangga ini adalah PDAM Tirta Muaro Jambi.  

Wilayah Sungai (WS) Batanghari merupakan WS Lintas Provinsi. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 
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tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, secara administratif WS Batanghari 

tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat 

sebagai wilayah mayoritas serta Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan dan 

Provinsi Riau sebagai wilayah yang minoritas luasannya. 

WS Batanghari meliputi 2 (dua) wilayah daratan yang berada di Pulau Sumatera yaitu 

DAS Batanghari dan DAS Air Hitam (Kabupaten Muaro Jambi) dan 7 (tujuh) wilayah 

yang berada di kepulauan yaitu DAS Tengah I, DAS Waitambi I, DAS Mudo I, DAS 

Peran Kudu I, DAS Pedado Anak, DAS Balai, dan DAS Burung yang termasuk 

wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Total luas DAS di WS Batanghari 4.588.700,16 hektar dengan debit rata-rata 

1.935,97 m3/dt (+/- 2 juta liter/detik). DAS terbesar adalah DAS Batanghari dengan 

luas 4.424.708,87 hektar (96,4%) dengan debit rata-rata 1.887,46 m3/dt. 

Keberadaan air permukaan di WS Batanghari cukup melimpah. DAS Batanghari 

merupakan sungai besar yang memiliki potensi air yang besar. Sungai Batanghari 

memiliki Panjang +/- 775 km.  

Gambar 4. 4 Posisi KI Kemingking dalam WS Batanghari 

 

 

 



RINGKASAN EKSEKUTIF RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (RPIW)  
KAWASAN INDUSTRI KEMINGKING, PROVINSI JAMBI 

64 
 

b. Cekungan Air Tanah (CAT) 

WS Batanghari terdiri dari Wilayah CAT sebesar 48,72% serta wilayah non CAT 

sebesar 52% adapun luasan CAT yang terdapat di WS Batanghari tercamtum pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4. 4 Cekungan Air Tanah WS Batanghari 

No. 

 
CAT 

Luas 

(Ha) 

Jumlah Air 

Tanah (juta 

m3/Tahun) 
Persentase 

% 
Kewenangan 

Bebas 

(Q1) 

Tertekan 

(Q2) 

1 Bangko-Sarolangun 589.789,76 4.189 32 12,85 Lintas Provinsi 

2 Jambi-Dumai 544.723,54 19.356 1,04 11,87 Lintas Provinsi 

3 Kayuaro-Padangaro 271.904,92 2.283 29 5,93 Lintas Provinsi 

4 
Lubuk Linggau- 

Muara Enim 
3.066,19 5.891 171 0,07 Lintas Provinsi 

5 Muara Bungo 548.462,22 3.788 55 11,95 Lintas Provinsi 

6 Muara Tembesi 134.754,88 115 - 2,94 Lintas Provinsi 

7 
Painan-Lubuk 

Pinang 
13.609,77 8.368 98 0,30 Lintas Provinsi 

8 Solok 9.055,80 745 51 0,20 Lintas Provinsi 

9 Sungai Penuh 120.064,48 926 22 2,62 Lintas Provinsi 

10 Non CAT 2.353.268,61 - - 51,28 - 

Jumlah 4.588.700,16   100,00  

Sumber : Draft Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari, 2021 

c. Sumur Air Tanah  

Pemanfaatan WS Batanghari disamping dimanfaatkan oleh PDAM sebagai 

pelayanan jaringan perpipaan, WS Batanghari juga digunakan sebagai sumber air 

baku untuk jaringan non perpipaan berupa sumur air tanah. Jumlah sumur air tanah 

pada tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Prasarana ini umumnya berada di wilayah 

perdesaan dan belum memiliki PDAM. Sumur air tanah terbanyak ada di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (+/- 60 unit dengan kapasitas masing-masing 1,2 – 6 lt/dt) 

sebagai konsekuensi belum adanya PDAM. Dalam konteks konservasi SDA maka 

pengambilan air tanah ini harus dikendalikan.  

d. Intake dan Prasarana Air Baku 

Prasarana air baku WS Batanghari tersebar di 12 (dua belas) kabupaten/kota di 

daratan Pulau Sumatera dengan jumlah debit 5,42 m3/dtk. Debit terbesar adalah 0,36 

m3/dt (360 lt/dt) berupa free intake di Kabupaten Tebo. Intake dan prasarana air baku 

yang berpengaruh serta terdekat terhadap lokasi KI Kemingking adalah Intake dan 

jaringan pipa transmisi IKK Jaluko debit 0,10 m3/dt dan Sungai Duren debit 0,06 m3/dt 

di Kabupaten Muaro Jambi.   
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Tabel 4. 5 Prasarana Penyediaan Air Baku Eksisting (Intake Dan Jaringan Air 
Baku)  Wilayah Pengaruh WS Batanghari 

NO LOKASI KAB/KOTA 
JENIS 

PRASARANA 

DEBIT 

(m3/dtk) 

1. 
Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi 

Muara Sabak 

Tanjung 

Jabung 

Timur 

 0,10 

2. 
Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi 

Jambi Barat 
Kota Jambi Free Intake 0,15 

3. 
Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi 

IKK Jambi barat 
Kota Jambi Free Intake 0,15 

4. 
Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi 

Sejinjang 
Kota Jambi Free Intake 0,30 

5. 
Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi 

IKK Jaluko 

Muaro 

Jambi 
Free Intake 0,10 

6. 
Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi 

Sungai Duren 

Muaro 

Jambi 
Free Intake 0,06 

7. 
Intake Dan Jaringan Pipa Transmisi 

Muara Tembesi 
Batanghari Free Intake 0,06 

Sumber: Draft PSDA WS Batanghari, 2021 – diolah 2021 

e. Daerah Irigasi 

Dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya air yang dimiliki dan 

pendayagunaan sumber daya air untuk bidang pertanian lahan sawah sebagai 

dukungan terhadap ketahanan pangan nasional, maka pemerintah telah membangun 

prasarana SDA berupa Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR) di beberapa 

kabupaten yang berpotensi dalam bidang pertanian dan perkebunan. 

Pada Wilayah Pengaruh KI Kemingking terdapat beberapa daerah irigasi dengan 

sumber air baku dari WS Batanghari. Irigasi yang berada pada Wilayah Sungai 

Batanghari terdiri dari irigasi kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. 

DI kewenangan pusat berada di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten 

Dharmasraya dan Kabupaten Kerinci dengan total luas 5.211 hektar. DI kewenangan 

provinsi berada di Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, 

Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan dengan total 

luas 10.403 hektar, dengan demikian tidak ada DI kewenangan pusat dan provinsi 

dalam lingkup administrasi wilayah pengaruh KI Kemingking. 

D.I kewenangan kabupaten berada di Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, 

Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, 

Kota Sungai Penuh, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten 

Solok, dan Kabupaten Sijunjung dengan total luas 41.981 hektar. Total keseluruhan 

DI WS Batanghari dengan ketiga kewenangan tersebut adalah 67.595 hektar. 



RINGKASAN EKSEKUTIF RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (RPIW)  
KAWASAN INDUSTRI KEMINGKING, PROVINSI JAMBI 

66 
 

Dengan rincian tersebut maka dapat dipilah DI WS Batanghari kewenangan 

kabupaten yang secara administrasi terlingkup dalam wilayah pengaruh KI 

Kemingking adalah yang berada di Kabupaten Batanghari saja dengan jumlah 5 DI 

dengan total luas 625 hektar yang air bakunya diambil dari sub DAS Sei Pijoan. 

 

 

Gambar 4. 5 Skema Luas Daerah Irigasi WS Batanghari  Dalam Wilayah 

Pengaruh KI Kemingking 

 

Tabel 4. 6 D.I. Rawa (D.I.R) WS Batanghari  Dalam Wilayah Pengaruh 

D.I.R KEWENANGAN PROVINSI 

NO NAMA D.I.R PROVINSI KABUPATEN 
LUAS 

(HA) 

1 D.I.R Koto Kandis Jambi Tanjung Jabung Timur 1.077 

2 D.I.R Nipah Panjang I – II Jambi Tanjung Jabung Timur 1.300 

3 D.I.R Rantau Rasau Jambi Tanjung Jabung Timur 1.734 

4 D.I.R Simpang Datuk Jambi Tanjung Jabung Timur 1.050 

5 D.I.R Sungai Raya Jambi Tanjung Jabung Timur 1.200 

   
Total Kewenangan 

Provinsi 
6.361 

D.I.R KEWENANGAN KABUPATEN 

NO JUMLAH D.I.R PROVINSI KABUPATEN 
LUAS 

(HA) 

1 74 Jambi Batanghari 5.248 

2 30 Jambi Tanjung Jabung Timur 12.869 

3 7 Jambi Muaro Jambi 2.804 

   
Total Kewenangan 

Kabupaten 
20.921 

Sumber : Draft Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari, 2021 

 

Total Luas Daerah 
Irigasi

27.907 Ha

Irigasi Permukaan
(D.I)

625 Ha

Rawa (D.I.R) 

27.282 Ha 
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4.2. PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN  

1. Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah Penyangga 

Infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah penyangga KI Kemingking terdiri dari 

status jalan desa, kabupaten dan nasional di Kecamatan Taman Rajo dan Kecamatan 

Kumpeh Ulu. Untuk memberikan gambaran lebih jelas ruas jalan di wilayah 

penyangga KI Kemingking dapat diikuti pada tabel dan gambar berikut. 

Tabel 4. 7 Kondisi Jalan Berdasarkan Status Jalan di Wilayah Penyangga  

Status Jalan Baik Sedang Buruk n/a Total 

Kec. Taman Rajo 8.959,20 1.090,50 317,58 33.898,51 44.265,79 

Desa 8.959,20 1.090,50 317,58 1.912,10 12.279,38 

Kabupaten    31.986,41 31.986,41 

Kec. Kumpeh Ulu 4.927,71 6.555,39 1.369,07 65.162,28 78.014,45 

Desa 3.216,06 4.503,96 1.369,07 12.645,96 21.735,05 

Kabupaten 1.711,65 2.051,43  25.593,42 29.356,50 

Nasional    26.922,90 26.922,90 

Total 13.886,91 7.645,89 1.686,65 99.060,79 122.280,24 

Sumber: Jalan Nasional dan Jalan Daerah, BPJN (Survey 2021) 

 

Gambar 4. 6 Peta Jaringan Jalan di Wilayah Penyangga KI Kemingking 

Sumber: Balai Pelaksana Jalan Nasional Lampung & Sipdjn Bina Marga Tahun 2020 
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Gambar 4. 7 Peta Jaringan Jembatan di Wilayah Penyangga KI Kemingking 
Sumber: Balai Pelaksana Jalan Nasional Lampung & Sipdjn Bina Marga Tahun 2020 
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1. Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah Pengaruh 

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No 248/KPTS/M/2015 total panjang jalan 

nasional pada Provinsi Jambi adalah 1.317,93 km. Ruas jalan ini menghubungkan 

pusat-pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah di Provinsi Jambi. 

Keberadaan ruas jalan ini sangat membantu untuk menciptakan konektivitas antar 

pusat kegiatan dan antarmoda angkutan pada wilayah Provinsi Jambi.  
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Total panjang jalan (nasional, provinsi, kab/kota) di Provinsi Jambi adalah 7.886,887 

km.  Dengan jalan sepanjang itu maka indeks aksesibilitas Provinsi Jambi terhitung 

0,14 km/km2 dan indeks mobilitasnya sekitar 3,74 km/1.000 penduduk.  Angka 

tersebut dapat dimaknai bahwa secara agregat dilihat dari aspek panjang jalannya 

sudah mencukupi, namun jika melihat persebarannya untuk masing-masing wilayah 

Kabupaten/Kota maka terdapat sejumlah wilayah yang masih memerlukan 

penambahan panjang jalan.  Khususnya jalan-jalan untuk mencapai lokasi strategis 

sebagaimana diarahkan dalam dokumen tata ruang wilayah, diantaranya adalah: 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur.   

Berdasarkan statusnya, di wilayah pengaruh KI Kemingking tersedia jalan 

nasional sepanjang 437,14 km, jalan Provinsi sepanjang 585,84 km dan jalan 

kabupaten/kota sepanjang 2.927,48 km.  Data selengkapnya mengenai panjang 

jalan berdasarkan statusnya di wilayah pengaruh KI Kemingking dapat dilihat pada 

Tabel berikut ini. 

Tabel 4. 8 Panjang Jalan Berdasarkan Statusnya di Wilayah Pengaruh 

NO KABUPATEN / KOTA 

STATUS 

NASIONAL 
(km) 

PROVINSI 
(km) 

KAB/KOTA 
(km) 

1. Kota Jambi 68,93 41,28 567,35 

2. Tanjung Jabung Timur - 39,61 632,50 

3. Tanjung Jabung Barat 101,44 129,25 369,99 

4. Muaro Jambi 124,98 139,30 710,00 

5. Batanghari 141,79 236,40 647,64 

 Jumlah 437,14 585,84 2.927,48 
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Gambar 4. 8 Grafik Status Jalan Berdasarkan Kabupaten/kotaDi Wilayah 
Pengaruh (Km) 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kabupaten yang terletak di pantai timur 

Jambi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak memiliki ruas jalan nasional. Hal 

ini tentunya menghambat laju pertumbuhan wilayahnya yang diperkirakan akan 

semakin strategis seiring pengembangan dermaga samudera Muara Sabak sebagai 

outlet transportasi barang dan juga penumpang dari dan ke Provinsi Jambi.   Oleh 

karena itu, dalam RTRW dikemukakan bahwa salah satu prioritas pengembangan 

transportasi jalan raya di Provinsi Jambi adalah peningkatan jaringan jalan beserta 

sarana pendukungnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Tabel 4. 9 Kondisi Ruas Jalan Nasional Wilayah Pengaruh KI Kemingking 

NO. 

LINK 
RUAS JALAN NASIONAL 

Panjang 

SK.Men. 

(km) 

Panjang 

Lapangan 

(KM) 

VCR 
Mantap 

(%) 

001 Bts. Prov. Riau - Merlung           61.22  61.27 0.35 100,00 

002 
Merlung - Bts. Kabupaten 

Tanjab 
          36.05  36.20 0.16 

100,00 

003 
Bts. Kabupaten Tanjab - Sp. 

Tuan 
          35.31  35.45 0.36 

100,00 

005 12 K 
Sp. Pal Sepuluh - Sp. Pal 

Merah - Lingkar Timur I 
          18.57  18,62 0,98 99,46 

005 13 K 
Lingkar Timur I - Lingkar Timur 

Ii - Sijenjang 
            1,75  1,71 1,46 

100,00 

07 Bts. Kota Jambi - Tempino 16,45 16.05 0.70 100,00 

08 Tempino - Bts. Prov. Sumsel 15,69 15.25 0.55 98.69 
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NO. 

LINK 
RUAS JALAN NASIONAL 

Panjang 

SK.Men. 

(km) 

Panjang 

Lapangan 

(KM) 

VCR 
Mantap 

(%) 

013 

Bts. Kabupaten 

Sarolangun/Kabupaten 

Merangin - Sarolangun 

          35.09  34.21 1.59 

100,00 

014 
Sarolangun - Bts. Prov. 

Sumsel 
          30.40  30.43 1.31 

100,00 

015 

Muara Tembesi - Bts. 

Kabupaten 

Batanghari/Kabupaten 

Sarolangun 

          38.75  38.98 0.64 97.41 

016 

Bts. Kab 

Batanghari/Kabupaten 

Sarolangun - Pauh 

          40.03  40.09 0.38 99.75 

017 Pauh - Sarolangun           23.45  23.46 0.45 98.71 

021 
Sei Bengkal - Bts. Kabupaten 

Batanghari/Kabupaten Tebo 
          15.68  15.76 0.27 94.88 

022 

Bts. Kabupaten 

Batanghari/Kabupaten Tebo - 

Muara Tembesi 

          54.52  54.64 0.60 96.51 

023 
Muara Tembesi - Bts. Kota 

Muara Bulian 
          11.03  11.10 0.57 92.08 

023 11 K 
Jln. Muara Tembesi (Muara 

Bulian) 
            4.66  4,66 - 100,00 

024 

Bts. Kota Ma. Bulian - Bts. 

Kabupaten Muaro 

Jambi/Kabupaten Batanghari 

32.29 

32.33 0.52 99.38 

024 11 K 
Jln. Gajah Mada (Muara 

Bulian) 
            4.97  4,98 - 100,00 

025 

Bts. Kabupaten Muaro 

Jambi/Kabupaten Batanghari - 

Sp. Mandalo Darat 

          12.61  12.69 0.73 83.99 

028 

Sp. Tuan - Bts. Kabupaten 

Muaro Jambi / Kabupaten 

Tanjabtim 

            9.86  9.92 0.22 96.95 

029 1 

Bts. Kabupaten Muaro 

Jambi/Kabupaten Tanjabtim - 

Bts. Kabupaten Tanjabtim / 

Kabupaten Tanjabbar 

20.10 

20.34 0.16 82.64 

030 

Sp. Tiga Batara Gas Plant (P. 

Lumut) - Bts. Kota Kuala 

Tungkal 

34.06 

34.53 0.27 88.40 

030 11 K 
Jln. Sultan Thaha (Kuala 

Tungkal) 
            0.20               0,21  - 99,76 

030 12 K Jln. Sudirman (Kuala Tungkal)             0.60               0,62  - 100,00 

030 13 K 
Jln. Sri Sudewi (Kuala 

Tungkal) 
            4.94               4,54  - 97,78 

033 
Sp. Candi Muaro Jambi / Ds. 

Baru - Candi Muaro Jambi 

4.05 
4.04 - 100,00 

039 
Jln. Batanghari Ii - Zona Lima 

(Sp. Pel) 

33.00 
35.62 0.62 84.76 

040 Sp. Zona Lima - Muara Sabak 28.80 29.93 0.62 63.12 



RINGKASAN EKSEKUTIF RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (RPIW)  
KAWASAN INDUSTRI KEMINGKING, PROVINSI JAMBI 

73 
 

NO. 

LINK 
RUAS JALAN NASIONAL 

Panjang 

SK.Men. 

(km) 

Panjang 

Lapangan 

(KM) 

VCR 
Mantap 

(%) 

042 Lubuk Kambing - Merlung 34.72 34.89 0.06 81.41 

 CATATAN:  

 VCR KETERANGAN 

 < 0.60 Arus lancar, volume rendah, kecepatan tinggi 

 0.60 - 0.70 
Arus stabil, kecepatan terbatas, volume sesuai untuk 

jalan luar kota 

 0.70 - 0.80 
Arus stabil, kecepatan dipengaruhi oleh lalu lintas, 

volume sesuai untuk jalan kota 

 0.80 - 0.90 Mendekati arus tidak stabil, kecepatan rendah 

 0.90 - 1.00 
Arus tidak stabil, kecepatan rendah, volume padat 

atau mendekati kapasitas 

 > 1.00 
Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume 

diatas kapasitas, banyak berhenti 

Sumber: Keputusan Menteri PUPR No 248/KPTS/M/2015 Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan 

Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (Jap) Dan Jalan Kolektor-1 (Jkp-1) 

Dilihat dari kondisinya, sebanyak 556,60 km atau 23,22% dari 2.387,08 km jalan di 

Provinsi Jambi adalah dalam kondisi rusak dan 14,70 km (14,70%) lainnya berada 

dalam kondisi rusak berat.  Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batanghari, dan Tanjung 

Jabung Barat adalah wilayah-wilayah dengan jumlah jalan rusak yang cukup besar.   

Adapun wilayah yang banyak didalamnya terdapat jalan dengan kondisi rusak berat 

(nasional dan provinsi) adalah Tanjung Jabung Barat. Lebih lanjut data mengenai 

kondisi jalan berdasarkan statusnya di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel berikut 

ini.  

Tabel 4. 10 Panjang Jalan Nasional dan Provinsi Menurut Status dan Kondisi Jalan di 
Wilayah Pengaruh 

KABUPATEN/KOTA STATUS JALAN 
BAIK 
(km)  

SEDANG 
(km)  

RUSAK 
(km)  

RUSAK 
BERAT 

(km) 

JUMLAH 
(km)  

Batang Hari Nasional  68,50 29,02 19,85 5,63 123,01 

 Provinsi  39,34 55,27 49,10 36,08 179,80 

Muaro Jambi Nasional  64,76 27,43 18,77 5,33 116,29 

 Provinsi  15,24 21,42 19,03 13,98 69,67 

Tanjung Jabung 
Timur 

Nasional  - - - - - 

 Provinsi  28,45 39,98 35,52 26,10 130,05 

Tanjung Jabung 
Barat  

Nasional  52,32 22,16 15,16 4,30 93,95 

 Provinsi  57,38 80,62 71,62 52,63 262,26 

Kota Jambi Nasional  22,71 - - - 22,71 

 Provinsi  9,03 12,69 11,27 8,29 41,28 

Jumlah Nasional  208,29 78,61 53,78 15,26 355,96 

 Provinsi     149,44  209,98 186,54 137,08 683,06 

 



RINGKASAN EKSEKUTIF RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (RPIW)  
KAWASAN INDUSTRI KEMINGKING, PROVINSI JAMBI 

74 
 

Sementara itu jika dilihat dari kelas jalannya, maka diketahui bahwa kelas jalan arteri 

di Wilayah Pengaruh KI Kemingking adalah sepanjang 820,40 km sedangkan jalan 

kolektor sepanjang 1.556,68 km.  Sementara itu tidak ada informasi tentang jalan 

lokal. Lebih lanjut data mengenai panjang jalan berdasarkan fungsi di masing-masing 

kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4. 11 Panjang Jalan Menurut Fungsi Jalan Wilayah Pengaruh 2003-2007 (Km) 

KABUPATEN/KOTA ARTERI KOLEKTOR LOKAL JUMLAH 

Batang Hari 123,01 179,80 - 302,81 

Muaro Jambi 116,29 69,67 - 185,96 

Tanjung Jabung Timur - 130,05 - 130,05 

Tanjung Jabung Barat 93,95 262,26 - 356,21 

Kota Jambi 22,71 41,28 - 63,99 

Jumlah 820,40 1.566,68 - 2.387,08 

 

Gambar 4. 9 Grafik Fungsi Jalan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Wilayah Pengaruh (Km) 
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Gambar 4. 10 Peta Jaringan Jalan  Wilayah Pengaruh KI Kemingking 

Sumber : BPJN Provinsi Jambi 

 

4.3. PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DAN 

PERUMAHAN  

1. Kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan SPAM 

Kondisi penyediaan air minum yang disampaikan disini adalah berdasarkan pada 

data infrastruktur terbangun status Desember 2020. Prasarana air baku WS 

Batanghari pada sisi hilir yang paling akhir adalah jaringan distribusi kepada 

pengguna/masyarakat, dalam hal ini diwakili dengan keberadaan kantor PDAM. 

Kantor PDAM yang menggunakan WS Batanghari sebagai sumber air baku tersebar 

di 8 (delapan) kabupaten/kota di daratan Pulau Sumatera dengan debit terbesar 

adalah 0,406 m3/dt (406 lt/dt) yaitu PDAM Tirta Sakti di Kabupaten Kerinci. Berikut 

ini tabel rincian prasarana air baku WS Batanghari di tiap kabupaten/kota. 
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Tabel 4. 12 PDAM di Wilayah Pengaruh KI Kemingking 

NO. LOKASI 
KOTA / 

KABUPATEN 
SUB-DAS 

DEBIT 

(Mᵌ/DTK) 

1 PDAM Kota. Jambi Tirta Mayang Kota Jambi Sub DAS Sei Pijoan 1,080 

2 PDAM Kabupaten Batang Hari 

Tirta Batang Hari 

Batanghari Sub DAS Bulian 0,170 

3 PDAM Kabupaten Muaro Jambi 

Tirta Muaro Jambi 

Muaro Jambi Sub DAS Sei Pijoan 0,140 

Sumber : Draft Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Batanghari, 2021 

Kondisi Infratruktur SPAM di Wilayah Pengaruh KI Kemingking selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. 13 Kondisi SPAM di Kawasan Pengaruh KI Kemingking 

No.  Kabupaten/Kota 
Kapasitas (L/dt) 

Pelayanan 
Cakupan 
Layanan Terpasang Produksi Idle 

1 
Kabupaten 
Tanjung Jabung 
Barat 

394 222 173 
Kec. Kuala Tungkal, Muara Papalik, 
Merlung, Pelabuhan Dagang, Batang 
Asam, Teluk Nilau, Sungai Rambai 

9,79% 

2 
Kabupaten 
Batang Hari 

335 170 165 
Kec. Muara Bulian, Sridadi, Terrusan 
Sebrang, Lubuk Ruso, Sungai Baung, 
Simpang Terusan, Rambutan Mersam 

24,53% 

3 
Kabupaten 
Tanjung Jabung 
Timur 

268 195 73 
Kec. Sengeti, Metro Mendalo, Talang 
Duku, Sukernan, Candi, Tangkit Baru, 
Tanjung  

11,44% 

4 
Kabupaten 
Muaro Jambi 

295 186 109 
Kec. Muara Sabak, Pelabuhan Samudera, 
Sadu, Sabak Timur, Geragai, Pemusiran, 
Kuala Simbur, Simbur Naik 

13,72% 

5 Kota Jambi 1430 1303 127 
Kec. Telanaipura, Kota Baru, Jambi 
Timur, Jambi Selatan, Pasir Panjang, 
Danau Teluk, Tanjung Johor 

65,19% 

Sumber : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi 

 

2. Kondisi Pengelolaan Limbah Domestik 

Sistem penyehatan air limbah mencakup sistem pengolahan limbah cair rumah 

tangga dan lumpur tinja serta sistem pengelolaan sampah. Pertimbangan kebutuhan 

sistem penyehatan lingkungan didasari pada potensi produksi air limbah dan NSPK 

bidang penyehatan lingkungan permukiman.  

Tabel 4. 14 Kondisi Infrastruktur IPLT Wilayah Pengaruh KI Kemingking 

No. Nama Lokasi 
Kapasitas 
(m3/hari) 

Kondisi 
IPLT 

Sistem 
pengolahan Area Pelayanan 

1. 
IPLT Muara Bulian 
(Kabupaten Batang Hari) 

Kel. Muara Bulian 10 Baik 
- Kel. Muara Bulian 

dan sekitarnya 

2. 
IPLT Muaro Sabak Barat 
(Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur) 

Kec. Muaro Sabak 
Barat 

4 Baik 
Solid 
Separated 

Kec. Muaro 
Sabak Barat dan 
sekitarnya 
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No. Nama Lokasi 
Kapasitas 
(m3/hari) 

Kondisi 
IPLT 

Sistem 
pengolahan Area Pelayanan 

3. 
IPLT Talang Bakung 
(Kabupaten Muaro 
Jambi) 

Desa Tangkit 80 Baik 
Kolam 
Stabilisasi 

Kota Jambi dan 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Sumber : Pemuktahiran Database Persampahan – Jambi, BPPW 2021 
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3. Kondisi Pengelolaan Persampahan Kabupaten Muaro Jambi 

Infrastruktur persampahan di kabupaten Muaro Jambi yang ada saat ini adalah TPA 

Bukit Baling. Tingkat layanan persampahan di Kabupaten Muaro Jambi baru 

mencapai 17% untuk penanganan langsung khusunya di daerah komersil yaitu baru 

di Kecamatan Sekernan, Kumpeh, Jambi Luar Kota, Sungai Gelam, sedangkan 

kecamatan lain belum terlayani. Untuk wilayah perkantoran di Kabupaten Muaro 

Jambi sepenuhnya telah terlayani dengan baik. Sampah yang dihasilkan penduduk 

di perkampungan masih dikelola sendiri oleh warga sekitar dengan cara tradisional 

dengan dibakar. 

Tabel 4. 15 Jumlah Penduduk Perkotaan Yang Terlayani Persampahan Tahun 2020 

Jumlah Penduduk Total Kabupaten Muaro Jambi 432.305 Jiwa 

Jumlah Penduduk Perkotaan 133.442 Jiwa 

Jumlah penduduk Perkotaan Terlayani 75.999 Jiwa 

Volume Sampah Penduduk TPAL (2,4 l/org/hari) 389.650 m3/Tahun 

Volume Sampah penduduk yang masuk ke TPA 

(m3/tahun) 
66.575 m3/Tahun 

Tingkat Pelayanan Persampahan Kabupaten  17%  
Sumber : Dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Muaro Jambi 

Kabupaten Muaro Jambi telah mempunyai TPA yang terletak di Bukit Baling di 

Kecamatan Sekernan, dimana kondisinya saat ini sudah sanitary landfill dari bantuan 

APBN. TPA tersebut telah dihibahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro 

Jambi dengan luas areal ±. 10 Hektar dan luas landfill 1 Hektar dan telah berumur 

operasi 4 tahun. (Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman KabupatenMuaro Jambi) 

 



RINGKASAN EKSEKUTIF RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (RPIW)  
KAWASAN INDUSTRI KEMINGKING, PROVINSI JAMBI 

79 
 

 

4. Kondisi Pengelolaan Persampahan Wilayah Pengaruh 

Kondisi TPA di Wilayah Pengaruh KI Kemingking selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4. 16 Kondisi Infrastruktur TPA di Wilayah Pengaruh KI kemingking 

No. Nama TPA Lokasi 
Luas 
TPA 
(Ha) 

Kapasitas 
(m3) 

Sistem 
Pengolahan 

Area Pelayanan 

1. 

TPA Lubuk 
Terentang 
(Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat) 

Desa 
Lubuk 
Terentang 

9,8 686 
Sanitary 
Landfill 

Kec. Tungkal Ilir, 
betara, Bramitan  

2. 
TPA Muara Bulian 
(Kabupaten Batang 
Hari) 

Kel. Muara 
Bulian 

12,42 869.400 
Sanitary 
Landfill 

Kec. Muara tembesi, 
Muara Bulian, Maro 
sebo 

3. 

TPA Tanjung Jabung 
Timur (Kabupaten 
Tanjung Jabung 
Timur) 

Kel. Parit 
Culum Satu 

8 560.000 
Sanitary 
Landfill 

Kec. Sabak Timur, 
Sabak Barat, Geragai, 
Kuala Jambi, Nipah 
Panjang 

4. 
TPA Bukit Baling 
(Kabupaten Muaro 
Jambi) 

Desa Bukit 
Baling 

10 700.000 
Sanitary 
Landfill 

Kec. Sekeman, 
Kumpeh, Jambi Luar 
Kota, Sungai Gelam 

5. 
TPA Talang Gulo 
(Kota Jambi) 

Kel. Kenali 
Asam 
Bawah 

31,3  2.191.000 
Sanitary 
Landfill 

Seluruh kec di Kota 
Jambi 

 

Gambar 4. 11 Kondisi Kondisi TPA di Wilayah Pangaruh 

Sumber : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi 
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5. Penataan Kawasan Kumuh Kabupaten Muaro Jambi 

Kekumuhan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar terdapat pada 

sekitar pusat kota dan dengan karakteristik penghuni adalah penduduk pendatang. 

Luas Total kawasan kumuh di Kabupaten Muaro Jambi lebih kurang adalah 216,14 

Ha yang tersebar pada seluruh Kabupaten Muaro Jambi. Penanganan kawasan 

kumuh merupakan target prioritas pemerintah dalam RPJMN hingga 2024, sehingga 

pada akhir tahun diharapkan jumlah kawasan kumuh menjadi 0 Ha. 

Tabel 4. 17 Lokasi Kawasan Kumuh KI Kemingking 

No Nama Kawasan Lokasi Luas (Ha) 

1. Kecamatan Jambi Luar 

Kota 

Kelurahan Pijoan 26,96 

2. Kecamatan Kumpeh Ulu Desa Pudak 97,94 

3. Kecamatan Kumpeh Ulu Desa Muaro Kumpeh 73,77 

4. Kecamatan Sekernan Kelurahan Sengeti 17,47 

Total  216,14 
Sumber: SK Bupati Muaro Jambi  No. 641 ,2019 

 

6. Kondisi Perumahan Wilayah Pengaruh 

Permasalahan berkaitan dengan penyediaan rumah layak huni di Pulau Sumatera 

dihadapkan pada kondisi kemiskinan. Kondisi kemiskinan yang sangat dalam 

menyebabkan akses akan rumah layak huni menjadi sangat terbatas. Terbatasnya 

akses masyarakat di Pulau Sumatera  akan rumah layak huni tercermin dari kondisi 

rumah tidak layak huni yang cukup besar proporsinya pada masing-masing 

kabupaten. 

Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada wilayah pengaruh cukup tinggi. 

Berdasarkan pada data Ditjen. Penyediaan Perumahan tahun 2017, jumlah RTLH di 

wilayah pengaruh mencapai 74.589 unit rumah. Kondisi rumah tidak layak huni ini 

tentu harus menjadi perhatian, apabila kondisi ini dibiarkan dan permintaan rumah 

semakin meningkat akibat perkembangan KI Kemingking dan sekitarnya maka 

kondisi ini akan menyebabkan potensi munculnya kekumuhan baru. 

Tingginya angka kekurangan rumah (Backlog) tidak terlepas dari kemampuan 

masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni yang terjangkau secara ekonomi. 

Faktor kemiskinan menjadi pemicu utama tingginya angka backlog. Pada Wilayah 

Pangaruh pada tahun 2017, total angka backlog mencapai 90.709 unit rumah 

dengan angka backlog tertinggi ada di Kota Jambi.  
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Tabel 4. 18 Jumlah Rumah Backlog di Wilayah Pengaruh 

NO KABUPATEN/KOTA BACKLOG (KK) RTLH (UNIT) 

1 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 10.098 2.466 

2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 4.470 2.477 

3 Kota Jambi 47.857 6.538 

4 Kabupaten Batanghari 8.619 57.818 

5 Kabupaten Muaro Jambi 19.665 5.290 

Jumlah 90.709 74.589 

Sumber: ertlh.perumahan.go.id 

 
4.4. PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR NON-PUPR 

Selain infrastruktur PUPR, terdapat infratsruktur non-PUPR yang mendukung wilayah 

KI dan sekitarnya. Infrastruktur non PUPR yang ada saat ini meliputi bandara, 

pelabuhan, serta pembangkit listrik. 

1. Listrik 

Pada wilayah pengaruh KI Kemingking terdapat 5 (lima) Gardu Induk (GI) eksisting 

yaitu GI Muara Sabak, GI Aur Duri, GI Muara Bulian, dan GI New Aur Duri, serta 

terkoneksi dengan SUTT 150 KV (incomer  - Dolok Sanggul, Ulubelu – Incomer, dan 

Martebe – Padang Sidempuan). Disamping itu dalam RUPTL PT. PLN telah 

direncanakan pembangunan PLTBg kapasitas 2,2 MW di Kabupaten Muaro Jambi. 

2. Telekomunikasi 

Dalam konteks dukungan infrastruktur untuk KI Kemingking menuju industri 4.0 maka 

jaringan telekomunikasi yang dibahas dalam dokumen RPIW ini adalah rencana 

jaringan bergerak satelit dalam kaitannya dengan rencana penyediaan pitalebar/ 

broadband sebagaimana dijelaskan dalam  Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 

2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia atau Indonesia Broadband Plan tahun 

2014-2019. 

Rencana Pitalebar Indonesia 

Pitalebar dalam Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 didefinisikan sebagai akses 

internet dengan jaminan konektivitas selalu tersambung, terjamin ketahanan dan 

keamanan informasinya serta memiliki kemampuan triple-play dengan kecepatan 

minimal 2 Mbps untuk akses tetap (fixed) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile).  

Dalam lima tahun ke depan (2019), pembangunan pitalebar nasional direncanakan 

dapat memberikan akses tetap di wilayah perkotaan ke 71% rumah tangga (20 Mbps) 

dan 30% populasi, serta akses bergerak ke seluruh populasi (1 Mbps). Adapun di 
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wilayah perdesaan, prasarana pitalebar akses tetap diharapkan dapat menjangkau 

49% rumah tangga (10 Mbps) dan 6% populasi, serta akses bergerak ke 52% 

populasi (1 Mbps).  

Program Unggulan Pitalebar  

Sebagai langkah awal, Program Unggulan yang mendorong pembangunan pitalebar 

nasional telah ditetapkan. Program Unggulan tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok, 

yaitu (1) Konektivitas Ekonomi, yang terdiri atas Proyek Ring Palapa, Pipa 

Bersama, dan Proyek Percontohan Konektivitas Nirkabel untuk Pitalebar Perdesaan; 

(2) Konektivitas Pemerintah dalam bentuk Jaringan dan Pusat Data Pemerintah 

Terpadu; dan (3) Pendorong (enabling) yang terdiri atas Reformasi Dana Kewajiban 

Pelayanan Universal (Universal Service Obligation) serta Pengembangan Sumber 

Daya Manusia dan Industri TIK Nasional. Dalam konteks dukungan infrastruktur 

telekomunikasi bagi Kawasan industri maka dokumen RPIW KI Kemingking ini hanya 

akan membahas program unggulan proyek ring palapa. 

Program Unggulan merupakan program yang keberadaannya sangat dibutuhkan 

karena memiliki dampak yang luas dan memberikan landasan bagi program lain 

untuk berjalan. Program Unggulan dapat berbentuk proyek yang diimplementasikan 

secara masif dan dapat berbentuk proyek percontohan.  

Sebagai contoh, proyek Ring Palapa sebagai tulang punggung nasional akan 

menentukan kualitas konektivitas baik antar maupun dalam pulau dan Koridor 

Ekonomi. Pipa Bersama (Shared Duct) sebagai contoh lain, merupakan suatu proyek 

yang berorientasi efisiensi pendanaan. Pipa ini dapat menampung berbagai 

prasarana serat optik yang dibangun oleh multi operator telekomunikasi. Proyek 

sejenis diharapkan dapat menjadi permulaan bagi proyek multi prasarana, seperti 

listrik, air bersih, dan gas.  

Proyek Palapa Ring 

Pembangunan Ring Palapa sebagai tulang punggung serat optik nasional 

berkapasitas sangat tinggi dengan orde mencapai satuan Terrabit per detik sudah 

lama tertunda sejak peluncuran inisiasi proyek tahun 2005. Ring Palapa bertujuan 

untuk menghubungkan seluruh kabupaten/kota baik di wilayah komersial maupun 

non komersial. Melalui proyek serat optik Ring Palapa, diperkirakan akan terjadi 

lonjakan kebutuhan trafik khususnya ke dan dari wilayah yang saat ini masih bersifat 

non komersial. Pengalaman serupa telah dialami oleh Indonesia. Melalui Sistem 

Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa, trafik beberapa wilayah di Indonesia 
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Bagian Timur yang saat itu belum pernah dapat berhubungan langsung dengan 

Jakarta sebelumnya meningkat hingga puluhan sambungan, sehari setelah SKSD 

Palapa operasional.  

Bekerja sama dengan PT Palapa Ring Barat, PT LEN Telekomunikasi Indonesia, PT 

Palapa Timur Telematika, pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah 

menuntaskan pembangunan jaringan serat optik nasional di seluruh ibukota 

kabupaten/kota di Indonesia pada bulan Agustus 2019. 

Gambar 4. 12 Jaringan Palapa Ring Indonesia 

Sumber: Indonesia Broadband Plan tahun 2014-2019. 

Palapa Ring secara bertahap akan memeratakan kecepatan internet di seluruh 

Indonesia dengan disparitas harga yang semakin kecil antara wilayah di Jawa dengan 

wilayah di luar pulau Jawa. Instalasi akhir Palapa Ring antara lain di Wamena 

(Kabupaten Jayawijaya), Kenyam (Kabupaten Nduga), dan Oksibil (Kabupaten 

Pegunungan Bintang) menyempurnakan penyelesaian Palapa Ring Timur yang 

menghubungkan 35 kabupaten/kota layanan dan 16 kabupaten/kota interkoneksi di 

wilayah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku  dengan panjang 

4.426 kilometer di laut dan 2.452 kilometer di darat. 

Kondisi jaringan Internet Kabupaten Muaro Jambi 

Jaringan internet di era digital seperti sekarang ini merupakan kebutuhan yang 

penting bagi masyarakat, mulai dari masyarakat perkotaan hingga masyarakat desa. 

Namun di era digital seperti saat ini masih ada beberapa titik di wilayah kabupaten 
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Muaro Jambi yang kurang bahkan belum ada jaringan internet, hal ini tentu menjadi 

kendala di tengah masyarakat. Ada tiga kecamatan dan empat desa yang tidak ada 

akses sinyal internet atau blank spot jaringan, yaitu di Kecamatan Kumpe Ilir, antara 

lain Desa Londran, Rondang, dan Manis Mato, Kecamatan Bahar Selatan, Desa 

Tanjung Lebar dan Kecamatan Jambi luar kota di Desa Danau Sarang Elang. 

1. Infrastruktur Perhubungan 

Perhubungan Laut 

Infrastruktur perhubungan laut di Provinsi Jambi berdasarkan rencana induk 

pelabuhan (KM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan 

Nasional) meliputi : a) Pelabuhan Talang Duku, b) Pelabuhan Muara Sabak, dan c) 

Pelabuhan Kuala Tungkal. 

Tabel 4. 19 Data Pelabuhan Talang Duku 

NO URAIAN KETERANGAN 

1. Lokasi Desa Talang Duku Kabupaten Muara Jambi 

2. Kelas/Hierarki Peran dan Fungsi Pelabuhan Nasional 

3. Status Pelabuhan yang diusahakan (PT. Pelindo II) 

4. Master plan Ada 

5. Tanah Lahan Pelabuhan 50 Ha 

6. Alur Pelayaran  

 a. Panjang 84,50 Mil 

 b. Lebar 100 m2 

 c. Kedalaman Pasang = 9, 00 meter  ;   Surut = 6,00 meter 

 

 
 

 

Pelabuhan Muara Sabak atau yang lazimnya disebut masyarakat sebagai Pelabuhan 

Samudera terletak di Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada posisi 

1°7’16.56”LS dan 103°50’50.76” BT, berjarak kurang lebih 130 km dari Kota Jambi. 

Letaknya yang berada dekat dengan laut lepas menjadikannya sangat strategis untuk 

jalur masuk dan keluar kapal di Provinsi Jambi. Pelabuhan Muara Sabak merupakan 

salah satu pelabuhan pengumpul yang ada di Provinsi Jambi. Pelabuhan yang 
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berhadapan dengan Selat Berhala dan terhubung langsung ke Selat Malaka ini 

merupakan dermaga laut terbesar di Provinsi Jambi, yang dapat disandari kapal 

berbobot hingga 500 DWT. Pelabuhan Muara Sabak merupakan salah satu 

Pelabuhan Pengumpul yang ada di Provinsi Jambi. 

Tabel 4. 20 Data Pelabuhan Muara Sabak 

NO URAIAN KETERANGAN 

1. Lokasi Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur 

2. Kelas/Hierarki Peran dan Fungsi Pelabuhan Nasional 

3. Status Pelabuhan yang diusahakan (PT. Pelindo 
II) 

4. Master plan Ada 

5. Tanah Lahan Pelabuhan 400 Ha 

6. Luas Pelabuhan 100 Ha 

7. Alur Pelayaran  

 a. Panjang 11,50 Mil ke Ambang Luar 

 b. Lebar 100 m2 

 c. Kedalaman Pasang = 9, 00 meter  ;   Surut = 6,00 
meter 

 

 

Sumber: Database Pelayanan Angkutan Provinsi Jambi Tahun 2008 

 

Tabel 4. 21 Data Pelabuhan Kuala Tungkal 

NO URAIAN KETERANGAN 

1. Lokasi Sungai Itik Kecamatan Sadu, Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur 

2. Kelas/Hierarki Peran dan Fungsi Pelabuhan Nasional 

3. Status Pelabuhan yang diusahakan (PT. Pelindo 
II) 

4. Master plan Belum Ada 

5. Alur Pelayaran  

 a. Panjang 5,50 Mil 

 b. Lebar 100 m 

 c. Kedalaman Pasang = 7, 00 meter  ;   Surut = 4,00 
meter 
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NO URAIAN KETERANGAN 

 

  

 

Selain tiga pelabuhan yang diusahakan tersebut, terdapat dua pelabuhan lain yang 

tidak diusahakan, yakni Pelabuhan Kuala Mendahar dan Pelabuhan Nipah 

Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.  Keduanya adalah pelabuhan berkelas 

regional. 

Perhubungan Udara 

Infrastruktur perhubungan udara di Provinsi Jambi terdiri dari : 

1. Bandar Udara Pengumpul Sultan Thaha (Kota Jambi) 

2. Bandar udara Pengumpan Muara Bungo (Kabupaten Bungo) 

3. Bandar udara Perintis Depati Parbo (Kabupaten Krinci)  

Dari 3 bandara tersebut yang dapat terdekat dan dapat difungsikan sebagai hub 

distribusi KI Kemingking adalah Bandar Udara Sultan Thaha Syaifuddin (STS) di Kota 

Jambi, dengan profil pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4. 22 Data Umum Bandara Sultan Thaha Jambi 

NO URAIAN KETERANGAN KONSTRUKSI KONDISI 

1. Lokasi Kota Jambi (Jarak 7 km)   

2. Pengelola PT. (Persero) Angkasa 
Pura II 

  

3. Jam Operasi 23.00 UTC – 11.00 UTC   

4. Kemampuan 
Operasi 

Boeing 747-400 
(Restricted) 
Airbus A319 dan A320 
(Restricted) 

  

5. Pelayanan PLLU APP (Approach Controller)   

6. Koordinat 01.38 S   103.38 E   

7. Elevasi 25 m   

8. Runway    

 a. Panjang 2.200 m   

 b. Lebar 30 m   

 c. Luas 66.000 m2   

 d. Kekuatan PCN 29 PC x T.106.000   

 e. Konstruksi Aspal concrete   

 f. Kondisi Baik   

9. Taxi Way 92 x 23 m   

10. Apron 268 x 76 m   
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NO URAIAN KETERANGAN KONSTRUKSI KONDISI 

11. Helipad 16 x 16 m   

12. Ruang 
Keberangkatan 

780 m2 Permanen Baik 

13. CIP 175 m2 Permanen Baik 

14. Jumlah Tempat 
Duduk 

250 buah Permanen Baik 

15. Ruang Kedatangan 370 m2 Permanen Baik 

16. Bagage Handling 220 m2 Permanen Baik 

17. Ruang Check In 336 m2 Permanen Baik 

18. Ruang Pengantar 184,8 m2 Permanen Baik 

19. Ruang Khusus VIP 
Pemda 

962,3 m2 Permanen Baik 

20. Ruang Security 24 m2 Permanen Baik 

21. Toilet 134 m2 Permanen Baik 

22. CIP 20 orang (kap) Permanen Baik 

23. Executive Lounge 30 orang (kap) Permanen Baik 

24. Karantina 24 m2 Permanen Baik 

25. Kantin 105 m2 Permanen Baik 

26. Tempat Parkir 7.472 m2 Aspal 
Penetrasi 

Baik 

 Hot Spot Internet    

 

Fasilitas bangunan bandar udara 

Sultan Thaha dalam kondisi yang 

relatif baik.  Gedung terminal lama 

yang dibangun tahun 1959 memiliki 

kondisi yang masih cukup bagus 

(98%).  Battery room yang dibangun 

pada tahun 1973 memiliki kondisi 

yang kurang baik (55%).  Fasilitas bangunan yang lainnya masih dalam kondisi yang 

relatif masih baik (69,75-89%). 

Adapun perkembangan kegiatan operasional angkutan udara baik penumpang dan 

barang meliputi: 

a. Jumlah pesawat datang/berangkat 3.284 penerbangan per tahun; 

b. Jumlah penumpang datang 344.373 orang dan berangkat 359.761 orang per 

tahun; 

c. Jumlah bongkar bagasi 3.238.930 kg dan muat 3.102.666 kg per tahun; dan 

d. Jumlah bongkar barang 2.675.880 kg dan muat 1.226.022 kg per tahun. 

Melihat kondisi kegiatan operasional bandara Sultan Thaha ini dapat disimpulkan arus masuk orang 

maupun barang lebih besar dibandingkan dengan arus keluarnya. Hal ini memberikan indikasi bahwa 

pemanfaatan bandara sebagai prasarana transportasi barang belum optimal. 

 

Transportasi Sungai  
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Dermaga atau pelabuhan adalah merupakan salah satu prasarana angkutan sungai. 

Dermaga yang ada di sekitar Wilayah Sungai Batanghari digunakan sebagai 

prasarana sungai baik regional maupun lokal, terutama untuk memudahkan 

pergerakan penduduk dan barang. Angkutan barang sebagai prasarana yang banyak 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk, terutama dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat sehari-hari.  Dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional KP 

432 Tahun 2017, terdapat beberapa simpul pelabuhan sungai di Provinsi Jambi baik 

yang sudah beroperasi maupun masih dalam rencana pengembangan.  

Tabel 4. 23 Pelabuhan Sungai di Provinsi Jambi 
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BAB 5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 
 

 

Permasalahan dan isu starategis merupakan rumusan potensi dan kendala (termasuk 

limitasi/daya dukung dan daya tampung) yang harus ditangani serta potensi yang 

dapat memberikan dampak dan pengaruh signifikan terhadap arahan kebijakan 

pengembangan wilayah serta dukungan infrastruktur PUPR untuk kawasan industri. 

 

5.1. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG 

1. Kerawanan Pangan 

Kondisi kerawanan pangan pada tiap kabupaten/kota diukur melalui peringkat Indeks 

Ketahanan Pangan (IKP). Di Indonesia Lembaga yang berwenang mengukur IKP ini 

adalah Badan Ketahanan Pangan. Badan ini pada tahun 2020 telah menyusun IKP 

Nasional dengan unit analisis tingkat kabupaten/kota.  

2. Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 

Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut: 

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih.  

2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.  

3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 

65 persen terhadap total pengeluaran.  

4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.  

5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun.  

6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.  

7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan 

penduduk.  

8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).  

9. Angka harapan hidup pada saat lahir.  

 

3. Hasil Perhitungan IKP 

Hasil perhitungan IKP 2020 berdasarkan 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan 8 

indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan 

memberikan gambaran peringkat pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah 
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(kabupaten, kota dan provinsi) dibandingkan dengan wilayah lainnya. Secara umum 

wilayah Indonesia bagian barat memiliki nilai IKP lebih baik dibandingkan dengan 

Indonesia bagian timur. Berikut ini adalah IKP kabupaten/kota di wilayah 

pengaruh/hinterland KI Kemingking. 

Tabel 5. 1 Peringkat Dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2020 
Kabupaten/Kota Wilayah Pengaruh 

NO. KABUPATEN/KOTA PERINGKAT IKP 

1. Kota Jambi 49 76,90 

2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 292 69,53 

3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 315 66,92 

4. Kabupaten Batanghari 330 65,53 

5. Kabupaten Muaro Jambi 345 60,53 

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Nasional tahun 2020, Badan Ketahanan Pangan, Kementan 

 

Dengan mencermati hasil IKP tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi 

ketahanan pangan kabupaten/kota di wilayah pengaruh/hinterland KI Kemingking 

tidak cukup bagus bila dibandingkan dengan kondisi ketahanan pangan 

kabupaten/kota secara nasional.  

4. Kerawanan Air 

Tingkat kerawanan air pada suatu wilayah dapat dilihat dari hasil analisa neraca 

airnya. Perhitungan neraca air dilakukan melalui simulasi berbasis spasial dengan 

memperhatikan posisi sumber air (ketersediaan air) pada Daerah Aliran Sungai 

(DAS) dan posisi kebutuhan/demand untuk RKI (permukiman dan sarana perkotaan), 

irigasi dan KI Kemingking.  

Hasil simulasi menunjukkan bahwa neraca air WS Batanghari, persentase 

pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi, domestik dan non domestik (permukiman dan 

sarana perkotaan) serta KI Kemingking pada tahun 2020 rata-rata tercukupi 100%. 

Dengan kenaikan kebutuhan air berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 

rencana sampai dengan 2040, DAS Batang Hari masih dapat memenuhi kebutuhan 

air baku untuk RKI atau irigasi dan KI Kemingking. 

5. Kerawanan Bencana Alam 

a. Kerawanan bencana alam yang ada di wilayah pengaruh/hinterland Ki 

Kemingking meliputi potensi bencana banjir, bencana abrasi pantai dan 

kemiringan lahan kritis. 

b. Luas kerawanan banjir di wilayah pengaruh/hinterland KI Kemingking meliputi 

luas 1.671.306 hektar dengan kategori tinggi. Luas banjir terbesar berada di 

Kabupaten Muaro Jambi (+/-30%). KI Kemingking dan sekitarnya berada 

dalam kategori kerawanan sedang hingga tinggi. 
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c. Wilayah pengaruh KI Kemingking di dominasi oleh  zona kerentanan gerakan 

tanah sangat rendah, sedangkan lokasi KI Kemingking dan sekitarnya berada 

pada zona kerentanan gerakan tanah rendah. 

d. Daya rusak air terkait kerawanan abrasi pantai di wilayah pengaruh/hinterland 

KI Kemingking, utamanya berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 

dengan panjang pantai hingga 12 km. Lokasi abrasi pantai ini ada di pantai 

Air Hitam (7 km) dan pantai Cemara (5 km). 

e. Kondisi kemiringan lahan di Provinsi Jambi di dominasi oleh kemiringan/lereng 

0-2% (seluas 43,42% dari wilayah provinsi) dan kemiringan/lereng 2-8% 

(seluas 44,13% dari wilayah provinsi). Kelerengan kategori sedang yaitu 8-

25% seluas 9,25%. Kelerengan kategori rawan yaitu 25% s/d > 40% seluas 

3,20%. Dengan kondisi ini maka dapat disimpulkan tersedianya lahan yang 

aman (87,55%) untuk dibangun di Provinsi Jambi cukup berlimpah. 

6. Kepadatan Penduduk Brutto dan Netto 

Tingkat kelayakan/kenyamanan suatu wilayah salah satunya dapat diukur dari tingkat 

kepadatan penduduknya. Kepadatan riil yang menunjukkan daya dukung dan daya 

tampung suatu wilayah adalah kondisi kepadatan netto, yaitu kepadatan penduduk 

dalam wilayah yang memungkinkan untuk dibangun (+/- 60% dari total wilayah). 

Asumsi ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa RTRW Kabupaten Muaro Jambi 

telah merencanakan kawasan berfungsi lindung sebesar +/- 44%. 

Berikut ini adalah kepadatan brutto dan netto di tiga kecamatan yang terdekat serta 

wilayah kabupaten/kota yang terkait rantai pasok dan distribusi KI Kemingking. 

Tabel 5. 2 Kepadatan Brutto Dan Netto Wilayah Penyangga Dan Wilayah 

Pengaruh/Hinterland  KI Kemingking, Tahun 2020 dan Tahun 2030 

NO. WILAYAH 

KEPADATAN TAHUN 2020 KEPADATAN TAHUN 2030 

BRUTO 

(Jiwa/Ha) 

NETTO 

(Jiwa/Ha) 

GAP (%) 
BRUTO 

(Jiwa/Ha) 

NETTO 

(Jiwa/Ha) 
GAP (%) 

1. Kec. Kumpeh ulluh 2,24 3,73 39,95% 2,47 4,11 66,66% 

2. Kec. Taman Rajo 0,33 0,56 41,07% 1,32 2,20 66,67% 

3. Kec. Maro Sebo 0,78 1.30 40,00% 1,71 2,85 66,67% 

4. 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

0,74 1,24 40,32% 1,17 1,95 66,67% 

5. 
Kabupaten Tanjong 
Jabung Barat 

0,64 1,07 40,19% 0,74 1,23 66,22% 
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NO. WILAYAH 

KEPADATAN TAHUN 2020 KEPADATAN TAHUN 2030 

BRUTO 

(Jiwa/Ha) 

NETTO 

(Jiwa/Ha) 

GAP (%) 
BRUTO 

(Jiwa/Ha) 

NETTO 

(Jiwa/Ha) 
GAP (%) 

6. 
Kabupaten Tanjong 
Jabung Timur 

0,47 0,78 39,74% 0,48 0,80 66,67% 

7. 
Kabupaten 
Batanghari 

0,55 0,92 40,22% 0,54 0,90 66,67% 

8. Kota Jambi 35,52 59,19 39,99% 38,35 63,91 66,65% 

 Catatan: 

Dalam RTRW Kabupaten Muaro Jambi direncanakan luas Kawasan lindung +/- 
44% dari total luas wilayahnya. 

Pada perhitungan kepadatan netto luas wilayah budidaya diperhitungkan 
sebesar 60% dari luas total wilayah 

 Kepadatan Bruto = Jumlah Penduduk dibagi luas wilayah total 

 Kepadatan Netto = Jumlah Penduduk dibagi luas wilayah budidaya 

Sumber: Hasil analisis 2021 

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan kecamatan dan kabupaten/kotayang 

mengalami kenaikan kepadatan penduduk cukup signifikan adalah Kecamatan 

Kumpeh Ulu (gap naik 26,71%), Kecamatan Maro Sebo (gap naik 26,67%), 

Kabupaten Tanjabtim (gap naik 26,93%), dan Kota Jambi (gap naik 26,66%). 
 

5.2. POTENSI 
1. Fisik Wilayah 

Potensi Kondisi Alam 

1. Geologi susunan batuan di wilayah Provinsi Jambi terdiri dari: endapan 

permukaan, batuan sedimen, batuan malihan, batuan gunung api dan batuan 

terobosan yang berpotensi untuk pengembangan komoditas perkebunan, 

pertanian dan batu bara. Sebaran Komoditas tersebut di beberapa kabupaten 

yaitu: 

b) komoditas unggulan karet dan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi dan 

Kabupaten Batanghari; 

c) komoditas unggulan kopi dan kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur; dan 

d) komoditas unggulan pertambangan (optmalisasi produksi batubara) di 

Kabupaten Muaro Jambi. 

2. WS dan DAS Batanghari memiliki luas lebih dari 4,4 juta hektar dengan potensi 

yang melimpah sebagai sumber air baku untuk industry dan kebutuhan kegiatan 

lainnya (pertanian dan permukiman), dengan debit rata-rata lebih dari 1.800 

m3/detik. 
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Potensi Kedudukan Lokasi Terhadap Infrastruktur Pelabuhan, Rencana Jalan 

Tol 

Aspek strategis kedudukan lokasi KI Kemingking terhadap rencana dukungan 

infrastruktur maupun keberadaan infrastruktur yang telah terbangun antara lain 

meliputi: 

1. Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan 

wilayah dilaksanakan melalui pembangunan jalan bebas hambatan pada jalan 

lintas utama pulau, jalan akses yang mendukung kawasan industri KI 

Kemingking. Proyek prioritas mendukung konektivitas jalan meliputi: 

Pembangunan jalan tol, contoh: a) Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung 

(Major Project); b) Pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas KI, 

Preservasi jalan nasional (termasuk peningkatan/pelebaran); c) Pembangunan 

dan pemeliharaan jalan daerah; 

2. Terbangunnya jembatan Batanghari II (Kelurahan Sijenjang) yang 

menghubungkan Kota Jambi dengan wilayah sekitarnya, yaitu Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi (panjang sekitar 2.262 

meter dan lebar sekitar 9 meter).  Keberadaan jembatan ini memiliki manfaat dan 

keuntungan yang cukup besar, antara lain: (1) Memperpendek jarak tempuh 

menuju pelabuhan Muara Sabak, dan (b) Mengurangi lalu lintas kendaran 

angkutan barang serta orang di Lintas Timur. 

3. Adanya rencana pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatera, awal 

konstruksi direncanakan tahun 2024. Jalur yang terdekat dengan KI Kemingking 

adalah segmen Tanjung Jabung Barat – Muaro Jambi dengan Panjang +/- 120 

km. 

4. Di Provinsi Jambi  telah ditetapkan 3 (tiga) pelabuhan laut yang diusahakan dan 

dikelola oleh PT. Pelindo, yaitu: 

a. Pelabuhan Talang Duku (Kabupaten Muaro Jambi), dengan fungsi 

Pelabuhan nasional dengan luas 50 Ha. Pelabuhan ini berlokasi paling dekat 

dari KI Kemingking. Saat ini merupakan pelabuhan peti kemas dan angkutan 

barang lainnya; 

b. Pelabuhan Muara Sabak (Kabupaten Tj. Jabung Timur) dengan fungsi 

Pelabuhan nasional dengan luas 100 Ha. Saat ini merupakan pelabuhan 

samudera yang diharapkan menjadi pelabuhan utama (peti kemas, 

penumpang dan barang, khususnya batubara dan kelapa sawit);  

c. Rencana Pelabuhan Ujung Jabung (Kabupaten Tanjung Jabung Barat) 

dengan fungsi Pelabuhan samudra dengan luas belum diketahui karena 

masterplan-nya belum disusun; dan 

d. Rencana Pelabuhan Wahyu Samudra Indah (Kec. Kumpeh ulu, 

Kabupaten Muaro Jambi), dengan fungsi Pelabuhan untuk kepentingan 

sendiri (KI Kemingking) dengan luas 20 Ha. 

Pelabuhan Talang Duku, Muara Sabak Dan Ujung Jabung terhubung/ 

mendukung sistem logistik nasional. 

5. Provinsi Jambi memiliki Bandar Udara Sultan thaha Syaifuddin (STS) di Kota 

Jambi dan Bandara Dipati Parbo di Kabupaten Kerinci.   
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Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat di Bandara STS sebanyak 

3.284 penerbangan per tahun dengan jumlah arus penumpang per tahun 

sebanyak 344.373 orang (datang) dan 359.761 orang (berangkat). Jumlah kargo 

(selain bagasi penumpang) yang diangkut per tahun sebanyak 2.675.880 kg 

(bongkar) dan 1.226.022 kg (muat). Kondisi bongkar muat kargo ini 

memperlihatkan bahwa barang yang masuk ke Provinsi Jambi lebih tinggi dari 

barang keluar. Kondisi ini tentu saja perlu ditingkatkan. 

6. Di Provinsi Jambi sudah ada rencana pembangunan beberapa pembangkit listrik 

yang dapat mendukung kebutuhan kegiatan industri pengolahan antara lain: 

- PLTU Muaro Jambi dengan kapasitas 2x7 megawatt (MW) akan dibangun di 

Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong; 

- PLTU yang terletak 7 km sebelah selatan KI Kemingking berdasarkan RTRW 

Kabupaten Muaro Jambi; 

- Rencana proyek pembangunan PLTU di Desa Pemusiran Kabupaten 

Sarolangun dengan kapasitas 2x300 mega watt; 

- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Merangin, di 

Dusun Bedeng Lima, Desa Batang Merangin Kabupaten Kerinci, Provinsi 

Jambi dengan kapasitas 350 megawatt (MW). Proyek ini diperkirakan 

rampung tahun 2025. 

7. Di Kabupaten Muaro Jambi sudah ada rencana proyek gas yaitu: 

- Gas kota yang akan disalurkan langsung kepada rumah tangga untuk 

menggantikan gas LPG tabung. Untuk tahap awal akan melayani 10.000 RT 

di tiga kecamatan; dan 

- Gas Industri. Proyek first migas yang dioperatori Kontraktor Kontrak Kerja 

Sama (KKKS) South Jambi B berhasil mengalirkan gas yang akan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan industri dan pembangkit listrik di Provinsi Jambi. 

Pada tahap awal akan dialirkan 2 MMSCFD. Proyek ini direncanakan memiliki 

kapasitas hingga 12 MMSCFD pada tahun 2030. 

8. Adanya dukungan kebijakan untuk peningkatan kualitas permukiman, jaringan 

prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air. 

Proyek prioritas terkait berupa penyediaan air baku KI Kemingking. 

 

2. Sektor Ekonomi Unggulan yang menjadi pendorong pertumbuhan 

Dukungan kebijakan nasional, menyatakan KI Kemingking sebagai salah satu KI 

dalam kerangka meningkatkan industrialisasi berbasis  pengolahan  komoditas  

pertanian dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; 

Dukungan pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan dan 

pertambangan di wilayah pengaruh (hinterland) KI Kemingking sebagai sumber 

bahan baku untuk kegiatan industri pengolahan di KI Kemingking, dengan lokus 

prioritas sebagai berikut: 
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a) Pengembangan komoditas unggulan 

karet di Kabupaten Muaro Jambi dan 

Kabupaten Batanghari; 

b) Pengembangan komoditas unggulan 

kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi 

dan Kabupaten Batanghari;  

c) Pengembangan komoditas unggulan 

kopi dan kelapa dalam di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur; dan 

d) Optimalisasi komoditas unggulan 

pertambangan (optmalisasi produksi 

batubara) di Kabupaten Muaro Jambi. 

 

3. Kearifan lokal (benda dan tak benda) 

Kearifan lokal di Provinsi Jambi banyak berupa candi, klenteng dan Bangunan benda 

cagar budaya serta makam-makam. Beberapa yang cukup besar adalah Situs Candi 

Soloksipin, makam taman rajo-rajo, Kawasan Cagar Budaya Jambi Seberang dan 

lain-lain. Keberadaan situs-situs candi banyak yang bersinggungan dengan lokasi KI 

Kemingking. 

 

5.3. KENDALA 
1. Kendala Aspek Peraturan Perundang-undangan/kebijakan/Norma-adat 

istiadat 

a. Belum optimalnya pembangunan kawasan KI Kemingking, dikarenakan masih 

berprosesnya revisi RTRW Provinsi Jambi dan RTRW Kabupaten Muaro 

Jambi untuk mengakomodir/menyesuaikan peruntukan ruang kawasan 

industri, khususnya KI Kemingking. Saat ini penetapannya masih sebagai 

Kawasan perkebunan. Lahan KI Kemingking seluas 2.150 hektar sebagian 

besar belum memiliki ijin KKPR.  Saat ini yang telah dikeluarkannya KKPR 

seluas 117 Ha;  

b. Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program 

pengurangan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan dan lahan 

serta SDGs. Dalam hal pengurangan emisi, Provinsi Jambi berpotensi 

menjadi daerah yang potensial  untuk  menjaga  keseimbangan  lingkungan; 

c. Belum adanya penetapan fungsi industri pada pusat perkotaan PPK 

Kemingking Dalam, dimana lokasi perkotaan tersebut berdekatan langsung 

dengan KI Kemingking; 

d. Belum adanya kebijakan alokasi ruang dalam RTRW Kabupaten Muaro Jambi 

untuk penyediaan perumahan pekerja industri, ruang pengembangan 

pelabuhan WSI, penyediaan lokasi limbah B3. Penyediaan ruang untuk 

limbah B3 yang telah ada saat ini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 

e. Pembatasan/limitasi pengembangan infrastruktur pendukung KI Kemingking 

khususnya pembangunan intake, pembangunan Pelabuhan WSI, dan jalan 

akses ke pelabuhan WSI, dikarenakan lokasi infrastruktur tersebut berada 

dalam deliniasi kawasan cagar budaya Candi Muaro Jambi; dan 
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f. Kebijakan alokasi ruang untuk penyediaan infrastruktur pelayanan dasar (air 

minum, air limbah, persampahan) dalam mendukung pengembangan KI 

Kemingking dsk berada di kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. 

2. Kendala Aspek Fisik Alam 

Kendala/limitasi berdasarkan telaahan profil wilayah dan potensi daerah, dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan komoditas unggulan dan jaringan infrastruktur harus 

memperhatikan keunikan ekosistem wilayah yaitu sebaran dan kedalaman dari 

ekosistem lahan gambut eksisting. Luas lahan gambut di provinsi Jambi yaitu 

716.839 ha (termasuk tanah mineral bergambut) merupakan penyebaran ketiga 

terluas di Pulau Sumatera. Penyebarannya yang relatif luas berada di wilayah 

tiga kabupaten, yaitu: Kabupaten Tanjung Jabung Timur 266 ribu ha (37,2 %), 

Kabupaten Batanghari 258 ribu ha (35,9 %), dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat 142 ribu ha (19,8 %). 

2. Keberadaan industri pengolahan eksisting hasil perkebunan di Kabupaten 

Muaro Jambi cukup banyak. Dalam radius sekitar 10 km dari KI Kemingking telah 

terdapat 4 (empat) pabrik kelapa sawit dan 5 (lima) pabrik crumb rubber. Pabrik-

pabrik ini memiliki kapasitas yang cukup besar. Keberadaan industri eksisting ini 

perlu dipertimbangkan pula dalam dukungan infrastrukturnya secara terintegrasi 

dengan KI Kemingking. Sebagai contoh kapasitas dan kemantapan jalan 

nasional dan jalan provinsi disepanjang lokasi industri tersebut telah sangat 

padat dengan lalu lintas kendaraan industri yang mengakibatkan kerusakan 

jalan. 

3. Bencana banjir mendominasi kejadian bencana di wilayah pengaruh KI 

Kemingking. Dalam periode 10 tahun terakhir (2010-2021) di sebagian wilayah 

Provinsi Jambi telah terjadi banjir dengan skala yang bervariatif, dari ringan, 

sedang sampai dengan berat.  

Berdasarkan hasil pemodelan HEC-RAS 2D yang dilakukan untuk periode ulang 

debit banjir rencana 10 tahun dan 25 tahun akan terjadi banjir disekitar wilayah 

inti dan wilayah penyangga. Dengan demikian perlu dilakukan upaya 

pembangunan infrastruktur pengendali banjir guna mengurangi resiko banjir 

yang terjadi di Kawasan tersebut utamanya di Kecamatan Taman Rajo. 

4. Jasa ekosistem, a) penyediaan air, didominasi kategori sedang hingga sangat 

rendah, b) pemurnian limbah didominasi kategori sedang, c) perlindungan 

bencana didominasi kategori rendah, serta d) tata kelola air dan banjir, 

didominasi kategori rendah. Bila dicermati 4 (empat) jenis jasa ekosistem di 
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wilayah Provinsi Jambi rata-rata kategorinya adalah rendah, dengan demikian 

kondisi ini perlu dipertimbangkan dalam pembangunan infrastruktur. 

3. Kendala Aspek Kinerja Infrastruktur PUPR 

Infrastruktur Sumber Daya Air 

1. Infrastruktur air baku pada wilayah penyangga belum tersedia; 

2. Ketersediaan infrastruktur pengendali  daya  rusak air  berupa infrastruktur 

pengendali banjir dan abrasi pantai belum optimal; dan 

3. Pengelola KI Kemingking perlu melakukan pengelolaan air baku kawasan secara 

mandiri  untuk memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih industri yang 

bersumber dari Sungai Batanghari.  

Infrastruktur Jalan dan Jembatan 

1. Ruas jalan nasional, provinsi dan kabupaten pada wilayah penyangga belum 

optimal kapasitasnya sehingga perlu ditingkatkan; 

2. Terjadi kemacetan kendaraan industri (truk pengangkut bahan baku) di 

Jembatan Kumpeh Ulu sepanjang waktu; dan 

3. Diperlukan pembangunan Interchange dari Jalan Tol Tempino-Jambi sebagai 

alternatif akses menuju gerbang 1 (selatan) KI Kemingking. 

Infrastruktur Permukiman 

1. Kapasitas IPA Talang Duku belum optimal; 

2. Kawasan permukiman perkotaan dan pusat pemerintahan kecamatan di wilayah 

penyangga belum terlayani SPAM; 

3. PDAM di wilayah pengaruh KI Kemingking masih memiliki idle (10%-40%) yang 

cukup tinggi dengan tingkat pelayanan masih rendah yaitu dibawah 25% kecuali 

Kota Jambi (65,9%); 

4. Limbah kegiatan industri volumenya cukup besar (±900L/dt) sehingga 

dibutuhkan pengelolaan khusus air limbah (IPAL Terpadu) dalam KI; 

5. KI Kemingking belum merencanakan lokasi TPA dalam Kawasan sebagai 

konsekuensi timbulan sampah industry yang cukup besar; 

6. Pengelolaan sampah padat dan cair perlu dilakukan secara mandiri oleh 

pengelola KI Kemingking mengingat jumlah timbulan sampah industri akan 

sangat besar. Hal ini agar tidak membebani TPA kota;  

7. Provinsi Jambi pada wilayah pengaruh KI Kemingking memiliki 3 IPLT dengan 

kapasitas terbesar adalah IPLT Talang bakung (80 m3/hari) yang saat ini belum 

berfungsi sepenuhnya; dan 
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8. Luas total kawasan kumuh di Provinsi Jambi lebih kurang adalah 167,8 Ha yang 

tersebar pada seluruh wilayah kabupaten/kota. 

Infrastruktur Perumahan 

1. Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Jambi cukup tinggi, 

mencapai 10.945 unit rumah dengan perincian 8.914 rumah rawan layak huni 

dan 2.031 rumah tidak layak huni; 

2. Jumlah backlog di Provinsi Jambi sejumlah 7.901 KK; dan 

3. Proyeksi kebutuhan rumah pekerja KI Kemingking sejumlah 98.333 unit sehingga 

diperlukan penyediaan lahan yang cukup luas di dalam KI maupun di luar KI 

untuk memenuhi kebutuhan rumah pekerja.  

4. Kendala Aspek Kinerja Infrastruktur Non PUPR 

a. Jaringan kereta api trans Sumatera belum terhubung seluruhnya; 

b. Perlu percepatan pembukaan kembali jalur kereta api eksisting dan 

pembangunan jalur baru sebagai alternatif akses transportasi darat dari 

wilayah pemasok ke lokasi KI Kemingking; 

c. Prasarana dan sarana pendukung di Pelabuhan Talang Duku belum 

memadai; 

d. Konektifitas akses laut dari wilayah pengaruh/hinterland sekitar menuju KI 

Kemingking belum menggunakan Pelabuhan Talang Duku secara optimal; 

e. Pembangunan Pelabuhan WSI sebagai alternatif pelabuhan kargo memiliki 

limitasi dengan kawasan candi muaro cambi dan perlu percepatan 

pembangunannya; 

f. Transportasi sungai belum memadai. Daerah-layanan trayek angkutan sungai 

sebagian besar merupakan daerah yang secara akses jalannya masih belum 

mantap atau belum ada sehingga trayek angkutan sungai yang ada lebih 

berfungsi sebagai angkutan penyeberangan. 

g. Sebaran dan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan digital di Provinsi Jambi 

belum merata. Ada 3 kecamatan dan 4 desa yang masih blank spot. 

h. Pengelola KI Kemingking perlu membangun tempat penampungan sementara 

limbah  B3 sebelum di kirim ke tempat pengolahan akhir limbah B3 kabupaten. 
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Gambar 5. 1 Peta Isu Strategis Infrastruktur KI Kemingking 
Sumber: Hasil analisis 2021 
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Gambar 5. 2 Peta Isu Strategis Infrastruktur PUPR KI Kemingking 

Sumber: Hasil analisis 2021 
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BAB 6 SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH 
 

 

6.1. PROYEKSI PERTUMBUHAN 

Proyeksi pertumbuhan menjelaskan perkiraan kondisi atau perkembangan wilayah 

perencanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan 

kecenderungan perkembangannya. Kondisi atau perkembangan tersebut sekurang-

kurangnya meliputi perkiraan kondisi wilayah perencanaan pada jangka waktu 10 (sepuluh) 

tahun yang akan datang dan paling sedikit mencakup proyeksi penduduk serta proyeksi 

ekonomi wilayah dan sektor unggulannya dengan mempertimbangkan keberlanjutan 

lingkungan. 

1. Proyeksi Penduduk Wilayah Penyangga  

Proyeksi penduduk pada wilayah penyangga, terdiri dari pekerja KI Kemingking dan penduduk 

di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kecamatan Taman Rajo dan Kecamatan Maro Sebo. Proyeksi 

penduduk di wilayah penyangga diperhitungkan terhadap jumlah pekerja yang ditargetkan 

akan muncul/timbul secara bertahap mulai tahun 2022 hingga tahun 2030 pada saat KI 

Kemingking diasumsikan telah beroperasi secara penuh yaitu sebanyak 147.500 tenaga 

kerja. Disamping jumlah pekerja yang akan timbul maka dihitung pula penduduk yang ada di 

tiga kecamatan, yaitu: a) Kecamatan Kumpeh Ulu, b) Kecamatan Taman Rajo dan c) 

Kecamatan Maro Sebo. 

Tabel 6. 1 Proyeksi Jumlah Penduduk Wilayah Penyangga Tahun 2022 – 2024 - 2030 

NO KECAMATAN 2022 2024 2030 

1 Kumpeh Ulu 69.460 70.790 74.365 

2 Maro Sebo 21.632 22.046 23.159 

3 Taman Rajo 11.643 11.866 12.466 

Wilayah Penyangga 102.736 104.702 109.990 

Pekerja 14.750 47.938 147.500 

Wil. Penyangga + 
Pekerja 

117.486 152.640 257.490 

Sumber: BPS Provinsi Jambi diolah penyusun 2021 

 
Tabel 6. 2 Proyeksi Kepadatan Penduduk Wilayah Penyangga Tahun 2030 

NO KECAMATAN 
LUAS 

TOTAL  
(Km2) 

LUAS WIL 
BUDIDAYA 

(Km2) 

JUMLAH 
PENDUDUK 

2030 

(Jiwa) 

KEPADATAN 
BRUTO 

(Jiwa/km2) 

KEPADATAN 
NETTO 

(Jiwa/km2) 

GAP 

(%) 

1 
Kumpeh Ulu + 
38% Pekerja 

530,21 318,13 130.907               247                411  66,66% 
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NO KECAMATAN 
LUAS 

TOTAL  
(Km2) 

LUAS WIL 
BUDIDAYA 

(Km2) 

JUMLAH 
PENDUDUK 

2030 

(Jiwa) 

KEPADATAN 
BRUTO 

(Jiwa/km2) 

KEPADATAN 
NETTO 

(Jiwa/km2) 

GAP 

(%) 

2 
Maro Sebo + 
26% Pekerja 

359,92 215,95 61.541               171                285  66,67% 

3 
Taman Rajo + 
36% Pekerja 

493,01 295,806 65.041               132                220  66,67% 

Wil. Penyangga + 
Pekerja 

1.383,14 829,886 257.490               186                310  66,67% 

Catatan: 

Dalam RTRW Kabupaten Muaro Jambi direncanakan luas Kawasan lindung +/- 44% dari total 
luas wilayahnya.  

Pada perhitungan kepadatan netto luas wilayah budidaya diperhitungkan sebesar 60% dari luas 
total wilayah 

Kepadatan Bruto = Jumlah Penduduk dibagi luas wilayah total 

Kepadatan Netto = Jumlah Penduduk dibagi luas wilayah budidaya 

Sumber: BPS Provinsi Jambi diolah penyusun 2021 

Dengan melihat hasil proyeksi penduduk di wilayah penyangga dan wilayah pengaruh maka 

perlu pula ditinjau besaran daya tampung penduduk di wilayah tersebut. Dalam kajian ini yang 

akan diperhitungkan hanya daya tampung di wilayah penyangga sebagai wilayah yang 

terdampak langsung atas pertambahan penduduk akibat penambahan jumlah tenaga kerja. 

Pada subbab 3.2 point 9 tentang kondisi daya tampung kawasan permukiman perkotaan di 

wilayah penyangga telah dilakukan perhitungan daya tampung penduduk pada wilayah 

Kecamatan Kumpeh Ulu, Kecamatan Taman Rajo dan Kecamatan Maro Sebo memiliki daya 

tampung yang besar hingga 2.773.800 jiwa mengingat proyeksi penduduk di wilayah 

penyangga pada tahun 2030 adalah 257.490 jiwa sehingga wilayah ini masih memiliki potensi 

pengembangan yang sangat besar. 

 
2. Proyeksi Penduduk Wilayah Pengaruh/Hinterland  

Proyeksi Penduduk wilayah pengaruh/hinterland akan meliputi pembahasan pada lingkup 

Provinsi Jambi dengan kedalaman pada tingkat Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten 

Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kota 

Jambi. Proyeksi penduduk dilakukan mulai tahun 2022 hingga 2030 sebagaimana dipaparkan 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 6. 3 Proyeksi Penduduk Wilayah Pengaruh/Hinterland KI Kemingking  
Tahun 2022 – 2024 - 2030 

NO. KOTA/ KABUPATEN 2022 2024 2030 

1 Batanghari 275.489 280.763 294.943 

2 Muaro Jambi  454.500 463.200 486.594 

3 Tanjung Jabung Timur 221.607 225.849 237.256 

4 Tanjung Jabung Barat 339.268 345.763 363.225 
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NO. KOTA/ KABUPATEN 2022 2024 2030 

5 Kota Jambi 611.321 623.023 654.489 

Wilayah Pengaruh/ Hinterland 1.902.186 1.938.598 2.036.508 

Pekerja 14.750 47.938 147.500 

Kabupaten Muaro Jambi + 
Pekerja 

469.250 511.138 634.094 

Sumber: BPS Provinsi Jambi diolah Konsultan 2021 

Hasil proyeksi penduduk memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk untuk tahun 

2022-2030 adalah 1.27% per tahun, di mana jumlah penduduk wilayah pengaruh/hinterland 

pada tahun 2030 adalah 2.036.508 jiwa dengan sebaran terbesar berada di Kota Jambi (32%), 

Kabupaten Muaro Jambi (24%),  Kabupaten Batanghari (14%), Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (12%), dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (18%). 

 

Tabel 6. 4 Proyeksi Kepadatan Penduduk Wilayah Pengaruh/Hinterland KI Kemingking 

Tahun 2030 

NO DESA / VILLAGE 

LUAS WILAYAH 

(Ha) 

JUMLAH 

PENDUDUK 

(Jiwa) 

KEPADATAN 

PENDUDUK (Jiwa/Ha) 

TOTAL BUDIDAYA BRUTTO NETTO 

1 Batanghari 546.522 327.913 294.943 0,54 0,90 

2 Muaro Jambi 541.385 324.831 634.094 1,17 1,95 

3 
Tanjung Jabung 

Timur 
493.464 296.078 237.256 0,48 0,80 

4 
Tanjung Jabung 

Barat 
492.841 295.705 363.225 0,74 1,23 

5 Kota Jambi 17.068 10.241 654.489 38,35 63,91 

Wilayah Pengaruh 2.091.280 1.254.768 2.184.007 1,04 1,74 

Catatan: 

Dalam RTRW Kabupaten Muaro Jambi direncanakan luas Kawasan lindung 
+/- 44% dari total luas wilayahnya.  

Pada perhitungan kepadatan netto luas wilayah budidaya diperhitungkan 

sebesar 60% dari luas total wilayah 

Kepadatan Bruto = Jumlah Penduduk dibagi luas wilayah total 

Kepadatan Netto = Jumlah Penduduk dibagi luas wilayah budidaya 

Sumber: BPS Provinsi Jambi diolah Konsultan 2021 
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Gambar 6. 1 Proyeksi Penduduk Wilayah Pengaruh 2022 – 2030 

Sumber: BPS diolah Konsultan, 2021 
 

 
Gambar 6. 2 Proyeksi Penduduk Kabupaten Muaro Jambi dan Wilayah Penyangga 

Tahun 2022 – 2030 
Sumber: BPS diolah Konsultan, 2021 

 
 

1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 

Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi akan dianalisa terhadap dua kondisi yaitu: 

a. Posisi LPE bila “do nothing/tanpa intervensi kebijakan”. Posisi ini memberi gambaran bila 

tidak ada campur tangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sehingga LPE dibiarkan 

tumbuh secara alamiah; 

b. Posisi LPE Dengan “Intervensi Kebijakan”. Posisi ini memberi gambaran dalam konteks 

ekonomi Provinsi Jambi bila ada intervensi kebijakan.  

 

 

Posisi LPE bila “do nothing/tanpa intervensi kebijakan” 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

MuaroJambi WilayahPenyangga

470.889 475.288 479.589 483.791 487.882 491.836 495.680 499.399502.983

200.000

400.000

600.000

800.000

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Batanghari Muaro Jambi Tanjung Jabung Timur

Tanjung Jabung Barat Kota Jambi



RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (RPIW) 
Mendukung KI KEMINGKING Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi 

 
  

 

 105 

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dilakukan dengan berbagai alternatif metode, 

yaitu: a) metode tren semi rata-rata, b) kuadrat terkecil, c) kuadratis, dan d) eksponensial. Dari 

hasil estimasi dengan metode-metode tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan 

ekonomi paling optimis dihasilkan dengan metode eksponensial, yaitu mencapai 5,73 

persen pada 2021 sampai dengan 5,20 persen pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian 

proyeksi laju pertumbuhan ekonomi moderate dihasilkan dengan menggunakan metode 

semi rata-rata dan kuadrat kecil, yaitu sebesar antara 3,62 sampai 3,73 persen dan 

perkembangannya semakin menurun. Sedangkan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi paling 

pesimis dihasilkan dengan menggunakan metode kuadratis, yaitu sebesar 1,56 persen 

pada 2021 dan perkembangannya diproyeksikan akan terus menurun. 

Dari keempat metode yang diestimasi di atas, maka dapat dipilih metode yang paling realistis 

dalam melakukan proyeksi yang dilihat dari selisih terkecil antara data faktual dengan data 

yang dihasilkan dari hasil proyeksi. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dilihat bahwa 

metode kuadratis yang memiliki seleisih terkecil, yaitu sebesar 16.485,91 jika dibandingkan 

dengan metode yang lain. Hal ini mengartikan bahwa metode kuadratis merupakan metode 

yang paling mendekati pada kondisi realistis, sehingga merupakan metode terbaik dari 

keempat metode yang ditawarkan tersebut.  

Tabel 6. 5 Pemilihan Metode Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 

Sumber: hasil pengolahan data Konsultan (2021) 

 

Ŷ = a + bX Ŷ = a+bX
Ŷ = a + bX + 

cX2
Ŷ = a (1+b)X

Semi Rata-

Rata

Kuadrat 

Terkecil
Kuadratis Eksponensial

2010 90.62     98.14      92.95    89.90          94.53           56,593.22    5,442.14    518.00       15,286.29      

2011 97.74     103.22    99.04    97.82          99.44           29,999.75    1,684.04    5.88            2,903.97        

2012 104.62   108.29    105.13  105.33       104.62         13,540.99    260.94       510.26       0.01                 

2013 111.77   113.37    111.21  112.43       110.06         2,577.87      305.70       446.38       2,913.96        

2014 119.99   118.45    117.30  119.13       115.78         2,380.60      7,240.89    738.49       17,704.91      

2015 125.04   123.53    123.39  125.42       121.81         2,286.34      2,720.93    148.62       10,441.28      

2016 130.50   128.60    129.48  131.31       128.14         3,606.12      1,052.53    649.00       5,566.75        

2017 136.50   133.68    135.56  136.78       134.81         7,967.88      882.07       79.43          2,872.35        

2018 142.90   138.76    141.65  141.85       141.82         17,191.11    1,567.88    1,099.66    1,173.40        

2019 149.14   143.83    147.74  146.52       149.20         28,196.00    1,975.19    6,898.17    2.78                 

2020 148.45   148.91    153.82  150.77       156.96         211.18          28,886.67 5,392.03    72,347.37      

164,551.06 52,018.96 16,485.91 131,213.08    

(Y-Ŷ)2

Σ(Y-Ŷ)2

Tahun PDRB (Y)
Proyeksi PDRB (Ŷ)
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Dengan mencermati proyeksi angka laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dengan metode 

kuadratis tersebut maka dapat dilihat bahwa % LPE Provinsi Jambi akan terus menurun 

hingga menjadi 0,35%  pada tahun tahun 2030. Namun bila dilihat dari nilai PDRB ADHK tetap 

meningkat hingga mencapai hampir 8,5 triliun pada tahun 2030. Kondisi inilah yang akan 

terjadi bila pemerintah dan pemerintah daerah “do nothing”/tidak melakukan upaya tertentu 

untuk menemukan sumber ekonomi yang dapat dijadikan “pengungkit” LPE. 

Gambar 6. 3 Proyeksi PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi, 
2021-2030 (Skenario Pesimis) 

Sumber: data BPS diolah Konsultan (2021) 
 

Posisi LPE Dengan “Intervensi Kebijakan” 

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi bila ada intervensi kebijakan yang 

dimaksud adalah ditetapkannya KI Kemingking sebagai salah satu dari 10 KI/KEK di 

Indonesia yang dikembangkan dengan fokus sebagai kawasan industri berbasis energi 

terbarukan dan hilirisasi SDA melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang 

RPJMN tahun 2020 – 2024. (simak pembahasan pada bab 1 dan 2). Dengan posisi ini 

diharapkan pengembangan KI Kemingking akan memberi dampak positif yaitu mendongkrat 

pertumbuhan ekonomi hingga tercapai skenario optimis dan moderat. Tentu saja untuk 

mencapai posisi ini diperlukan kerjasama antar semua pemangkukepentingan untuk 

mendukung kinerja ultimate KI Kemingking. 
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Proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dilakukan dengan berbagai alternatif metode, 

yaitu metode tren semi rata-rata, kuadrat terkecil, kuadratis, dan eksponensial. Dari hasil 

estimasi dengan metode-metode tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi 

paling optimis dihasilkan dengan metode eksponensial, yaitu mencapai 5,73 persen 

pada 2021 sampai dengan 5,20 persen pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2030. 

Bila dilihat dari nilai PDRB ADHK akan meningkat hingga mencapai hampir 7 (tujuh) triliun 

pada tahun 2030.Simak grafik dibawah ini. 

Gambar 6. 4 Proyeksi PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi, 

2021-2030 (Skenario Optimis)  
Sumber: data BPS diolah Konsultan (2021) 

 

6.2. VISI DAN STRATEGI 

Visi dan strategi memberikan gambaran wilayah yang diharapkan pada masa yang akan 

datang dan pendekatan yang diperlukan dalam mewujudkannya. Pada perumusan visi 

diuraikan mengenai tujuan dari pengembangan wilayah yang ingin dicapai dalam 10 (sepuluh) 

tahun yang akan datang berdasarkan potensi dan kendala. Visi pembangunan infrastruktur 

dalam pengembangan KI Kemingking dsk dirumuskan berdasarkan visi pengembangan KI 

Kemingking sebagai eco – smart industrial city dengan konsep kota pintar modern terpadu 

berbasis industri yang hijau dan ramah lingkungan, yang meliputi 4 kunci utama : 1) 

Pembangunan yang berkelanjutan, 2) Energi yang terbarukan, 3) Konsep smart-city, 4) 

Implementasi dari Industri 4.0, serta tujuan penataan ruang  wilayah  provinsi  untuk  

mewujudkan ruang  wilayah  yang  harmonis dan merata berbasis pengelolaan  sumber daya  

alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan. 

 

 

 

 

VISI KI KEMINGKING:  

“Mewujudkan KI Kemingking sebagai sentra hilirisasi sumberdaya alam serta eco–

smart industrial city yang mengintegrasikan pengembangan infrastruktur wilayah 

dan pengelolaan komoditas unggulan wilayah yang berkelanjutan” 
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1. Strategi Pengembangan Wilayah 

Strategi pengembangan wilayah pada dasarnya adalah instrumen untuk mewujudkan Visi KI 

Kemingking yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan rencana aksi pembangunan. 

Dasar Pertimbangan 

Strategi pengembangan wilayah 10 (sepuluh) tahun yang akan datang, dirumuskan dengan 

mempertimbangkan 4 (empat) hal, yaitu: 

1) Peran KI Kemingking 

KI kemingking sebagai salah satu sentra ekonomi di Provinsi Jambi yang berfungsi 

sebagai pusat hilirisasi sumber daya alam pertanian, perkebunan dan pertambangan.  

2) Peran Pelabuhan Talang Duku sebagai Hub terdekat 

Saat ini Pelabuhan Talang Duku utamanya sebagai pelabuhan peti kemas dan angkutan 

barang lainnya dan sudah mengekspor langsung ke 13 negara tujuan seperti Belgia, 

Bangladesh, China, India, Iran, Jepang, Malaysia, Pakistan, Rusia, Singapura, Thailand, 

Taiwan, dan Vietnam dengan volume 86,43 ribu ton yang nilai ekspornya mencapai Rp. 

202,6 milliar. 

3) Potensi/Sektor Yang Akan Dikembangkan 

KI kemingking sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan kawasan prioritas nasional di 

Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai pusat hilirisasi sumberdaya alam perkebunan, 

pertanian dan pertambangan, yaitu: 

a) Industry utama:  

i) hilirisasi perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kopi, dll); 

ii) hilirisasi batubara dan gas bumi; dan 

iii) industri alat berat. 

b) Industri potensial. 

4) Infrastruktur Utama Yang Prioritas Dikembangkan 

Untuk mewujudkan kawasan prioritas KI Kemingking dan kawasan permukiman sekitar, 

dibutuhkan infrastruktur utama, meliputi: 

a) Konektivitas KI Kemingking dengan sumber bahan baku dan pusat distribusi; 

b) Keterpaduan sistem Pelabuhan Talang Duku dengan rencana pengembangan 

Pelabuhan WSI; 

c) Penyediaan air baku pendukung kegiatan industri KI Kemingking dan penyediaan air 

minum dasar kawasan permukiman sekitarnya; 

d) Peningkatan fungsi pelayanan dasar kawasan permukiman sekitar; 

e) Peningkatan fungsi penanganan kumuh kawasan permukiman sekitar; dan 

f) Penyediaan rumah kawasan permukiman sekitar. 
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5) Batasan pengembangan wilayah  

a) Keberadaan Kawasan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi 

b) Keunikan ekosistem gambut 

Strategi Pengembangan Wilayah 

Dengan 5 (lima) faktor pertimbangan tersebut diatas maka Rumusan Strategi 

pengembangan wilayah 10 (sepuluh) tahun yang akan datang, dijabarkan sebagai berikut: 

1) Strategi untuk mewujudkan sentra hilirisasi sumberdaya alam, yaitu: 

a. Mendorong pelaku industri (tenants) untuk mengolah hasil komoditas pertanian, 

perkebunan, dan pertambangan (karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kopi dan batubara) 

hingga menjadi produk “hilir”/siap pakai; 

b. Penguatan aliran/aksesibilitas komoditas pertanian, perkebunan, dan pertambangan 

dari wilayah pengaruh/hinterland menuju KI Kemingking untuk menjaga kontinuitas 

pasokan; 

c. Penguatan/optimalisasi aksesibilitas hasil kegiatan industri dari KI Kemingking menuju 

hub, yaitu pelabuhan, bandara, terminal atau stasiun kereta api; dan 

2) Strategi untuk mewujudkan komoditas unggulan wilayah yang berkelanjutan, meliputi: 

a. Penguatan kualitas komoditas unggulan yaitu karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kopi 

dan batubara dengan mengarusutamakan prinsip pertanian, perkebunan dan 

pertambangan berkelanjutan; dan 

b. Melindungi kawasan sentra produksi dari potensi banjir dan erosi pantai. 

3) Strategi untuk mewujudkan eco–smart industrial city, meliputi: 

a. Pembangunan dan pengelolaan seluruh bangunan dan infrastruktur air baku, drainase, 

limbah dan persampahan dalam KI Kemingking dengan memanfaatkan teknologi ramah 

lingkungan;  

b. Mengimplementasikan prinsip-prinsip Industri 4.0; 

c. Penyediaan air baku untuk kegiatan industri KI Kemingking dan penyediaan air minum 

kawasan permukiman sekitar; 

d. Optimalisasi sistem Pelabuhan Talang Duku dan merencanakan keterpaduan dengan 

rencana pengembangan Pelabuhan WSI; 

e. Pengembangan jaringan listrik dengan sumber pembangkit tenaga gas sebagai energi 

terbarukan; 

f. Pengembangan jaringan gas sebagai alternatif energi untuk kegiatan industri; 

g. Pengembangan/Peningkatan fungsi infrastruktur dasar kawasan permukiman 

perkotaan sekitar, yaitu di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kecamatan Maro Sebo dan 

Kecamatan  Taman Rajo; dan 
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h. Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di perkotaan Kemingking Dalam. 

i. Peningkatan fungsi penanganan kumuh di kawasan permukiman perkotaan sekitar; 

j. Penyediaan rumah pekerja dan penanganan RTLH pada kawasan permukiman 

perkotaan sekitar; dan 

k. Pengembangan infrastruktur SDA untuk mencegah daya rusak air pada KI Kemingking 

kawasan permukiman perkotaan sekitar. 

 

6.3. SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH 

1. Prioritas Pengembangan Wilayah 

Prioritas pengembangan wilayah dalam RPIW mendukung KI Kemingking ditetapkan 

berdasarkan:  

a. Kedekatan wilayah terhadap KI Kemingking; 

b. Fungsi wilayah; 

c. Lokasi infrastruktur; dan 

d. Dukungan terhadap kinerja KI Kemingking. 

Tabel 6. 6 Wilayah Pengembangan Prioritas 

NO. WILAYAH PENGEMBANGAN 
TAHAP I 

2023 - 2024 
TAHAP II 

2025 - 2030 

1. WILAYAH INTI   

1a. Kawasan 300 hektar   

1b. Kawasan 1.850 hektar  
dapat dilanjutkan 
pada tahap berikutnya 

1c. Pelabuhan WSI (20 hektar)   

2. WILAYAH PENYANGGA   

2a. Kecamatan Taman Rajo   

2b. Kecamatan Kumpeh Ulu   

2c. Kecamatan Maro Sebo   

2d. Pelabuhan Talang Duku   

3. WILAYAH PENGARUH   

3a. Kota Jambi   

3b. Kabupaten Muaro Jambi   

3c. Kabupaten Batanghari  
dapat dilanjutkan 
pada tahap berikutnya 

3d. Kabupaten Tanjung Jabung Barat  

3e. Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Sumber: Hasil analisis 2021 

 

2. Tahapan Pengembangan KI Kemingking 

Dengan memperhatikan prioritas pengembangan wilayah maka Skenario pengembangan KI 

Kemingking direncanakan dalam dua tahap yaitu: Tahap 1. Tahun 2023 – 2024 dan tahap 2. 

Tahun 2025 – 2030 dengan kegiatan pada tiap tahapan sebagaimana diuraikan pada tabel 

dan gambar berikut. 

 



RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (RPIW) 
Mendukung KI KEMINGKING Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi 

 
  

 

 111 

Tabel 6. 7 Skenario Pengembangan KI Kemingking Tahap I (2023-2024) 

NO. KEGIATAN UTAMA LOKASI 

1. Pengembangan/pembangunan KI 

Kemingking Tahap I (300 Ha, KKPR: 117,27 Ha 

dan sisanya sedang proses KKPR). Kegiatan 

utama yaitu: 

a. Optimalisasi industri pengolahan Walet 
eksisting,  

b. Penyediaan air bersih,  
c. Pengelolaan limbah industry  

Wilayah Inti (KI 

Kemingking) 

2. Optimalisasi Pelabuhan Talang Duku sebagai 

simpul distribusi bahan baku dan hasil olahan 

KI Kemingking. 

Kec. Taman Rajo 

3. Peningkatan jalan provinsi/kabupaten dari 

Talang Duku ke Pintu 2 KI Kemingking 

Kec. Kumpeh Ulu 

4. Peningkatan konektivitas/aksesbilitas jalan 

daerah ke jalan nasional antara sentra produksi 

(sarang burung wallet, karet, kelapa sawit, 

kelapa dalam) dengan KI Kemingking. 

Kabupaten Muaro Jambi,  

5. Optimalisasi infrastruktur pelayanan dasar 

permukiman perkotaan 

Desa Kemingking Dalam 

dan Desa Rukam, Kec. 

Taman Rajo 
Sumber: Hasil analisis 2021 

 

Tabel 6. 8 Skenario Pengembangan KI Kemingking Tahap II (2025-2030) 

NO. KEGIATAN UTAMA LOKASI 

1. Pengembangan/pembangunan KI 

Kemingking Tahap II 950 Ha dan Tahap II 900 

Ha, dengan kegiatan: 

a. Optimalisasi tenant industri pengolahan 
walet;  

b. Penyediaan air bersih;  
c. Pengelolaan limbah industri; 
d. Pengembangan tenant industri pengolahan 

hasil perkebunan karet, kelapa sawit, kayu 
manis dan kelapa dalam;  

e. Pengembangan tenant industry pengolahan 
tambang gas dan batu bara; 

f. Pengembangan tenant Industri Kreatif;  
g. Pengembangan tenant Aneka Industri 

Pendukung (Farmasi, Packaging, dan 
supporting industry  lainnya) 

h. Pengembangan rumah pekerja 

Wilayah Inti (KI 

Kemingking) 

2. Optimalisasi Pel. Talang Duku sebagai 

simpul distribusi bahan baku dan hasil olahan 

KI Kemingking 

Kec. Taman Rajo 

3. Pembangunan Pel. WSI sebagai alternatif 

untuk meningkatkan kapasitas simpul 

Kec. Taman Rajo 
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NO. KEGIATAN UTAMA LOKASI 

distribusi bahan baku dan hasil olahan KI 

Kemingking 

4. Peningkatan konektivitas/aksesbilitas jalan 

daerah ke jalan nasional antara sentra 

produksi (sarang burung wallet, karet, kelapa 

sawit, kelapa dalam) dengan KI Kemingking. 

Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat, Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur, 

dan Kabupaten 

Batanghari 

5. Pengembangan infrastruktur pelayanan 

dasar permukiman perkotaan 

Desa Jambi Kecil dan 

Desa Mudung Darat, Kec. 

Maro sebo 

Desa Pudak, Kec. 

Kumpeh Ulu. 

6. Peningkatan Jalan dan Jembatan status 

Nasional, provinsi dan kabupaten 

Kec. Taman Rajo 

Kec. Maro Sebo 

Kec. Kumpeh Ulu. 

7. Pembangunan akses jalan/interchange dari 

jalan tol tempino-jambi ke Pintu 1 KI 

Kemingking 

Kec. Kumpeh Ulu, 

Kabupaten Muaro Jambi 

Sumber: hasil analisis, 2021 

Wilayah Pengembangan Tahap I - 2023 - 2024 

 
Gambar 6. 5 Skenario Pengembangan Wilayah Mendukung KI Kemingking Tahap 1 

Sumber: Hasil analisis 2021 
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Tahap II - 2025 - 2030 

 
Gambar 6. 6 Skenario Pengembangan Wilayah Mendukung KI Kemingking Tahap 2 

Sumber: Hasil analisis 2021 
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BAB 7 ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR  
 

 

Analisis kebutuhan infrastruktur pada dokumen RPIW ini terbatas pada infrastruktur bidang 

PUPR. Perhitungan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung KI Kemingking dan wilayah 

sekitar didasari pada kebutuhan untuk mendukung aktivitas inti yaitu aktivitas pengolahan 

pada KI Kemingking dan wilayah sekitarnya, berupa aktivitas pengiriman bahan baku dari 

wilayah sekitar dan pemasaran produk melalui hub berupa pelabuhan, bandara atau stasiun 

kereta api. Selain pertimbangan pemenuhan kebutuhan fungsi kawasan, penyediaan 

infrastruktur pada KI Kemingking dan sekitarnya juga didasari pada kondisi dan kinerja 

pelayanan serta gap pemenuhan kebutuhan infrastruktur.penduduk setempat/sekitarnya. 

Pertimbangan yang digunakan dalam perhitungan kebutuhan pengembangan infrastruktur 

tersebut, adalah sebagai berikut: 

▪ Proyeksi penduduk pada KI Kemingking dan wilayah sekitarnya menggunakan asumsi 

pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh factor perkembangan industri; dan 

▪ Kondisi (kapasitas dan kualitas) infrastruktur eksisting.  

 

7.1. ANALISIS KESENJANGAN INFRASTRUKTUR SDA 

1. Infrastruktur Sumber Daya Air (Pemanfaatan Air) 

Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara 

berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat 

secara adil. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut maka dibutuhkan infrastruktur 

agar air dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penggunanya. Pengembangan infrastruktur 

untuk pendayagunaan sumber daya air pada KI Kemingking dan wilayah sekitarnya 

mencakup infrastruktur penanganan abrasi dan bencana gelombang pasang dan sistem air 

baku (intake dan jaringan air baku). 

Ketersediaan / Pemanfaatan Air Baku 2020 

A. Ketersediaan Sumber Air Permukaan 

KI Kemingking masuk dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan DAS Batanghari (Luas 

DAS = 44.247,09 km2). Debit Rata-Rata Q90% DAS Batanghari = 50,903 m3/det. Rencana 

sumber air baku KI Kemingking adalah air permukaan (Sungai) Batanghari  dengan debit DAS 

Batanghari = 1.887,45 m3/det. 
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B. Standar Kebutuhan/Penggunaan Air 

Pengembangan infrastruktur air baku mencakup penyediaan air baku bagi kebutuhan rumah 

tangga, kebutuhan fasilitas perkotaan, kebutuhan aktivitas ekonomi (industri, pariwisata, dan 

aktivitas komersil lainnya) yang disebut sebagai kebutuhan RKI serta dikelompokkan menjadi 

kebutuhan domestik dan non domestik. Kebutuhan air baku untuk rumah tangga didefinisikan 

sebagai air baku untuk kebutuhan domestik dan air baku untuk bukan rumah tangga (fasilitas 

perkotaan, aktivitas ekonomi) didefinisikan sebagai kebutuhan air baku nondomestik. 

Besarnya nilai kebutuhan air bersih untuk rumah tangga tergantung dari kategori kota 

berdasarkan jumlah penduduk yang dinyatakan dalam satuan Liter/Orang/Hari (L/O/H) 

sebagaimana pada tabel berikut. 

Tabel 7. 1 Kategori Kebutuhan Air Rumah-Tangga (Domestik) 

 

No 

 

Kategori Kota 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Kebutuhan Air 

Bersih (L/O/H) 

1 Semi Urban (Ibu Kota Kecamatan /Desa) 3.000 – 20.000 60 - 90 

2 Kota Kecil 20.000 – 100.000 90 - 110 

3 Kota Sedang 100.000 – 500.000 100- 125 

4 Kota Besar 500.000– 1.000.000 120 - 150 

5 Metropolitan > 1.000.000 150 - 200 

Sumber: SNI 19-6728.1-2002 disampaikan kembali dalam Materi Pelatihan Penyegaran SDM Sektor Air Minum 

(Peningkatan Kemampuan Staf Profesional Penyelenggara SPAM) Ditjen Cipta Karya, Tahun 2006. 

 

Untuk menghitung ketersediaan air di WS – DAS Batanghari, standar kebutuhan air domestik 

yang diambil adalah sebesr 150 lt/orang/hari yang kemudian dikonversi menjadi kebutuhan 

tahunan menjadi 54,75 m3/orang/tahun. 

Kebutuhan air perkotaan (non domestik) mencakup bangunan komersial dan sosial seperti: 

toko, gudang, bengkel, sekolah, rumah sakit, hotel dan sebagainya yang diasumsikan antara 

15% sampai dengan 30% dari total air pemakaian air bersih rumah tangga. Dalam kajian 

RPIW ini diasumsikan persentasi kebutuhan non domestik sebesar 30% dari kebutuhan air 

bersih rumah tangga.  

Berikut ini data jumlah penduduk yang terlingkupi ke DAS WS Batang Hari dan kebutuhan air 

setahun untuk masing-masing kecamatan dimana kebutuhan Non Domestik diambil sebesar 

30 % dari kebutuhan domestik. 
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C. Neraca Air 2020 

Ketersediaan air permukaan di Provinsi Jambi dipasok dari WS - DAS Batanghari. Kecukupan 

/pemenuhan air di wilayah ini dapat dianalisa dengan melihat hasil perhitungan dalam neraca 

air tahun 2020. Metode perhitungan Neraca Air dilakukan dengan simulasi berbasis spasial 

dengan memperhatikan posisi sumber air (ketersediaan air) dan posisi demand (RKI, irigasi, 

dan KI Kemingking). Hasil neraca air pada WS DAS Batang Hari, dirujuk dari persentase 

pemenuhan kebutuhan air dengan membandingkan debit kebutuhan terhadap debit yang ter-

supply dari sistem sungai berdasarkan pertimbangan prioritas pemenuhan dan posisi demand 

pada sistem sungai. 

Berdasarkan hasil neraca air tahun 2020 persentase pemenuhan kebutuhan air untuk 

RKI, irigasi, dan KI Kemingking rata-rata tercukupi 100% .  

 

Kebutuhan Air Baku 2030 

A. Kebutuhan Air Rumah Tangga, Perkotaan, dan Industri (RKI) 

Kebutuhan air baku untuk penggunaan Rumah Tangga, Perkotaan, dan Industri (RKI) di 

perhitungkan pada tingkat kabupaten/kota yang masuk dalam lingkup administrasi WS 

Batanghari dan pada tingkat kecamatan di wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi. 

Rinciannya sebagaimana tabel berikut ini. 

Tabel 7. 2 Analisis Kebutuhan Air Provinsi Jambi Per Kabupaten 

Kabupaten Batang Hari 

Domestik  
 

Jumlah Penduduk (Orang) 301.700 

Non Domestik Jumlah Penduduk (Orang) (30%) 90.510 

Standar Kebutuhan Air Setahun (m3/Orang) 54.75 

Kabupaten Bungo 

Domestik  
 

Jumlah Penduduk (Orang) 362.400 

Non Domestik Jumlah Penduduk (Orang) (30%) 108.720 

Standar Kebutuhan Air Setahun (m3/Orang) 54.75 

Kota Jambi 

Domestik  
 

Jumlah Penduduk (Orang) 606.200 

Non Domestik Jumlah Penduduk (Orang) (30%) 181.860 

Standar Kebutuhan Air Setahun (m3/Orang) 54.75 

Kabupaten Kerinci 

Domestik  
 

Jumlah Penduduk (Orang) 250.300 

Non Domestik Jumlah Penduduk (Orang) (30%) 75.090 

Standar Kebutuhan Air Setahun (m3/Orang) 54.75 

Kabupaten Merangin 
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Domestik  
 

Jumlah Penduduk (Orang) 354.100 

Non Domestik Jumlah Penduduk (Orang) (30%) 106.230 

Standar Kebutuhan Air Setahun (m3/Orang) 54.75 

Kabupaten Muaro Jambi 

Domestik  
 

Jumlah Penduduk (Orang) 402.000 

Non Domestik Jumlah Penduduk (Orang) (30%) 120.600 

Standar Kebutuhan Air Setahun (m3/Orang) 54.75 

Kabupaten Sarolangun 

Domestik  
 

Jumlah Penduduk (Orang) 290100 

Non Domestik Jumlah Penduduk (Orang) (30%) 87.030 

Standar Kebutuhan Air Setahun (m3/Orang) 54.75 

Kabupaten Sungai Penuh 

Domestik  
 

Jumlah Penduduk (Orang) 96.600 

Non Domestik Jumlah Penduduk (Orang) (30%) 28.980 

Standar Kebutuhan Air Setahun (m3/Orang) 54.75 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

Domestik  
 

Jumlah Penduduk (Orang) 229.800 

Non Domestik Jumlah Penduduk (Orang) (30%) 68.940 

Standar Kebutuhan Air Setahun (m3/Orang) 54.75 

Kabupaten Tebo 

Domestik  
 

Jumlah Penduduk (Orang) 337.700 

Non Domestik Jumlah Penduduk (Orang) (30%) 101.310 

Standar Kebutuhan Air Setahun (m3/Orang) 54.75 

Sumber: Hasil Analisis 2021 

Tabel 7. 3 Analisis Kebutuhan Air Kabupaten Muara Jambi Per Kecamatan 

Kec. Jambi Luar Kota 

Domestik  
 

Jumlah Penduduk (Orang) 62.687 

Non Domestik Jumlah Penduduk (Orang) (30%) 18.806 

Standar Kebutuhan Air Setahun (m3/Orang) 54.75 

Kec. Kumpeh Ulu 

Domestik Jumlah Penduduk (Orang) 58.645 

Non Domestik Jumlah Penduduk (Orang) (30%) 17.593 

Standar Kebutuhan Air Setahun (m3/Orang) 54.75 

Kec. Maro Sebo 

Domestik Jumlah Penduduk (Orang) 21.368 

Non Domestik Jumlah Penduduk (Orang) (30%) 6.410 

Standar Kebutuhan Air Setahun (m3/Orang) 54.75 
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Kec. Sekernan 

Domestik Jumlah Penduduk (Orang) 45.207 

Non Domestik Jumlah Penduduk (Orang) (30%) 13.562 

Standar Kebutuhan Air Setahun (m3/Orang) 54.75 

Kec. Taman Rajo 

Domestik Jumlah Penduduk (Orang) 13.164 

Non Domestik Jumlah Penduduk (Orang) (30%) 3.949 

Standar Kebutuhan Air Setahun (m3/Orang) 54.75 

Sumber: Hasil Analisis 2021 

Jumlah penduduk sebagai dasar kebutuhan air diproyeksikan sampai dengan tahun 2030 

untuk memberikan gambaran kenaikan kebutuhan air pada tahun rencana dengan 

menggunakan acuan laju pertumbuhan penduduk dengan sumber dari BPS kabupaten dalam 

angka. 

 

B. Kebutuhan Air Irigasi 

Kebutuhan Air Irigasi pada Daerah Irigasi yang berada di DAS WS Batanghari terdiri dari  

beberapa Daerah Irigasi. Kebutuhan air irigasi menyesuaikan dengan studi yang ada dan 

diambil sebesar 1,40 lt/dt/ha atau 44.150.4 m3/ha/tahun. Pola dan jadwal tanam untuk daerah 

irigasi diasumsikan Padi – Padi – Palawija dan Masa Tanam (MT)1 berjalan pada bulan 

November dengan persentase pemenuhan air irigasi dalam setahun adalah sebagai berikut.  

 

C. Neraca Air 2030 

Neraca air dilakukan dengan simulasi berbasis spasial dengan memperhatikan posisi sumber 

air (ketersediaan air), posisi demand (RKI, irigasi, dan KI Kemingking). Berikut  skematisasi 

analisis neraca air. 

Untuk melihat neraca air pada WS DAS Batang Hari, dirujuk dari persentase pemenuhan 

kebutuhan air yang membandingkan debit kebutuhan terhadap debit yang tersuplai dari 

sistem sungai berdasarkan pertimbangan prioritas pemenuhan dan posisi demand pada 

sistem sungai. 

Berdasarkan hasil neraca air di bawah ini, persentase pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi, 

domestik dan non domestik, KI Kemingking rata-rata tercukupi 100%. Dengan kenaikan 

kebutuhan air berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun rencana sampai dengan 

2030, DAS Batanghari masih dapat memenuhi kebutuhan air baku. Pemenuhan kebutuhan 

air baku perlu ditunjang dengan pembuatan pintu pengambilan air (intake). 
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Gambar 7. 1 Skematisasi Neraca Air Berbasis Spasial 

Sumber: Hasil Analisis 2021 

 

2. Daya Rusak Air (Kondisi Banjir) 

Potensi banjir di wilayah pengaruh/hinterland KI Kemingking dengan kerawanan menengah 

total luasnya mencapai lebih dari 400 ribu hektar (total 5 kab/kota). Profil rinci sebaran 

ancaman banjir pada kabupaten/kotayang dimaksud sebagaimana ditampilkan pada tabel 

berikut. 

Tabel 7. 4 Potensi Rawan Banjir WS Batanghari 

No. KABUPATEN 
LUAS POTENSI BANJIR 

MENENGAH (hektar) 

1 Batanghari 328.808,95 

2 Kota Jambi 16.737,62 

3 Muaro Jambi 65.276,91 
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No. KABUPATEN 
LUAS POTENSI BANJIR 

MENENGAH (hektar) 

4 Tanjung jabung Barat 1.666,99 

5 Tanjung jabung Timur 1.128,72 

TOTAL 413.619,19 

 

Pengendalian Daya Rusak Air  

Daya rusak air yang terkait dengan wilayah KI Kemingking dan sekitarnya berupa potensi 

bencana banjir akibat luapan sungai Batanghari beserta anak-anak sungainya. Untuk 

mengetahui luas dampak banjir digunakan analisa dengan  Pemodelan HEC-RAS 2D pada 

periode banjir 10 tahunan dan periode 25 tahun. 

Pemodelan HEC-RAS 2D dilakukan untuk mengetahui simulasi genangan yang terjadi akibat 

dari debit banjir berdasarkan periode ulang rencana pada Sungai Batang Hari. Pemodelan 2D 

dilakukan menggunakan software HEC-RAS 6.0. Beberapa input data berupa data syarat 

batas (boundary condition), koefisien manning dan data DEM (Digital Elevation Model) 

digunakan untuk menggambarkan kondisi topografi di lokasi kajian. Berikut hasil analisis 

genangan model 2D untuk wilayah inti dan wilayah penyangga pada periode rencana 10 

tahunan dan 25 tahunan. 

 

Gambar 7. 2 Luas Genangan Periode Ulang Debit Banjir Rencana 10 Tahunan  

Sumber: hasil Analisis 2021 
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Gambar 7. 3 Luas Genangan Periode Ulang Debit Banjir Rencana 25 Tahunan  

Sumber: hasil Analisis 2021 

 

Berdasarkan hasil model 2D yang dilakukan pada HEC-RAS untuk periode ulang debit banjir 

rencana 10 tahunan dan 25 tahunan terjadi banjir disekitar wilayah inti dan wilayah penyangga 

yang dapat dilihat pada gambar diatas. Genangan yang terjadi pada periode 10 tahunan 

menunjukan sebagian besar area KI Kemingking bagian utara cukup aman dari genangan, 

namun untuk periode 25 tahunan menunjukan hampir seluruh area KI Kemingking tertutup 

genangan. Berdasarkan hasil tersebut perlu dilakukan upaya pembangunan infrastruktur 

pengendali banjir guna mengurangi resiko banjir yang terjadi di KI Kemingking dan sekitarnya. 

 

7.2. ANALISIS KESENJANGAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN 

Analisa kebutuhan untuk penyediaan dukungan infrastruktur bagi KI Kemingking akan 

merekomendasikan jalan dan jembatan yang terkait langsung dan berada pada lokasi 

terdekat dengan KI Kemingking dan sekitarnya. 

1. Ketersediaan Jalan dan Jembatan 

Ketersediaan jalan dan jembatan yang terkait langsung untuk mendukung akses ke KI 

Kemingking serta berada pada lokasi terdekat disekitarnya terdiri dari 3 (tiga) ruas jalan 

nasional 1 (satu) ruas jalan provinsi dan 3 (tiga) ruas jalan kabupaten, serta 1 buah jembatan 

dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini. 
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Tabel 7. 5 Ketersediaan Jalan dan Jembatan KI Kemingking dan wilayah sekitarnya 

NO. LINK RUAS JALAN NASIONAL 
Panjang  

(km) 
VCR 

Mantap 

(%) 

11027 Bts Kota Jambi – Talang Duku 3,95 0,68 100 

1033 
Sp. Candi Muaro Jambi / Ds. Baru 

- Candi Muaro Jambi 
4.05 - 100,00 

11039 
Jln. Batanghari Ii - Zona Lima (Sp. 

Pel) 
33.00 0.62 84.76 

11.027.001.0 Jembatan Kumpeh Ulu  60 m 0,68  

 

Jalan Provinsi, Sp. Pudak-suak 

kandis (Pelabuhan Talang Duku 

menuju Gerbang 2 KI Kemingking) 

35,17   

 
Jalan Kabupaten Talang Duku – 

manis mato-sogo 
-   

 
Jalan Kabupaten Jambi Kecil - 

Desa Baru 
   

 
Jalan Kabupaten Sp.Berembang - 

Sp.Jambi Kecil 
   

CATATAN:   

VCR KETERANGAN 

< 0.60 Arus lancar, volume rendah, kecepatan tinggi 

0.60 - 0.70 Arus stabil, kecepatan terbatas, volume sesuai untuk jalan luar kota 

0.70 - 0.80 
Arus stabil, kecepatan dipengaruhi oleh lalu lintas, volume sesuai untuk jalan 

kota 

0.80 - 0.90 Mendekati arus tidak stabil, kecepatan rendah 

0.90 - 1.00 Arus tidak stabil, kecepatan rendah, volume padat atau mendekati kapasitas 

> 1.00 
Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, banyak 

berhenti 

 

2. Kebutuhan Pengembangan Jalan dan Jembatan 

Pengembangan infrastruktur KI Kemingking melalui sektor bina marga bertujuan untuk 

menghubungkan berbagai kawasan–kawasan sentra produksi seperti kawasan produksi 

sawit, sagu, perikanan menuju ke area KI Kemingking sebagai pusat pengolahan bahan 

produksi, kemudian menuju ke pelabuhan Kemingking sebagai pelabuhan utama untuk 

melakakukan kegiatan distribusi arus perdagangan menuju Kota Surabaya, Makassar dan 

wilayah sekitar serta kegiatan ekspor perdagangan. Hal ini tentunya bertujuan untuk 
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mendukung konektivitas dan mobilisasi angkutan barang di daerah Muaro Jambi dan 

sekitarnya. 

Untuk mendukung konektivitas dan mobiltas pada ruas-ruas jalan yang berpotensi sebagai 

jalur ditribusi pendukung KI Kemingking, dibutuhkan dukungan jaringan jalan yang handal dan 

ramah lingkungan. Adapun kriteria yang dimaksud untuk mendukung hal tersebut yaitu: 

1. Nilai Volume Capacity Ratio (VCR) pada ruas jalan arteri dan kolektor paling tinggi 0,85 

dan ≤ 0,9 pada ruas jalan lokal atau lingkungan (mengacu pada Permen. PU. No. 

19/PRT/M/2011) dengan ketentuan penanaganan long segmen jalan akan mulai 

dilakukan secara bertahap pada kondisi VCR >0,6.  

2. Kondisi ruas jalan nasional sebagai jalur distribusi logistik, dalam kondisi jalan yang 

mantap dan berkeselamatan sesuai dengan yang dipersyaratkan didalam Permen PU 

No. 13/PRT/M/2011. 

3. Dukungan jalan untuk mendukung konektivitas antar pusat bahan baku dan pusat 

pengolahan di KI Kemingking, perlu didukung dengan kapasitas Muatan Sumbu Terberat 

(MST) delapan sampai dengan sepuluh ton pada kelas jalan I, II dan III (Mengacu pada 

Permen PUPR. No. 05/PRT/M/2018). 

4. Tersedianya jalur hijau pada ruas jalan arteri dan kolektor primer. 

5. Kondisi lebar jembatan yang sesuai dengan lebar ruas jalan. 

Tabel 7. 6 Proyeksi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2030 

No. Link Ruas Jalan 
Panjang 

(km) 
VCR 

Proyeksi  VCR 

2022 2023 2024 2025 2030 

11027 Bts Kota Jambi – Talang Duku 3,95 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 

1033 
Sp. Candi Muaro Jambi / Ds. 
Baru – Candi Muaro Jambi 

4.04 0 0 0 0 0 0 

11039 
Jln. Batanghari Ii – Zona Lima 
(Sp. Pel) 

35.62 0.62 0.63 0.64 0.65 0.65 0.68 

 
Jalan Tol Tempino-Jambi 
(Interchange menuju KI 
Kemingking) 

       

11.027.001.0 Jembatan Kumpeh Ulu  60 m 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 

 

Jalan Provinsi, Sp. Pudak-suak 
kandis (Pelabuhan Talang Duku 
menuju Gerbang 2 KI 
Kemingking) 

35,17       

 
Jalan Kabupaten Talang Duku 
– manis mato-sogo 

       

 
Jalan Kabupaten Jambi Kecil - 
Desa Baru 

       

 
Jalan Kabupaten 
Sp.Berembang - Sp.Jambi Kecil 

       

Sumber : Analisis Penyusun, 2021 
 
 
 
 
 
 



RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (RPIW) 
Mendukung KI KEMINGKING Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi 

 
  

 

 124 

Tabel 7. 7 Kebutuhan Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2030 

NO. LINK 
RUAS JALAN 

NASIONAL 
KEBUTUHAN PENANGANAN 

11027 
Bts Kota Jambi – Talang 
Duku 

Peningkatan jalan sesuai standar jalan nasional 

1033 
Sp. Candi Muaro Jambi / 
Ds. Baru – Candi Muaro 
Jambi 

Peningkatan jalan sesuai standar jalan nasional 

11039 
Jln. Batanghari II – Zona 
Lima (Sp. Pel) 

Peningkatan jalan sesuai standar jalan nasional 

 
Jalan Tol Tempino-Jambi 
(Interchange menuju KI 
Kemingking) 

Pembangunan Interchange menuju Gerbang 1 KI 
Kemingking 

11.027.001.0 Jembatan Kumpeh Ulu  
Peningkatan jembatan sesuai standar jembatan 
nasional 

 

Jalan Provinsi, Sp. 
Pudak-suak kandis 
(Pelabuhan Talang Duku 
menuju Gerbang 2 KI 
Kemingking) 

Peningkatan jalan sesuai standar jalan provinsi 

 
Jalan Kabupaten Talang 
Duku – Manis Mato-Sogo 

Peningkatan jalan sesuai standar jalan kabupaten 

 
Jalan Kabupaten Jambi 
Kecil - Desa Baru 

Peningkatan sesuai standar jalan kabupaten 

 
Jalan Kabupaten 
Sp.Berembang - 
Sp.Jambi Kecil 

Peningkatan jalan sesuai standar jalan kabupaten 

Sumber: Hasil analisis 2021 

7.3. ANALISIS KESENJANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 
Infrastruktur permukiman meliputi: a) sistem air minum, b) sistem pengolahan limbah, c) 

sistem persampahan, dan d) kawasan permukiman. Perhitungan kebutuhan infrastruktur 

permukiman didasari pada kebutuhan minimal sesuai standar system air bersih, standar 

sistem persampahan, standar sistem air limbah serta standar Kawasan permukiman.  

1. Ketersediaan Air Minum 

Kapasitas terpasang SPAM di Wilayah Pengaruh KI Kemingking masih sangat kecil (kecuali 

Kota Jambi), dibandingkan kebutuhan 10 tahun yang akan datang (2030). Kondisi kapasitas 

terpasang dan kapasitas produksi menunjukan kapasitas idle yang persentasenya cukup 

besar. Cakupan layanan SPAM di wilayah pengaruh ini juga sangat minimal (kecuali Kota 

Jambi). Ketersediaan SPAM di wilayah pengaruh KI Kemingking dapat dirinci sebagaimana 

tabel berikut. 
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Tabel 7. 8 Ketersediaan Infrastruktur SPAM Wilayah Pengaruh 

No.  Kabupaten/Kota 
Kapasitas (L/dt) 

Pelayanan 
Cakupan 

Layanan Terpasang Produksi Idle 

1 

Kabupaten 

Tanjung Jabung 

Barat 

394 222 
173 

(43,91%) 

Kec. Kuala Tungkal, Muara Papalik, 

Merlung, Pelabuhan Dagang, Batang 

Asam, Teluk Nilau, Sungai Rambai 

9,79% 

2 
Kabupaten 

Batang Hari 
335 170 

165 

(49,25%) 

Kec. Muara Bulian, Sridadi, Terrusan 

Sebrang, Lubuk Ruso, Sungai Baung, 

Simpang Terusan, Rambutan Mersam 

24,53% 

3 

Kabupaten 

Tanjung Jabung 

Timur 

268 195 
73 

(27,24%) 

Kec. Sengeti, Metro Mendalo, Talang 

Duku, Sukernan, Candi, Tangkit Baru, 

Tanjung  

11,44% 

4 
Kabupaten Muaro 

Jambi 
295 186 

109 

(36,95%) 

Kec. Muara Sabak, Pelab Samudera, 

Sadu, Sabak Timur, Geragai, 

Pemusiran, Kuala Simbur, Simbur Naik 

13,72% 

5 Kota Jambi 1.430 1.303 
127 

(8,88%) 

Kec. Telanaipura, Kota Baru, Jambi 

Timur, Jambi Selatan, Pasir Panjang, 

Danau Teluk, Tanjung Johor 

65,19% 

Sumber : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi 

 

2. Kebutuhan Air Minum 

Untuk mengetahui kebutuhan air di kabupaten/kota di Pulau Lampung dilakukan Analisis 

Demand Supply, sehingga dapat diketahui perbandingan antara unit produksi eksisting yang 

telah beroperasi, dan kebutuhan air bersih penduduk pada masing-masing kabupaten/kota. 

Beberapa asumsi yang diambil dalam melakukan pendekatan Demand dan Supply sebagai 

berikut: 

1. Kebutuhan air kawasan industri (aneka industri pengolahan) dan pekerja dalam kawasan 

adalah 0.55 ltr/dtk/ha. Kebutuhan air dihitung dari luas efektif KI sebesar 60%; 

2. Kebutuhan air untuk penduduk (domestik perkotaan) adalah 120 ltr/org/hari;  

3. Kebutuhan non domestik → 30% dari kebutuhan domestik; 

4. Pertambahan penduduk pada tahun 2022 – 2030;  

5. Jumlah Pekerja KI Kemingking: 147.500 orang TK; 

6. Tingkat kehilangan air → 25% dari kebutuhan domestik; 

7. Target pemenuhan air minum layak 100%; dan 

8. Penduduk Kawasan perkotaan Provinsi Jambi sebesar 36,5% dari total penduduk wilayah 

tiap kab/kota, kecuali Kota Jambi sebesar 60%. 

Disamping asumsi tersebut di atas perlu pula dipertimbangkan bahwa pemenuhan kebutuhan 

untuk pengembangan kapasitas air bersih akan difokuskan pada kawasan perkotaan saja. 



RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (RPIW) 
Mendukung KI KEMINGKING Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi 

 
  

 

 126 

Berdasarkan BPS, proyeksi penduduk perkotaan di Provinsi Jambi pada tahun 2030 akan 

mencapai 36,5% kecuali Kota Jambi sebesar 60% dari total penduduk wilayahnya.  

Kebutuhan pelayanan SPAM pada wilayah penyangga telah memperhitungkan penambahan 

tenaga kerja KI Kemingking sebanyak 147.500 orang yang diasumsikan secara umum akan 

tersebar di Kabupaten Muaro Jambi dan secara khusus pada tiga kecamatan. Perhitungan 

kebutuhan air wilayah penyangga ini juga memasukkan kebutuhan air untuk kebutuhan air 

kegiatan industri di dalam KI Kemingking meskipun pembiayaan pengadaannya akan menjadi 

tanggung jawab pengusaha KI. Simak tabel berikut ini untuk rincian kebutuhan pelayanan 

SPAM tahun 2030 di wilayah penyangga. 

Tabel 7. 9 Kebutuhan Pelayanan SPAM Wilayah Penyangga Tahun 2030 

No. 
Kecamatan/ 
Kabupaten/ 

Kota 

Total 
Jumlah 

Penduduk 
100% 
(jiwa) 

Jumlah 
Pddk 

Perkotaan 
36,5% 
(jiwa) 

Konsum
si Air 

(L/org/hr
) 

Keb.Air (L/dt) 

Domestik 
(100%) 

Non 
Domesti
k (30%) 

Kehilan
gan air 
(25%) 

Total 

1 Kec. Kumpeh Ulu 74.365 27.143 120 37,70 11,31 9,42 58,43 

2 Kec. Maro Sebo 23.159 8.453 120 11,74 3,52 2,94 18,20 

3 Kec. Taman Rajo 12.466 4.550 120 6,32 1,90 1,58 9,80 

4 Pekerja 147.500 53.838 120 74,77 22,43 18,69 115,90 

 subtotal 257.490 93.984  130,53 39,16 32,63 202,33 

5 KI Kemingking 
1.290 
hektar 

- 0,55 - 709,50 177,38 886,88 

 Total 257.490 93.984 - 130,53 748,66 210,01 1.089,20 

Sumber: Hasil analisis 2021 

Kebutuhan pelayanan merupakan kebutuhan total sesuai dengan angka proyeksi penduduk 

tahun 2030, sedangkan kebutuhan pengembangan adalah kapasitas yang perlu ditambahkan 

setelah dikurangi idle capacity dari infrastruktur eksisting. Untuk kebutuhan pengembangan 

SPAM di wilayah penyangga dapat disimak pada tabel berikut ini. Pada wilayah penyangga 

ini belum tersedia infrastruktur SPAM sehingga tidak ada idle capacity atau perlu dibangun 

infrastruktur baru. 

Tabel 7. 10 Kebutuhan Pengembangan SPAM Wilayah Penyangga Tahun 2030 

No. 
Kecamatan/ Kabupaten/ 

Kota 

Total 
Kebutuhan 
Pelayanan 

(lt/det) 

Idle 
Capacity 

(lt/det) 

Total Kebutuhan 
Pengembangan 

(lt/det) 

1 Kec. Kumpeh Ulu 58,43 - 58,43 

2 Kec. Maro Sebo 18,20 - 18,20 

3 Kec. Taman Rajo 9,80 - 9,80 

4 Pekerja 115,90 - 115,90 

 subtotal 202,33 - 202,33 

5 KI Kemingking 886,88 - 886,88 

 Total 1.089,21 - 1.089,21 

Sumber: Hasil analisis 2021 
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Tabel di atas memperlihatkan kebutuhan pengembangan SPAM akibat kegiatan Industri KI 

Kemingking jumlahnya sangat besar yaitu lebih dari 880 lt/dt, karena itu untuk kebutuhan 

jangka Panjang, pihak pengelola kawasan harus menyediakan SPAM tersendiri di dalam 

Kawasan agar tidak membebani SPAM perkotaan. 

Kebutuhan pelayanan SPAM pada wilayah pengaruh telah memperhitungkan penambahan 

tenaga kerja KI Kemingking sebanyak 147.500 orang yang diasumsikan secara umum akan 

tersebar di Kabupaten Muaro Jambi. Persentase penduduk perkotaan untuk 4 (empat) 

kabupaten diperhitungkan sebesar 36,5%, kecuali untuk Kota Jambi 60%. Simak tabel berikut 

ini untuk rincian kebutuhan pelayanan SPAM tahun 2030 di wilayah pengaruh. 

Tabel 7. 11 Kebutuhan Pelayanan SPAM Wilayah Pengaruh Tahun 2030 

No. 
Kecamatan/ 

Kabupaten/ Kota 

Total 
Jumlah 

Penduduk 
100% 
(jiwa) 

Jumlah 
Pddk 

Perkotaan 
36,5% (jiwa) 

Konsums
i Air 

(L/org/hr) 

Keb.Air (L/dt) 

Domestik 
(100%) 

Non 
Domest
ik (30%) 

Kehilan
gan air 
(25%) 

Total 

1 
Kabupaten 
Batanghari 

294.943 107.654 120 149,52 44,86 37,38 231,76 

2 
Kabupaten 
Muaro Jambi + 
Pekerja 

634.094 231.444 120 321,45 96,44 80,36 498,25 

3 
Kabupaten 
Tanjung Jabung 
Timur 

237.256 86.598 120 120,28 36,08 30,07 186,43 

4 
Kabupaten 
Tanjung Jabung 
Barat 

363.225 132.577 120 184,13 55,24 46,03 285,41 

5 Kota Jambi 654.489 392.693 120 545,41 163,62 136,35 845,38 

 Total 2.184.007 950.967 - 1.320,79 396,24 330,20 2.047,22 

Sumber: Hasil Analisis, 2021 
 

Kebutuhan pelayanan merupakan kebutuhan total sesuai dengan angka proyeksi penduduk 

tahun 2030, sedangkan kebutuhan pengembangan adalah kapasitas yang perlu ditambahkan 

setelah dikurangi idle capacity dari infrastruktur eksisting. Untuk kebutuhan pengembangan 

SPAM di wilayah pengaruh dapat disimak pada tabel berikut ini. Pada wilayah pengaruh ini 

telah tersedia infrastruktur SPAM dengan idle capacity bervariasi pada tiap kabupaten/kota. 

Kebutuhan pengembangan tertinggi adalah Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Simak 

tabel berikut ini untuk rincian total kebutuhan pengembangan SPAM tahun 2030 pada tiap 

kabupaten/kota di wilayah pengaruh KI Kemingking. 
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                  Tabel 7. 12 Kebutuhan Pengembangan SPAM Wilayah Pengaruh Tahun 

2030 

No. 
Kecamatan/ 

Kabupaten/ Kota 

Total 
Kebutuhan 
Pelayanan 

(lt/det) 

Idle 
Capacity 

(lt/det) 

Total Kebutuhan 
Pengembangan 

(lt/det) 

1 
Kabupaten 
Batanghari 

231,76 165,00 66,76 

2 
Kabupaten 
Muaro Jambi + 
Pekerja 

498,25 109,00 389,25 

3 
Kabupaten 
Tanjung Jabung 
Timur 

186,43 73,00 113,43 

4 
Kabupaten 
Tanjung Jabung 
Barat 

285,41 173,00 112,41 

5 Kota Jambi 845,38 127,00         718,38  

 Total 2.047,23 647,00 1.400,23 

Sumber: Hasil Analisis, 2021 

3. Ketersediaan Infrastruktur Air Limbah 

Ketersediaan infrastruktur air limbah berupa IPLT di wilayah pengaruh KI Kemingking hanya 

ada di tiga kabupaten, yaitu: Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur. Kondisi ketersediaan infrastruktur air limbah berupa IPLT di wilayah 

pengaruh KI Kemingking rinciannya sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 7. 13 Ketersediaan Infrastruktur IPLT Wilayah Pengaruh 

No. Nama Lokasi 
Kapasitas 

(m3/hari) 

Kondisi 

IPLT 

Sistem 

pengolahan Area Pelayanan 

1. 
IPLT Muara Bulian 

(Kabupaten Batang Hari) 
Kel. Muara Bulian 10,00 Baik 

- Kel. Muara Bulian 

dan sekitarnya 

2. 

IPLT Muaro Sabak Barat 

(Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur) 

Kec. Muaro Sabak 

Barat 
4,00 Baik 

Solid 

Separated 

Kec. Muaro 

Sabak Barat dan 

sekitarnya 

3. 

IPLT Talang Bakung 

(Kabupaten Muaro 

Jambi) 

Desa Tangkit 80,00 Baik 
Kolam 

Stabilisasi 

Kota Jambi dan 

Kabupaten Muaro 

Jambi 

Sumber: Hasil analisis 
 

4. Kebutuhan Pengelolaan/Penanganan Air Limbah 

Sistem penyehatan air limbah mencakup sistem pengolahan limbah cair rumah tangga dan 

lumpur tinja serta sistem pengelolaan sampah. Pertimbangan kebutuhan sistem penyehatan 

lingkungan didasari pada potensi produksi air limbah dan NSPK bidang penyehatan 

lingkungan permukiman. Beberapa asumsi yang diambil dalam melakukan pendekatan 
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demand dan supply mengacu kepada Pedoman Penyusunan Rencana Induk SPAL  sebagai 

berikut: 

• Potensi produksi air limbah non kakus (grey water) sebesar 80% dari konsumsi air 

domestic tanpa memperhitungkan kebocoran; 

• Potensi produksi air limbah kakus (black water) sebesar 0,65 gr/orang/hari  

• Target pemenuhan sanitasi layak 100%. 

Secara khusus asumsi yang digunakan untuk kebutuhan infrastrruktur SPALD Terpusat dan 

SPALD Setempat adalah sebagai berikut: 

SPALD Terpusat SPALD Setempat 

❑ Kepadatan penduduk 150 jiwa/ha 
❑ Kedalaman muka air tanah kurang dari 1m 
❑ Permeabilitas tanah rendah 
❑ Kemiringan lahan >2% 
❑ Ada kemampuan finansial untuk 

pembangunan dan operasional dan 
pemeliharaan 

❑ Subsistem pengolahan setempat: 
o Skala individu→tanki biofilter 
o Skala komunal→2-10 kk; mck komunal 

❑ Subsistem pengangkutan 
❑ Subsistem pengolahan lumpur tinja 

Sumber: Permen PUPR No 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan SPALD 

Disamping asumsi tersebut diatas perlu pula dipertimbangkan bahwa pemenuhan kebutuhan 

untuk penanganan air limbah akan di fokuskan pada Kawasan perkotaan saja. Berdasarkan 

BPS, proyeksi penduduk perkotaan di Provinsi Jambi pada tahun 2030 akan mencapai 36,5% 

kecuali Kota Jambi sebesar 60% dari total penduduk wilayahnya.  

Perhitungan timbulan air limbah dan kebutuhan penanganannya tahun 2030 pada wilayah 

penyangga memiliki angka yang sama karena di wilayah ini belum tersedia infrastruktur air 

limbah. 

Tabel 7. 14 Timbulan Air Limbah dan Kebutuhan Penanganan Wilayah Penyangga 
Tahun 2030 

No. 
Kecamatan/ 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah 
Penduduk 
Perkotaan 

(jiwa) 

Keb.Air 
Domestik 

(lt/dt) 

Standar 
Gray 
water 

Standar 
Black 
water 

(gr/org/hr) 

Timbulan 
Gray 
Water 
(lt/dt) 

Timbulan 
Black 
Water 
(lt/dt) 

Total 
Timbulan 

Air Limbah 
(lt/dt) 

Total 
Timbulan Air 

Limbah 
(m3/hr) 

1 
Kec. Kumpeh 
Ulu 

27.143 37,70 80% 0,65 30,16 0,0002 30,1602 2.605,84 

2 Kec. Maro Sebo 8.453 11,74 80% 0,65 9,39 0,0001 9,3921 811,47 

3 
Kec. Taman 
Rajo 

4.550 6,32 80% 0,65 5,06 0,0000 5,0560 436,84 

4 Pekerja KI 53.838 74,77 80% 0,65 59,82 0,0004 59,8164 5.168,14 

 subtotal 93.984 130,53 - - 104,42 0,0007 104,4247 9.022,29 

5 KI Kemingking 1.290,00 ha 709,50 60% - 425,70 - 425,7000 36.780,48 

 Total 93.984 142,70 - - 530,12 0,0007 530,1247 45.802,77 

Sumber: Hasil Analisis 2021 

Tabel di atas memperlihatkan kebutuhan penanganan air limbah akibat kegiatan Industri KI 

Kemingking jumlahnya sangat besar yaitu lebih dari 36.780 m3/hari, karena itu untuk 
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kebutuhan jangka panjang, pihak pengelola kawasan harus menangani timbulan air 

limbahnya secara mandiri di dalam Kawasan agar tidak membebani infrastruktur air limbah  

perkotaan. Perhitungan timbulan air limbah tahun 2030 pada wilayah pengaruh telah 

menambahkan jumlah pekerja tahun 2030 sebanyak 147.500 orang di Kabupaten Muaro 

Jambi. Timbulan terbesar adalah di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Simak 

rinciannya pada tabel di bawah ini. 

Tabel 7. 15 Timbulan Air Limbah Wilayah Pengaruh Tahun 2030 

No. 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah 
Penduduk 
Perkotaan 

(jiwa) 

Keb.Air 
Domestik 

(lt/dt) 

Standar 
Gray 
water 

Standar 
Black 
water 

(gr/org/hr) 

Timbulan 
Gray 
Water 
(lt/dt) 

Timbulan 
Black 
Water 
(lt/dt) 

Total 
Timbulan 

(lt/dt) 

Total 
Timbulan 
(m3/hr) 

1 
Kabupaten 
Batanghari 

107.654 149,52 80% 0,65 119,62 0,0008 119,62 10.334,89 

2 
Kabupaten 
Muaro Jambi + 
Pekerja 

231.444 321,45 80% 0,65 257,16 0,0017 257,16 22.218,77 

3 
Kabupaten 
Tanjung 
Jabung Timur 

86.598 120,28 80% 0,65 96,22 0,0007 96,22 8.313,81 

4 
Kabupaten 
Tanjung 
Jabung Barat 

132.577 184,13 80% 0,65 147,30 0,0010 147,30 12.727,15 

5 Kota Jambi 392.693 545,41 80% 0,65 436,33 0,0030 436,33 37.698,99 

 Total 950.966 1.320,79   1.056,63 0,0072 1.056,64 91.293,62 

Sumber: Hasil Analisis 2021 

Tabel 7. 16 Kebutuhan Penanganan Air Limbah Wilayah Pengaruh Tahun 2030 

No. Kabupaten/ Kota 
Total Timbulan  

(m3/hr) 
Idle Capacity 

(m3/hr) 

Total Kebutuhan 
Penanganan 

(m3/hr) 

1 
Kabupaten 
Batanghari 

10.334,89 10,00    10.324,89  

2 
Kabupaten Muaro 
Jambi + Pekerja 

22.218,77 80,00    22.138,77  

3 
Kabupaten 
Tanjung Jabung 
Timur 

8.313,81 4,00      8.309,81  

4 
Kabupaten 
Tanjung Jabung 
Barat 

12.727,15 0,00    12.727,15  

5 Kota Jambi 37.698,99 0,00    37.698,99  

Total 91.293,62 94,00    91.199,61  

Sumber: Hasil Analisis 2021 

Kebutuhan penanganan/pengelolaan untuk wilayah pengaruh mencapai 91.199,61 m3/hari 

untuk kebutuhan permukiman di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kota Jambi. Kebutuhan 
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penanganan terbesar adalah di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Semua kebutuhan 

penanganan tersebut akan dikembangkan dalam beberapa tahap. 

5. Kondisi Ketersediaaan Pengelolaan Persampahan 

Wilayah pengaruh KI Kemingking meliputi 4 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Jambi dengan 

kondisi infrastruktur berupa TPA di Wilayah Pengaruh KI Kemingking selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 7. 17 Kondisi Infrastruktur TPA di Wilayah Pengaruh KI kemingking 

No. Nama TPA Lokasi 
Luas 

TPA (Ha) 
Kapasitas 

(m3) 
Sistem 

Pengolahan 
Area Pelayanan 

1. 
TPA Lubuk 
Terentang 

Desa Lubuk 
Terentang, 
Kabupaten 
Tanjung Jabung 
Barat 

9,8 686 
Sanitary 
Landfill 

Kec. Tungkal Ilir, 
Betara, Bramitan 

2. 
TPA Muara Bulian 
(Kabupaten 
Batang Hari) 

Desa Muara 
Bulian 

12,42 869.400 
Sanitary 
Landfill 

Kec. Muara 
Tembesi, Muara 
Bulian, Maro sebo 

3. 

TPA Tanjung 
Jabung Timur 
(Kabupaten 
Tanjung Jabung 
Timur) 

Desa Parit 
Culum Satu 

8 560.000 
Sanitary 
Landfill 

Kec. Sabak Timur, 
Sabak Barat, 
Geragai, Kuala 
Jambi, Nipah 
Panjang 

4. 
TPA Bukit Baling 
(Kabupaten 
Muaro Jambi) 

Desa Bukit 
Baling 

10 700.000 
Sanitary 
Landfill 

Kec. Sekeman, 
Kumpeh, Jambi 
Luar Kota, Sungai 
Gelam 

5. 
TPA Talang Gulo 
(Kota Jambi) 

Kel. Kenali 
Asam Bawah 

31,3 2.191.000 
Sanitary 
Landfill 

Seluruh kecamatan 
di Kota Jambi 

 

6. Kebutuhan Penanganan Persampahan 

Perhitungan kebutuhan penanganan sampah menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut: 

1. Produksi Sampah = 2,75 - 3,25 liter/org/hari  untuk Kota Sedang (penduduk 100.000 – 

500.000 jiwa)*  →  dipilih 2,75 Liter/org/hari 

2. Persentase faktor pengurangan/reduksi sampah 20 % **   

     → dibuat skenario faktor reduksi 30 % (optimis) 

3. Persentase pelayanan TPA sampah  70 % ** 

4. Faktor Kompaksi 60 % (dibutuhkan untuk menghitung usia TPA) 

* Sumber : SNI 19-3983-1995 

** Sumber : Permen PUPR No 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
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Tabel 7. 18 Proyeksi Timbulan Sampah Wilayah Penyangga Tahun 2030 (Skenario Optimis)  

No. Kecamatan/  
Jumlah 

Penduduk 
(jiwa) 

Standar 
Timbulan 
Sampah 

(lt/org/hr) 

Total 
Timbulan 
Sampah 

(lt/hr) 

Total 
Timbulan 

(Dgn Reduksi 
30%)  
(lt/hr) 

Total 
Timbulan 

(Dgn Reduksi 
30%)  

(m3/hr) 

1 
Kec. Kumpeh 
Ulu 

74.365 2,75 204.503,75 143.152,63         143,15  

2 
Kec. Maro 
Sebo 

23.159 2,75 63.687,25 44.581,08           44,58  

3 
Kec. Taman 
Rajo 

12.466 2,75 34.281,50 23.997,05           24,00  

4 Pekerja KI 147.500 2,75 405.625,00 283.937,50         283,94  

 subtotal 257.490  708.097,50 495.668,25 495,67 

5 KI Kemingking 
1.290 
hektar 

4 m3/ha/hr  5.160.000,00   3.612.000,00       5.160,00  

 Total 257.490  5.868.097,50 4.107.668,25 5.655,67 
Sumber: Hasil Analisis 2021 

Proyeksi timbulan sampah akibat kegiatan Industri KI Kemingking jumlahnya sangat besar, 

lebih dari 5.000 m3/hari, karena itu untuk kebutuhan jangka panjang, pihak pengelola 

kawasan harus menyediakan TPA tersendiri di dalam Kawasan agar tidak membebani TPA 

kota. 

Tabel 7. 19 Proyeksi Timbulan Sampah Wilayah Pengaruh Tahun 2030 (Skenario Optimis)  

No. 
Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah 
Penduduk 

(jiwa) 

Standar 
Timbulan 
Sampah 

(lt/org/hr) 

Total 
Timbulan 
Sampah 

(lt/hr) 

Total 
Timbulan 

(Dgn Reduksi 
30%)  
(lt/hr) 

Total 
Timbulan 

(Dgn Reduksi 
30%) 

(m3/hr) 

1 
Kabupaten 
Batanghari 

294.943 2,75 811.093,25 567.765,28         567,77  

2 
Kabupaten 
Muaro Jambi 

634.094 2,75 1.743.758,50 1.220.630,95      1.220,63  

3 
Kabupaten 
Tanjung 
Jabung Timur 

237.256 2,75 652.454,00 456.717,80         456,72  

4 
Kabupaten 
Tanjung 
Jabung Barat 

363.225 2,75 998.868,75 699.208,13         699,21  

5 Kota Jambi 654.489 2,75 1.799.844,75 1.259.891,33      1.259,89  

 Total 2.184.007   6.006.019,25 4.204.213,48 4.204,21 

Sumber: Hasil Analisa, 2021 

7. Kondisi dan Kebutuhan Penanganan Permukiman Kumuh 

Sesuai SK Bupati, di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 4 (empat) lokasi kelurahan/Desa 

kawasan kumuh yang berjumlah 216,14 hektar. Kebutuhan penanganannya adalah 

peningkatan kualitas Kawasan hingga tahun 2030. 
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Tabel 7. 20 Lokasi Kawasan Kumuh KI Kemingking 

No Nama Kawasan Lokasi Luas (Ha) Kebutuhan Penanganan 

1. 
Kecamatan Jambi 

Luar Kota 
Desa Pijoan 26,96 

Peningkatan Kualitas hingga 

0% kumuh pada tahun 2030 

2. 
Kecamatan 

Kumpeh Ulu 
Desa Pudak 97,94 

Peningkatan Kualitas hingga 

0% kumuh pada tahun 2030 

3. 
Kecamatan 

Kumpeh Ulu 

Desa Muaro 

Kumpeh 
73,77 

Peningkatan Kualitas hingga 

0% kumuh pada tahun 2030 

4. 
Kecamatan 

Sekernan 
Desa Sengeti 17,47 

Peningkatan Kualitas hingga 

0% kumuh pada tahun 2030 

Total  216,14  
Sumber: SK Bupati Muaro Jambi  No. 641 ,2019 

 

7.4. INFRASTRUKTUR PERUMAHAN 

Kebutuhan Perumahan Pekerja 

Kebutuhan rumah untuk pekerja KI Kemingking dihitung dengan asumsi sebagai berikut: 

1. Luas efektif KI Kemingking diasumsikan 60% atau 1.290 hektar; 

2. Bangkitan tenaga kerja yang direncanakan 147.500 orang hingga KI beroperasi penuh 

diperkirakan pada tahun 2030; 

3. Kebutuhan rumah pekerja menggunakan rasio 1,5 sehingga dibutuhkan 98.333 unit 

rumah; 

4. Fasilitasi rumah susun untuk pekerja diasumsikan 10% dari kebutuhan yaitu 10 ribu unit. 

Sisanya dipenuhi dengan mekanisme rumah komersial/umum. 

5. Asumsi jumlah unit per tower building adalah 96 unit/TB 

6. Kebutuhan KI Kemingking sejumlah +/- 100 TB 

7. Kebutuhan lahan untuk 1 TB adalah 5.000m2 (0,5 Ha) sehingga dibutuhkan lahan seluas 

50 hektar 

8. Penyediaan perumahan pada KI Kemingking diarahkan berada di sekitar KI atau di dalam 

kawasan KI, sehingga pengembang kawasan industri harus mengalokasikan lahan untuk 

perumahan pekerja. 

9. Sebaran rumah pekerja diefektifkan pada alokasi kawasan permukiman perkotaan di 

wilayah penyangga (Kecamatan Kumpeh Ulu, Taman Rajo, dan Maro Sebo) yang telah 

ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Muaro Jambi. 

Tabel 7. 21 Kebutuhan Rumah Susun Pekerja 

NO. PARAMETER KEBUTUHAN 

1. Total luas lahan 2.150 hektar 

2. Luas Lahan Efektif (60%) 1.290 hektar 

3. 
Bangkitan tenaga kerja 

sesuai masterplan KI 

147.500 orang 
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NO. PARAMETER KEBUTUHAN 

4. Rasio kebutuhan rumah 1 unit rumah untuk 1,5 pekerja 

5. Total kebutuhan rumah 98.333 unit rumah; 

6. 
Fasilitasi Rumah susun 

pekerja 10% dari kebutuhan 

+/- 9.792 unit 

7. 
Jumlah unit per tower 

building 

96 unit/TB 

8. Kebutuhan rumah susun 102 unit TB 

9. 

Sebaran Rumah Susun:  

Kec. Taman Rajo (+/- 36%) 3.552 unit = 37 TB → Keb. Lahan: 18,5 hektar 

Kec. Kumpeh Ulu (+/- 38%) 3.744 unit = 39 TB → Keb. Lahan: 19,5 hektar 

Kec. Maro sebo (+/- 26%) 2.496 unit = 26 TB → Keb. Lahan: 13,0 hektar 

10. 

Tahapan Penyediaan:  

Kec. Taman Rajo 2024 - 2026 

Kec. Kumpeh Ulu 2027 - 2029 

Kec. Maro sebo 2029 - 2030 
Sumber: Hasil Analisis 2021 
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BAB 8 RENCANA   AKSI   PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR 
 

 

Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur menguraikan program/ kegiatan, cakupan kerja 

(antar kawasan prioritas dan lokasi spesifik), justifikasi/tujuan dan deskripsi kegiatan, 

kesiapan readiness criteria, keterangan tambahan hasil diskusi dengan direktorat sistem 

strategi di tiap unit organisasi teknis Kementerian PUPR, indikasi kebutuhan (volume, satuan), 

sumber pendanaan, dan tahun rencana implementasi. Rencana Aksi ini menjadi bahan 

koordinasi pada tahap pemrograman yang melibatkan berbagai stakeholder dan menjadi 

acuan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW. 

Rencana aksi pembangunan infrastruktur PUPR meliputi sektor-sektor yang menjadi 

kewenangan unit organisasi yaitu: 

a. Sumber daya air; 

b. Jalan dan jembatan; 

c. Permukiman; dan  

d. Perumahan. 
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Tabel 8. 1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur KI Kemingking 

No Program/ Kegiatan 
Cakupan Kerja 

Justifikasi/ Tujuan dan 
Deskripsi Kegiatan 

Indikasi 
Kebutuhan 

Sumber 
Pendanaan 

Tahun Rencana 
Implementasi 

Kawasan Lokasi Spesifik  Vol. Sat.  Mulai Selesai 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

A. Infrastruktur Sumber Daya Air 

A1 
Pemanfaatan Air Baku 
(Air Minum) 

        

1 
Pembangunan Intake Air 
Baku Perkotaaan 
Kemingking Dalam 

KI Kemingking 
dan Kws 
Permukiman 
Perkotaan 

Kel. Kemingking Dalam, 
Kec. Taman Rajo, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

menyediakan sumber air baku 
untuk pemenuhan kebutuhan 
air baku KI dan Kws 
Permukiman 

1 unit APBN 2024 2025 

A2 
Pengendalian daya rusak 
air (Banjir) 

        

1 

Pengendalian Banjir 
Perkotaan Kemingking 
Dalam dan Perkotaan 
Rukam 

KI Kemingking 
dan Kws 
Permukiman 
Perkotaan 

Kel. Kemingking Dalam, 
dan Kel. Rukam, Kec. 
Taman Rajo, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

mengurangi risiko bencana 
banjir pd permukiman dan KI 

- - APBN 2024 2025 

2 
Pengendalian Banjir 
Perkotaan Pudak 

KI Kemingking 
dan Kws 
Permukiman 
Perkotaan 

Kel. Pudak, Kec. 
Kumpeh Ulu, Kec. 
Kumpeh Ulu, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

mengurangi risiko bencana 
banjir pd permukiman dan KI 

- - APBN 2025 2026 

3 

Pengendalian Banjir 
Perkotaan Jambi Kecil dan 
Mudung Darat, Kec. Maro 
Sebo 

Kws 
Permukiman 
Perkotaan 

Kel. Jambi Kecil dan 
Kel. Mudung Darat, 
Kec. Maro Sebo, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

mengurangi risiko bencana 
banjir pd permukiman 

- - APBN 2027 2028 

B. Infrastruktur Jalan dan Jembatan 

B1 
Peningkatan Kapasitas 
Jalan 

        

1 
Peningkatan Jembatan 
Kumpeh Ulu 

Sentra Bahan 
Baku Industri 

Kec. Kumpeh Ulu, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Menjaga kualitas jalan akses 
sentra produksi ke KI  

60 m APBN 2024 2025 

2 
Peningkatan jalan 
kabupaten, Talang Duku – 
manis mato-sogo 

Pelabuhan 
Kec. Taman Rajo, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Meningkatkan Aksesibilitas 
Kawasan Industri (KI) 

- km 
APBD 

Provinsi/ DAK 
2023 2025 
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No Program/ Kegiatan 
Cakupan Kerja 

Justifikasi/ Tujuan dan 
Deskripsi Kegiatan 

Indikasi 
Kebutuhan 

Sumber 
Pendanaan 

Tahun Rencana 
Implementasi 

Kawasan Lokasi Spesifik  Vol. Sat.  Mulai Selesai 

3 
Peningkatan jalan 
kabupaten, Jambi Kecil - 
Desa Baru 

Kws 
Permukiman 
perkotaan 

Kec. Maro Sebo, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Meningkatkan Aksesibilitas 
Kawasan Industri (KI) 

- km 
APBD 

Provinsi/ DAK 
2023 2025 

4 
Peningkatan jalan 
kabupaten, Sp.Berembang 
- Sp.Jambi Kecil 

Kws 
Permukiman 
perkotaan 

Kec. Maro Sebo, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Meningkatkan Aksesibilitas 
Kawasan Industri (KI) 

- km 
APBD 

Provinsi/ DAK 
2023 2025 

5 
Peningkatan jalan provinsi, 
Sp. Pudak-Suak Kandis 

Kws 
Permukiman 
perkotaan 

Kec. Kumpeh Ulu, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Meningkatkan Aksesibilitas 
Kawasan Industri (KI) 

35,17 km 
APBD 

Provinsi/ DAK 
2023 2025 

6 
Peningkatan Jalan 
Nasional, Bts Kota Jambi – 
Talang Duku 

Sentra Bahan 
Baku Industri 

Kec. Kumpeh Ulu, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Meningkatkan Aksesibilitas 
Kawasan Industri (KI) 

3,95 km APBN 2026 2027 

7 
Peningkatan Jalan Nasional 
Lingkar Timur I - Lingkar 
Timur II - Sijenjang 

Sentra Bahan 
Baku Industri 

Kec. Kumpeh Ulu, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Meningkatkan Aksesibilitas 
Kawasan Industri (KI) 

4,99 km APBN 2027 2028 

8 
Peningkatan Jalan Nasional 
Jl. Batanghari II – zona 
Lima (Sp. Pel) 

Sentra Bahan 
Baku Industri 

Kec. Maro Sebo, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Meningkatkan Aksesibilitas 
Kawasan Industri (KI) 

35,62 km APBN 2029 2030 

B2 
Pembangunan Jaringan 
Jalan dan Jembatan 

        

1 

Pembangunan Jalan Tol 
Tempino-Jambi 
(Interchange menuju KI 
Kemingking) 

Sentra Bahan 
Baku Industri 

Kec. Kumpeh Ulu, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Mendukung pengembangan 
jalan produksi dan distribusi 
untuk memenuhi kebutuhan 
jalan alternatif pengalih beban 

19 km KPBU 2028 2030 

C. Infrastruktur Permukiman 

C1 
Penyediaan Air Minum 
Perkotaan 

        

1 
Peningkatan Instalasi 
Pengolahan Air (IPA) 
Talang Duku 

Kws 
Permukiman 
Perkotaan 

Kec. Kumpeh Ulu, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Peningkatan akses air minum 
peripipaan 1 unit APBN, APBD 2024 2025 

2 

Pembangunan SPAM 
Perkotaan Kemingking 
Dalam dan Perkotaan 
Rukam 

Kws 
Permukiman 
Perkotaan 

Kec. Taman Rajo, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Peningkatan akses air minum 
peripipaan 

1 unit APBN, APBD 2026 2027 

3 
Pembangunan SPAM 
Perkotaan Jambi Kecil dan 
Perkotaan Mudung Darat 

Kws 
Permukiman 
Perkotaan 

Kec. Maro Sebo, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Peningkatan akses air minum 
peripipaan 1 unit APBN, APBD 2028 2029 
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No Program/ Kegiatan 
Cakupan Kerja 

Justifikasi/ Tujuan dan 
Deskripsi Kegiatan 

Indikasi 
Kebutuhan 

Sumber 
Pendanaan 

Tahun Rencana 
Implementasi 

Kawasan Lokasi Spesifik  Vol. Sat.  Mulai Selesai 

4 
Pembangunan SPAM 
Perkotaan Pudak 

Kws 
Permukiman 
Perkotaan 

Kec. Kumpeh Ulu, 

Kabupaten Muaro 

Jambi 

Peningkatan akses air minum 
peripipaan 1 unit APBN, APBD 2029 2030 

C2 
Peningkatan Pelayanan 
Pengelolaan Sampah 

        

1 
Optimalisasi TPA Bukit 
Baling 

Kws 
Permukiman 
Perkotaan 

Kec. Sekernan, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Peningkatan kapasitas TPA 1 unit APBN, APBD 2024 2025 

2 

Pembangunan TPS3R 
Perkotaan Kemingking 
Dalam dan Perkotaan 
Rukam 

Kws 
Permukiman 
Perkotaan 

Kec. Taman Rajo, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

mengurangi beban sampah ke 
TPA landfill dan melibatkan 
masyarakat dalam pengelolaan 
sampah 

1 unit APBN, APBD 2025 2026 

3 
Pembangunan TPS3R 
Perkotaan Jambi Kecil dan 
Perkotaan Mudung Darat 

Kws 
Permukiman 
Perkotaan 

Kec. Maro Sebo, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

1 unit APBN, APBD 2027 2028 

4 
Pembangunan TPS3R 
Perkotaan Pudak 

Kws 
Permukiman 
Perkotaan 

Kec. Kumpeh Ulu, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

1 unit APBN, APBD 2029 2030 

C3 
Peningkatan Pelayanan 
Pengelolaan Air Limbah 

        

1 
Optimalisasi IPLT Talang 
Bakung 

Kawasan 
Permukiman 
Perkotaan  

Desa Tangkit, Kec. 
Sungai Gelam, 
Kabupaten Muaro 
jambi, dan Kota Jambi 

meningkatkan pelayanan air 
limbah domestik yang 
berkualitas 

1 unit APBN, APBD 2024 2025 

2 

Pembangunan SPAL-T 
Perkotaan Kemingking 
Dalam dan Perkotaan 
Rukam 

Kawasan 
Permukiman 
Perkotaan  

Kec. Taman Rajo, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

1 unit APBN, APBD 2025 2026 

3 
Optimalisasi IPLT Muara 
Bulian  

Kawasan 
Permukiman 
Perkotaan 

Kabupaten Batang Hari 1 unit APBN, APBD 2023 2024 

C4 
Peningkatan kualitas 
Kawasan kumuh 

        

1 
Permukiman perkotaan 
Pijoan 

Kws 
Permukiman 
Perkotaan 

Kec. Jambi Luar Kota, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Bebas Kawasan kumuh 26,96 Ha APBN, APBD 2025 2030 
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No Program/ Kegiatan 
Cakupan Kerja 

Justifikasi/ Tujuan dan 
Deskripsi Kegiatan 

Indikasi 
Kebutuhan 

Sumber 
Pendanaan 

Tahun Rencana 
Implementasi 

Kawasan Lokasi Spesifik  Vol. Sat.  Mulai Selesai 

2 
Permukiman perdesaan 
Pudak 

Kws 
Permukiman 
Perdesaan 

Kec. Kumpeh Ulu, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Bebas Kawasan kumuh 07,94 Ha 
APBD 

Kabupaten 
Muaro Jambi 

2025 2030 

3 
Permukiman perdesaan 
Muaro Kumpeh 

Kws 
Permukiman 
Perdesaan  

Kec. Kumpeh Ulu, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Bebas Kawasan kumuh 73,77 Ha APBN, APBD 2025 2030 

4 
Permukiman perkotaan 
Sengeti  

Kws 
Permukiman 
Perkotaan 

Kec. Sekernan, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Bebas Kawasan kumuh 17,47 Ha APBN, APBD 2023 2024 

D. Infrastruktur Perumahan 

1 
Penyediaan Rumah Susun 
Pekerja 

Kws 
Permukiman 
Perkotaan  

Kec. Taman Rajo, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

Menyediakan rumah bagi 
tenaga kerja KI Kemingking 

3.552         Unit APBN, APBD 2024 2026 

2 
Penyediaan Rumah Susun 
Pekerja 

Kws 
Permukiman 
Perkotaan  

Kec. Kumpeh Ulu, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

3.744         Unit APBN, APBD 2027 2029 

3 
Penyediaan Rumah Susun 
Pekerja 

Kws 
Permukiman 
Perkotaan  

Kec. Maro Sebo, 
Kabupaten Muaro 
Jambi 

2.496          Unit APBN, APBD 2029 2030 

4 
Penyediaan Akses 
Perumahan Layak 
Huni/Peningkatan RTLH 

Kws 
Permukiman 
Perkotaan  

Kec. Taman Rajo, Kec. 
Kumpeh Ulu, Kec. Maro 
Sebo, Kabupaten 
Muaro Jambi 

Peningkatan kualitas rumah 
beserta prasarana, sarana dan 
utilitas umumnya. 

5.290 unit 
APBD 

Kabupaten 
Muaro Jambi 

2023 2030 

Sumber: Hasil analisis 2021 
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Gambar 8. 1 Peta Rencana Aksi Pembangunan 2023 – 2030 (1) 

Sumber: Hasil Analisis 2021 

 

Gambar 8. 2 Peta Rencana Aksi Pembangunan 2023 – 2030 (2) 

Sumber: Hasil Analisis 2021 
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Pengendali Banjir)

2

Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten

dari Talang Duku – Kemingking Dalam

12 Pembangunan SPAM Kemingking
Dalam di Taman Rajo

2

5

Penanganan Permukiman Kumuh

Pudak

Pembangunan Jalan Akses KI 

Kemingking dari Jalan Lingkar Jambi 

ke Jalan Provinsi

13

Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Ruas

Jln. Batanghari II - Zona Lima (Sp. Pel)
11

Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Ruas

Bts. Kota Jambi - Talang Duku
4

Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Ruas

Lingkar Timur I - Lingkar Timur II - Sijenjang
3

Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Ruas

Sp. Pal Sepuluh - Sp. Pal Merah - Lingkar 

Timur I

2

Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Ruas

Bts. Kota Jambi / Sp. Rimbo - Sp. Pal Sepuluh 

(Jambi), 
5

Optimalisasi TPA Bukit Baling

4

Optimalisasi IPLT Talang Bakung

3

Optimalisasi SPAM Talang Duku di 

Kecamatan Kumpeh Ulu

1
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